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SAMBUTAN
KETUA DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILU
REPUBLIK INDONESIA

Bismillahirahmanirrahim,

Saya menyambut baik atas terbitnya tiga buku yang
disusun oleh Tim Penulis di bawah koordinator Prof. Dr. Anna
Erliyana, S.H., M.H, Anggota DKPP. Buku pertama dengan judul:
Problematika Pemilukada Serentak Tahun 2015, buku kedus,
Dialektika Hukum dan Etika dalam Pemilukada Serentak zo01g,
dan buku ketiga diberi judul: Reformulasi Sistem Penegakan
Kode Etik dalam Penyelenggaraan Pemilu di Masa Datang,
Terbitnya buku ini di tengah peristiwa penting dalam sejarah
penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala
daerah (pemilukada) pertama kali diselenggarakan di Indonesia
secara serentak pada g Desember 2015.

Buku ini menyajikan banyak hal. Fokus kajiannya
ialah evaluasi kinerja electoral pilkada tahap pertama dengan
menghantarkan suatu pemahaman kepada semua stakeholder
untuk dapat memikirkan pentingnya mempersiapkan
sistem penegakkan kode etik penyelenggara pemilu dan
penegakkan kode etik pada peserta pemilu atau dengan lain
perkataan membangun sistem "ethics infra-structure in public
offices” baik dalam pengertian luas maupun sempit. Gagasan ini
menjadi titik tolak untuk mewujudkan suatu sistem penegakkan
kode etik penyelenggara pemilu dengan tujuan agar bisa berjalan
secara simultan sehingga sistem sanksi pidana pemilu dan etik
penyelenggara pemilu pun dapat berjalan efektif.

Kita perlu pahami bersama, hubungan sistem sanksi
etika dan sanksi pidana terdapat dua pandangan yakni
pandangan idealis-formalistik dan pandanganyang bersifat
pragmatis-moderat. Akan tetapi secara umum, pandangan
substansialnya, penindakan dengan sanksi etika tidak
menghilangkan unsur pidana sama sekali dari perbuatan yang
melanggar norma ideal yang dilakukan. Karena itu, di samping
dan sesudah tindakan etik ditegakkan, jika dalam perbuatan yang




bersangkutan terdapat pula indikasi tindak pidana, maka proses
hukum pidananya dapat dilanjutkan atau dapat terus dilakukan
secara terpisah, terlepas dari telah terbuktinya pelanggaran
dan telah dijatuhaknnya sanksi etika terhadap pelanggaran.
Pandangan lain ialah, jikalau sistem sanksi telah menjatuhkan
koreksinya, maka sebaiknya sistem hukum pidana tidak perlu lagi
diteruskan, terutama jika menyangkut sifat-sifat pelanggaran
yang tidak terlalu menimbulkan dampak serius terhadap korban
atau terhadap sistem hukum. Kecuali, jika sifat pelanggaran
hukum pidana tersebut sangat berat dan menimbulkan kerugian
korban yang sangat serius, barulah proses pidana dipandang
tepat untuk diteruskan. Hal ini juga terkait dengan prinsip hukum
universal bahwa instrumen hukum pidana harus diperlakukan
sebagaui ‘ultimum remedium’ atau upaya terakhir, jikalau upaya-
upaya solusi lainnya tidak lagi efektif dalam mengendalikan dan
meluruskan perilaku masyarakat.

Jika terbukti bahwa sesuatu perbuatan termasuk kategori
pelanggaran hukum, terutama pidana, sudah otomatis perbuatan
itu tergolong juga sebagai perbuatan melanggar etika. Tetapi
jika sesuatu perbuatan dinilai melanggar kode etik, belum tentu
hal itu identik dengan pelanggaran hukum. Etika bersifat lebih
luas daripada hukum. Karena itu, bentuk-bentuk perilaku yang
sudah jelas termasuk kategori tindak pidana yang sudah diatur
tegas dalam kitab hukum pidana, sudah semestinya, tidak perlu
lagi dimuat dalam rumusan-rumusan kode etik dan kode perilaku.
Akan tetapi, dalam praktik, tetap banyak kode etik dan kode
perilaku di pelbagai negara yang mencantumkannya lagi secara
lebih umum. Kebanyakan, bentuk-bentuk perbuatan yang dinilai
tidak etis tetapi juga mengandung unsur tindak pidana dalam
rumusan kode etik dan kode perilaku di perlbagai negara adalah
jenis-jenis tindak pidana dengan kategori yang lebih ringan
dan umum, seperti konflik kepentingan, penggunaan fasilitas
pemerintah untuk urusan pribadi, dan sebagainya, yang dianggap
cukup diatur dalam kode etik dan kode perilaku, baik dengan
dukungan peraturan perundang-undangan secara formal, ataupun
dalam bentuk kode etik dan kode perilaku yang biasa, meski tidak
didukung oleh peraturan perundang-undangan formal.

Pilihan-pilihan bentuk perumusan norma etika sangat
tergantung kepada sikap pemerintahan satu negara, yaitu akan
mengembangkan sistem infra-struktur etik secara resmi dan



tegas sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan kekuasaan
negara atau tidak. Jika pengaturan dan pembentukan sistem etika
dan perilaku ideal pejabat penyelenggara negara itu diharapkan
berkembang lebih efektif dalam menopang sistem hukum yang
semakin lama semakin keberatan beban dalam mengendalikan
kualitas perilaku pejabat penyelenggara kekuasaan, maka
sebaiknya sistem etika dimaksud dikvatkan kedudukannya
dengan dukungan resmi perundang-undangan resmi, sehingga
penegakan sistem etik itu sendiri dalam praktik dapat didukung
oleh sistem kekuasaan resmi sesuai dengan tuntutan kebutuhan
perkembangan etika yang saya namakan sebagai tahap
perkembangan etika fungsional di abad ke-21 pasca modern
dewasa ini. Namun, sistem etik berbentuk pedoman perilaku
internal dalam setiap unit kerja atau komunitas dan organisasi,
juga tetap perlu dikembangkan sebagai tahap perkembangan
kesadaran awal dalam mentradisikan sikap berintegritas di semua
lingkungan kerja dan lingkungan pergaulan hidup.

Faktor yang sangat penting dalam menentukan kualitas
proses dan hasil penyelenggaraan pilkada serentak adalah efektif
tidaknya proses penegakan hukum dan etika pemilu melalui
proses peradilan yang berintegritas dan terpercaya. Bahkan
dapat dikatakan "“there is no real democracy without respected
and respectable judiciary”. Proses penyelenggaraan pemilu dan
pilkada harus dikontrol oleh sistem norma pengendali yang efektif
dan terpercaya. Perlu untuk diketahui, sampai sebelum abad ke-
20, semua orang mengira sistem norma yang dimaksud, hanya
terbatas pada sistem norma hukum, tetapi sesudah abad ke-20,
umat manusia menyadari pentingnya sistem etika di samping
sistem hukum sebagai penentu kualitas demokrasi.

Bersamaan dengan itu, kita perlu mengembangkan
pemikiran-pemikiran baru mengenai etika konstitusi di samping
. hukum konstitusi, sebagaimana para pemikiran mutakhir
membayangkan ide-ide yang sama untuk memenuhi tuntutan
zaman ini dengan ide-ide baru di bidang hukum dan politik.
Bahkan Keith E. Whittington menulis artikel yang mengajak para
ahli untuk memperkembangkan teori-teori baru yang berkenaan
dengan etika konstitusi yang tercermin dalam judul artikelnya,
“On the Need of a Theory of Constitutional Ethics".



Dalam pelbagai artikel yang saya tulis, saya
memperkenalkan pengertian tentang kedudukan Pancasila selain
sebagai sumber norma hukum (source of law) juga merupakan
sumber norma etika (source of ethics) dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara. Bahkan UUD 1945 harus pula dikembangkan
pengertian baru tentang “constitutional law” di samping
“constitutional ethics”. UUD 1945 di samping sebagai sumber
hukum tata negara (constitutional law) juga harus dipandang
sebagai sumber etika konstitusi (constitutional ethics). Untuk itu,
sudah saatnya kita mempelopori pengembangan sistem etika
bernegara di Indonesia dengan menjadikan ide-ide, prinsip-
prinsip, dan nilai-nilai yang terkandung dalam butir-butir rumusan
Pancasila dan UUD 1945 sebagai rujukan.

Dalam kaitan sistem peradilan DKPP, beberapa prinsip
penting dipraktikkan dalam penyelenggaraan peradilan etik DKPP
yang ada sekarang, misalnya, prinsip-prinsip ‘audi et alteram
partem’, prinsip independensi, imparsialitas, dan transparansi.
Dengan diberlakukannya prinsip-prinsip tersebut, maka semua
pihak yang terkait dengan perkara wajib didengarkan dalam
persidangan yang diselenggarakan secara terbuka, dimana
para anggota DKPP bertindak sebagai hakim yang menengahi
pertentangan untuk mengatasi konflik dan memberikan solusi
yang adil.

Sebagai peradilan etik, para anggota DKPP bersikap
netral, pasif, dan tidak memanfaatkan kasus-kasus yang timbul
untuk popularitas pribadi. Para anggota dilarang menikmati
pujian yang timbul dari putusan, dan sebaliknya dilarang pula
tersinggung atau marah karena dikritik oleh masyarakat yang
tidak puas akan putusan DKPP. Pendek kata, sebagai lembaga
peradilan etika, DKPP harus menjadi contoh mengenai perilaku
etika di dalam menyelenggarakan sistem peradilan etika yang
menyangkut aneka kepentingan yang saling bersitegang antara
para peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu atau antara
masyarakat pemilih (voters) dengan penyelenggara pemily,
ataupun di antara sesama penyelenggara pemilu sendiri,
khususnya antara aparat KPU dan aparat Bawaslu.

Meski buku tidak begitu komprehensif kajiannya, akan
tetapi kumpulan tulisan ilmiah populer yang disajikan ini cukup
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bagus untuk dibaca. Buku ini disusun dengan melibatkan kalangan
akademisi, dan para pegiat kepemiluandilndonesia. Empatdaerah
menjadi objek kajian penyusunan buku ini lewat kegiatan Focus
Group Dusccation (FGD). Keempat daerah dimaksud Provinsi Jawa
Timur, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
Maka buku ini menjadi bahan informasi aktual yang layak dibaca
oleh para pegiat pemilu di Indonesia.

Jakarta, 13 Oktober 2016

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu



KATA PENGANTAR
PENYUNTING

PROF. DR. ANNA ERLIYANA, S.H., M.H.

Edmund Burke, negarawan Irlandia (1729-1797), pernah
berkata “those who do not know history are destined to repeat it”.
Melihat pengalaman di masa lalu sangatlah penting untuk menata
langkah ke depan. Tanpa terasa, DKPP telah berusia empat tahun lebih
sejak berdirinya pada 12 Juni 2012. Sebagai satu satunya lembaga
peradilan etik yang bersifat terbuka, empat tahun adalah waktu yang
cukup untuk berkontemplasi, dan mengevaluasi langkah selama ini
dalam Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Sepanjang 2012-
2016, DKPP telah menerima 2266 pengaduan (data per 18 Juli 2016).
Selama rentang waktu tersebut, sebanyak 1627 Penyelenggara Pemilu
direhabilitasi, 729 diberi peringatan, 25 diberhentikan sementara, dan
402 penyelenggara pemilu diberhentikan tetap. Dalam perjalanan
panjang tersebut tentu banyak hal yang harus menjadi perhatian dan
catatan untuk perbaikan Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu
ke depan. Untuk dasar itulah kemudian buku ini hadir tersajikan.

Buku yang merupakan hasil FGD (Focus Group Discussion)
yang melibatkan akademisi di empat wilayah ini: Medan (Sumatera
Utara), Padang (Sumatera Barat), Manado (Sulawesi Utara), dan
Surabaya (Jawa Timur) dengan tema “Evaluasi Kritis Integritas
Penyelenggaraan Pemilukada Serentak Tahun 2015 dan Reformulasi
Sistem Penegakan Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu Di Masa
Datang,” dibagi ke dalam tiga bagian. Buku Pertama berfokus
membahas Problematika Pemilukada Serentak 2015, Buku Kedua
bertemakan Dialektika Hukum dan Etika Pemilukada Serentak
2017, dan Buku Ketiga Reformulasi Sistem Penegakan Kode Etik
Penyelenggara Pemilu. Sebanyak 28 penulis terkonsentrasi dalam
buku pertama yang mengkhususkan membahas problematika
pemilukada serentak 2015. Buku Pertama menjadi lebih padat karena
membahas beragam permasalahan yang terjadi dalam Pemilukada
serentak 2015 yang telah dilalui, sehingga banyak pengalaman
berharga yang layak menjadi catatan tersendiri. Permasalahan
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tersebut beragam mulai dari persoalan pelanggaran pemilu seperti
politik uang, black campaign, hingga calon yang berstatus terpidana
yang sedang menjalani pembebasan bersyarat dan sempat membuat
pelaksanaan pemilukada serentak 2015 tertunda di Manado.
Sementara 20 penulis terangkum dalam buku kedua membahas
diskursus hukum dan etika, utamanya sebagai catatan perbaikan
pada pemilukada serentak 2017, mulai dari persoalan efektifitas
regulasi penyelenggaraan pemilukada hingga faktor penyebab
pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, sebagai pelajaran
berharga menuju Pemilukada serentak 2017. Seri buku ini diakhiri
dengan buku ketiga oleh 12 Penulis dan bab akhir dari DKPP yang
memfokuskan diri membahas Reformulasi Sistem Penegakan Kode
Etik Dalam Penyelenggaraan Pemilu di Masa Datang. Penyesuaian
dalam proses penyuntingan naskah dilakukan tanpa mengurangi
substansi tulisan meliputi hal-hal teknis dan perkembangan persoalan
yang ditulis, misalnya Pemilukada Pematang Siantar yang pada saat
ditulis masih ditunda pelaksanaannya.

Sumbangsih tulisan para akademisi di empat wilayah
tersebut yang terangkum dalam trilogi ini tidak saja bermanfaat
dalam menginventarisasi permasalahan yang ada tetapi juga ‘bergizi’,
memberikan solusi dan memperkaya khasanah keilmuan, baik dalam
perspektif hukum mau pun etika. Dalam buku pertama misalnya, Prof
Dr. Nunuk Nuswardani SH MH dari Universitas Trunojoyo, dengan
mengomparasikan Bundesverfassungs Gerichtshof (BverfGhof/
Mahkamah Konstitusi) di Austria dan Jerman, memaparkan tentang
model penyelesaian sengketa pemilu yang sempat menjadi polemik
antara MK dan MA berkaitan dengan pemilukada. Selain itu desain
model peradilan etik di Indonesia dibahas khusus dalam tulisannya
(Karakteristik Peradilan Sengketa Pemilukada dan Peradilan
Etik Penyelenggara Pemilu). Pada buku kedua Prof Dr Jan Lukas
Lambertus Lombok SH MH dari Universitas Sam Ratulangi menyoroti
sempitnya waktu dalam penanganan tindak pidana pemilu yang
berorientasi lebih pada kepastian hukum dibanding keadilan dan
berpotensi mengakibatkan rechterlijk dwaling, kesesatan hakim
dalam memutus perkara. Dalam buku ketiga, tulisan Dr. Ramlan dari
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara mengkaji sifat final dan
mengikatnya putusan DKPP dan memberikan solusi dari sisi yuridis
agar tak ada celah lagi bagi PTUN menerima putusan KPU sebagai
tindaklanjut putusan DKPP.
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Persoalan lain yang juga mengemuka dalam FGD tersebut
adalah diperluasnya adresat etik, dari Penyelenggara Pemiluke
Peserta Pemilu. Hal ini didasarkan pada pengalaman selama ini, acap
acap Peserta Pemilu seringkali mengadukan Penyelenggara Pemilu,
menuntut Penyelenggara Pemilu untuk beretikatan papeduli pada
‘etika Peserta Pemilu’. Beberapa persidangan DKPP mengungkapkan
permasalahannya justru ada pada Peserta Pemily, diantaranyabahkan
menjadi penyebab tertundanya Pemilukada di beberapa daerah.
Etika Penyelenggara Pemilu seharusnya diimbangi pula dengan Etika
Peserta Pemilu. Jika dalam hukum ada prinsip equality before the
law, maka dalam konteks etika seharusnya ada juga equality before
ethics. Buku Ketiga dalam seri buku ini membedah persoalan equality
before ethics tersebut. Pada akhirnya, semoga Seri Buku Trilogi ini
bermanfaat dalam mengisi khasanah kepemiluan di Indonesia. Terima
kasih kami haturkan pada Ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddigie yang
mendorong pembuatan buku ini dan seluruh anggota DKPP beserta
jajaran sekretariat yang telah bekerja keras selama ini, semua pihak
terutama kepada para akademisi yang telah bersedia meluangkan
waktu dan menyumbangkan pemikirannya yang tertuang dalam
buku ini. Selamat membaca.

Jakarta, Desember 2016

Prof. Dr. Anna Erliyana SH MH
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Reformmulas Ssfem Femsepaean Kads ik Pemveienggorg Pemilu 1

BAB 1
PEMNDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Republik  Indansasia
Mamor 20 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Memar 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Paraluran
Pamerintah Pengganti Undang-Undang Momoar 1 Tahun 2014
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang. Pasal 201, ayat (1-7) menyebutkan, Indonesia
akan melanjutkan penyelenggaraan Pemilukada Serantak
gelombang Pertama {g Desember 2015}, Gelombang Keduo,
pada 1g Februari 2017 untuk kepada Dasrah yang berakhir
pada Juli sampai dengan Desember tahun 216 dan yang
masa jabatannya berakhir pada tahun zoay. Ketigo, tahun 2018
urituk kepala Daerah yang berakhir pada tahun 2018 dan zo1g,
Keempat, tahun zozo untuk Kepala Daerah hasil Pemilukada
2015, Kelima, tahun 2024 adalzh gelombang awal Pemilukada
serentak Masional.

Pemilihan kepala Daerah serentak pada o Desember
zo15 ditkuti g Provinsi, 26c Kabupaten/Kota. Sebanyak g
{lima) Daerah vang sempat tertunda dilaksanakan oleh karena
beberapa permasalahan teknis dalam tahapan yang tidak
terkelola dengan baik. Kelima Daerah yang sempat tertunda
adalah Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Manado Pravinsi
Sulawesi Utara, Kabupaten Simalungun Sumatera Utara, dan
Kabupaten Fakfak Papuz Barat. Khusus Kota Pematangsiantar
Sumatera Utara, setelah tertunda 21 bulan, baru dijadwalkan
akan berlangsung Rabuw, 16 Movember 2016 mendatang.
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Banyakrespondancatatandariberbagaipihakterhadap
proses Pemilukada serentak 2015, Sebagian kalangan menilai
penyelenggaraan Pemilukada serentak relatif sukses. Tetapi
tidak sadilkit pula yang menilai kualitas penyelenggaraan belum
maksimal, baik dalam perencanaan mauwpun dalam tahapan.
Pelaksanaan terkesan tidak terencana dengan matang, baik
karena norma yang lambat keluar disertai dengan kelemahan
pengaturanyangtidaksedikit. Haldemikianmenyebabkanpada
tingkat teknis pelaksanaan, memaksa penyelenggara dengan
seqala kreatifitas di tengah keterbatasan waktu mengeluarkan
berbagai peraturan dan surat edaran untuk mengatasi
barbagai masalah konkrit yang mernbutuhkan penjelazan
dan kepastian. Pergerakan waktu yang demikian cepat dan
sangat terbatas tidak jarang memaksa penyelenggara Pemilu
mengambil keputusan dengan kemungkinan beragam risiko
vang harus dihadapi yang menghempaskan penyelenggars
dalam kenistaan di tengah kerja kerasnya manyukseskan pesta
demokrasi. Memperhatikan berbagai |aporan pengaduan
raupun gugatan yang masuk pada lembaga penegak hukum
Pernily, hampir seluruhnya penyelenggara Pemilu sebagai
terlapor atau tergugat.

Sebanyak 147 gugatan ke Mahkamah Konstitusi, 356
laparan danfatau pengaduan ke DKPP, sekitar 100 sengketa
di Bawaslu, Parwwas, PTUN dan Mahkamah Agung. Dari 396
laporan danfatau pengaduzn dengan jumnlah total 465 Teradu
wang masuk ke DKPP di tahun 2015, 107 perkara disidangkan
dan sebanyak B3 perkara diputus, Sebanyak 122 orang dijatuhi
sanksi peringatan, 4 {empat) orang pemberhentian sementara,
srorangpemberhantiantetap, ketetapanazorangdansebanyak
17w tidak terbukti melakukan kesalzshan yang diadukan dan
DKPP merehabilitasi nama baiknya. Memperhatikan jumlah
pnengaduan yvang masuk, jumlah perkarayang disidangkan serta
jurnlzh teradu diputus dan dijatuhi sanksi, menunjukkan trend
peningkatan pelanggaran kode etik dibandingkan dengan
Pemilu legislatif dan Permilu presiden. Separti telah dipradiksi
sahalumnya bahwa persantasi pelanggaran dalam Pemilukada
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potensi mengalami peningkatan, oleh karena beberapa faktor
di antaranya faktor geografi, faktor demograf. Faktor gecgrafi
meliputi faktor alam meliputi cuaca, sarana transportasi dan
kamuikas: yang belem memadai untuk menjangkau pemilih
vang tersebar di pelosok, atau sebaliknya kedekatan antara
penyelenggaradengan baik pesertamaupun pemilih, hubungan
perkampungan. Sedangkan faktor demograh berkaitan faktor
hubungan sosizal, budaya, politik, ekonorm, agamea, hukum dan
organisast.

Di samping faktor-faktor tersebut secara spesifik dapat
dipetakan dalam dua faktor yakni faktor intarmzl dan faktor
eksternal. Faktar internal meliputi peristivea atau kejadian
pelanggaran kode etik yvang secara umurm disebabkan oleh
tindakan dan perbuatan internal penyelenggara mulai dari
tahapan perencanaan dan tahapan pelaksanaan sebagaimana
dzlam Pasal £ UU Momeoer 1 Tahun 2025 Tentang Penetapan
Perpu Momar 1 Tahun zoi4 Tentang Pemilinan Gubernur, Bupati
danWalikatz Menjadi UU. Tahapan perencanaan meliputi:

a) perencanazan program dan anggaran;
bl  penyuesunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;

cl perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetagan
tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;

d} pembentukan PPE, PPS5, dan KPPS;

ey pembentukan Panwas  KabupatenfKats, Panwas
Kecamatan, PFPL, dan Pengawas TPS;

f1  pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
g} penyerahan daftar penduduk potensial Pamiliby dan

h) pemutakhiran dan penyusunan daftar Permilih.
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f)
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Selanjutnya tahapan pelaksanaan meliputi:

pengumumman pendaftaran pasangan Calon Gubsrnur
dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan
Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan
Calon WakilWalikota;

pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Walkil
Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Walkil Bupati,
serta pasangan Calon walikota dan Calon 'WakilWalikota;

penalitian persyaratan Calon Gubernur dan Calon Walkil
Gubernur, Calan Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta
Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;

penetapan pasandgan Calon Gubernuor dan Calon Wakil
Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon'Wakil Bupati,
serta pasangan Calon Walikata dan CalonWakil Walikots;

pelaksanaan Kampanye;
pelaksanaan pemungutan suars;

penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan
SUAra;

penctapan calon terpilib;

penysieszian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan;
dan

pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

Dari  tahapan tersebut dengan  mensinkronkan

data Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat terdapat 12
permasalahan yang muncul dalam Pernilukada serentak 2015.
Permasalahan tersebut muncul mulai dari penyerahan syarat
dukungan pasangan calen hingga penstapan pasangan calon.
Fertama, ditermukan dakurmen palsu di B Daerah, di antaranya
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yang mermbuat Permilukada di Kabupaten Simalungun tidak
terlaksana di g Desember 2015, Keduva, adanya dualisme
kepengurusan partai politik di 18 Daerah salah satunya di
Surnba Timur. Ketiga, masalah PErsyaratan dukungan
partai politik terjadi di 16 Daerah, di antaranya di Belitung
Timur dan Sorong Selatan. Keempaet, maszalah yang barkaitan
dengan waktu pendaftaran seperti yvang terjadi di satu Daerah,
vaitu Supiori, Papwa. Kelima, KPU menemukan adanya
permasalahan yang berkaitan dengan pemenuhan dokumen
dari instansi lain, seperti di Jambi dan Eotawaringin Timur,
Kearnam, persyaratan mantan narapidana yang maju
dalarm Pemilukada ada lima Daerah, di antaranya Bengkulu
Selatan dan Sidoarjo. &etwjuh, yakni adanya masalah dalam
status petahana yang kembali maju dalam Pemilukada 2oas. Ini
terjadi di enarm Daerah, di antaranya Tanjung Jabung Timur dan
Cgan Hir. Untuk yang kedelapon, masalah dukungan terhadap
calon perseorangan yang terjadi di 2q Daerah. Kesembilan,
berkaitan dengan syarat kesehatan terdapal di 3 Daerah,
di antaranya Kabupsten Musi Rawas dan Kzbupaten Muosi
Rawas Liara Sumatera Selatan. Kesepoluh, masalah dalam
perubahan dokumen pencalonan yang terjadi di 3 Daerah.
Kesebelas, adanya masalah terhadap calon kepala Daerah yang
barmasalah dengan status tersangkanya di satu Daerah, yakni
Kabupaten Bengkalis, Riau. Kedvabelas, pergantian calon di
luar ketentuan, vaitu di Simalungun dan Sigi.

¥ antara 12 permasalahan yvang muncul  tidak
sedikit berawal dari tahap perencanaan yang secara internal
merupakan tanggungjawab penyelenggara, tetapi pelanggaran
hukurm dan etika dalam tahapan pelaksanaan yang dilakukan
oleh penyelenggara tidak sedikit disebabkan oleh karena
pelanggaran hukum dan etik peserta {pasangan calon), tim
sukses dan pendukung. Panyelengogara sudah mewakafkan
saluruh waktu, tenaga dan pikironnya untuk suksesnya pesta
dernakrasi berintegritas tetapi kemudian tersandera oleh
pesarta maupun timnya baik disengaja atau tidak disengaja
menjebak penyelenggara dalam pelanggaran =tika dan hukurmn,
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Hampir seluruh pelanggaran atika dan hukum penyelenggara
disebabkan aleh pelanggaran etika dan hukum peserta
pemilihan tetapi seluruh pertanggungjawaban  etika dan
hukurn harnya dapat dibebankan kepada penyelenggara tanpa
dapat menjangkay peserta.

B. Equality Before Etics

Jika dalam hukumn ada asas persamaan di depan hukum
(equality befare the low), maka dalam konteks etike, meminjam
istilah hukumn, ketidakseimbangan sebagaimana dipaparkan di
atas tidak sesual dengan prinsip “eguality before etfucs.” Peran
DEPP dalam UU Mo, 8 Tahun 2025 dingatakan dalam BAB XX
Bagian Kesatu tentang Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara
Pemilihan. Pasal 136, berbunyi: "Pelanggaran kode etik
penyelenggara Pemilihan adalzh pelanggaran terhadap etika
penyelenggara Pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/
atau janji sebelurmn menjalankan tugas sebagai penyelznggara
Pemilihan.

Selanjutnya, Pasal 237 ayat (z2) "Pelanggaran kode etik
penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
136 diseleszikan oleh DEPPY, Ayat (2] "Tata cara penyelesaian
pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perld ﬁrjarlg-L.In-:Ianr__]ar: meangenal penre]erlgga ra
permiliban umorm™

Terkait kewajiban KPLU  [Propinsi, Kabupaten/
Kota) sebagai penyelenggara Pemile dalam  kaitannya
dengan kewenangan DEPP disebutkan dalam bsberapa
paszl sebagaimana berikut: Pasal 22 butir | menyebutkan
“Dalam petakzanaan Pemilihan Gubemor, KPU  Provinsi
wajib melaksanakan Keputusan DKPP. Paszal 1& butir k "KPU
Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati dan Walikota wajib
mezlaksanzkan Keputusan DEPP™.

Adapun kewajiban Bawaslu, Bawaslu Propinsi, dan
Fanwas Kabupaten/Kota. Pasal 32 butir f menyatakan *Dalam
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Pemilihan Bupati dan'Walikota, Panwas Kabupaten/kota wajib
melaksanzkan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan
perUndang-Undangan®.

Penyelenggara Pemily memiliki peran penting dalam
mewujudkan penyelenggaraan Pemile yang berintegritas.
¥redibilitas dan kapasitas penyelenggara Pemilu akan sangat
membanty bagi terciptanya tertib administrasi Pemilu,
kepatuhan terhadap regulasi, dan terjaganyz kualitas hasil
Pemilu.

Menyadari pentingnya peran penyelenggara Pemily,
maka telah disusun suatu Kode Etik Penyelenggara Pemifu
wang dituangkan dalam bentuk Peraluran Bersamna KPLL
Bawaslu, dan DKPF Mamor 13, 12, 2 Tahun 2012 Teniang Kode
Etil Penyelenggara Permiliban Umum.

Anggata DEPE Prof. Dr.Anna Erlivana, SH., MH. dalam
acara Focus Group Discussion (FGD) di Kota Malang, 7 Oktaber
2015 memperbarui pengelompokan dan menyempumakan
pokok-pokok dalarm asas-asas kode etik bagi Penyelenggara
Permnilu, sebagaimana berikut:

1) Asas Mandiri, yaitu bersikap netral; manghindari
intervensi; menghindari pernyataan atae pendapat yang
bersifat partizan; tidak mempengarvhi pamilih yang bersifat
partisan; tidak memakai, membaws, atau mengenakan simbol,
lambang atau atribut yang menunjukkan sikap partisan; tidak
memberitahukan pilihan palitiknya; tidak menanyakan pilinan
politik orang lain; dan tidak menerima hadiah dalam bentuk
apapun yang dapat menimbulkan keuntungan dari keputusan
lembaga penyelenggara Permilu,

2) Asas Adil, wvaitu perlakuan sama; menjamin
kesempatan wyang sama; mendengarkan semua  pihak
vang berkepentingan dengan kasus yang tedadj;
mermpertimbangkan semua alasan yang diajukan oleh para
pihak; memberitahukan secara lengkap dan cermat dugaan
vang diajukan atau keputusan yang dikenakannya.
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3] Asas Kepastian Hukum, waitu melakukan
tindakan yang diperintahkan cleh peraturan perlndang-
Lindangan; menaati prosedur yang  ditetapkan  dalam
peraturan  perUndang-Undangan; menjamin  pelaksanaan
peraturan  perundang-undangan wang berkaitan  dengan
Pemilu; manjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan
peraturan perundang-undangan, tata tertib, dan prosedur
vang ditetapkan; menata akses publik terhadap dekumentasi
dan informasi yang relevan sesuai ketentuan peraturan
perindang-Lindangan.

&) Asas Jujur, Keterbukaan, dan Akuntabilitas, yaitu
penggqunaan Wwewenang public harus beralas hukum publik;
merespon setiap kritik dan pertanyaan; menjawab pertanyaan
mengenai keputusan yang diambil; terkait proses Permilu;
menjelaskan kepada publik apabila terjadi penyimpangan
dafam prases kerja lembaga penyelenggara Pemilu serta
upaya perbaikannya; menjelaskan alasan setiap penggunaan
kewenangan public memberikan penjelasan terhadap
pertanyaan yang diajukan mengenai keputusan yang telzsh
diambil terkait proses Pemilu.

g} Asas Proporsionalitas, wvaitu menguemumkan
adanya hubungan atau keterkaitan pribadi yang dapat
menimbulkan situasi konflik kepentingan dalam pelaksanazn
tugas penyelenggara Pemily; - menjamin tidak adanya
penyelenggara Pemilu yang menjadi penentu keputusan yvang
menyangkut kepentingan sendiri s=cara langsung mavpun
tidak langsungy; tidak terlibat dalam setiap bentuk kegiatan
resmi mavupun bdzak resmi yang dapat menimbulkan kanflik
kepentingan.

6) Asas Profesionalitas, Efisiensi dan Efektif
dipisahkan secara khusus, yaitu; a) Asas Profesional; menjamin
kualitas pelayanan kepada pemilib dan peserta sesuai dengan
standar administrasi penyelenggarzan Pemilu, dan bertindak
berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi
administrasi Pemilu; b) Asas Efisiensi: bertindak hati-hati
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dalam melakukan perencanaan dan penggunaan anggaran,
menggunakan danz aphn/d dengan penuch tanggungjawab,
dan menata akses publik secara efisien. <) Asas Efektif;
melaksanakan tugas ssbagai penyelenggara Pemilu dengan
kamitmen tinggi, manggunakan waktu secara efektif sesuvai
alokasi waktu yang ditetapkan oleh penyelenggara Pemilu,
tidak malalaikan pelaksanaan tugas yang distur dalam

prganisasi penyelenggara Pemily, dan menata akses publik
secara efektif,

7} Asas Kepentingan Umum, yaitu memastikan
pemilih mamahami secara tepat mengenai proses Pemilu;
menciplakan kondisi yang kendusif bzgi pemilin umiuk
menggunakan hak pilihnya atav memberikan suvaranys;
mermastikan ketersedizan sarana dan prasarana pendukung
bagi pemilih yang membutubkan perdakuan khusus dalam
mengaunakan dan menyampaikan hak pilihnya; dan membuka
akses yang luas bagi pemilih dan media untuk berpartisipasi
dalam prases penyelenggaraan Pamilu.

C. Standar Internasional Pemilihan Lmum

Serial Buku Panduan “Standar-standar Internasional
untuke  Pemilinan Umum  Pedoman  Peninjavan  Kembali
Kerangka Hukum Pemilu” yang diterbitkan oleh Infernetional
Institute for Democrocy and Electaral Assistance (International
JDEA) Tehun 2002, menerangkan 15 aspek yang dapat dijadikan
wkuran untuk melihat Pemilu demokratis, yaitu (transparan,
accountable, dan berintegritas) . Ke g aspek itu meliputi:

1. Penyusunan Kerzngka Hukum. Kerangka hokum
Pemilu harus disusun sedemikian rupa sehingga tidak
bermakna ganda, mudah dipahami, dan harus dapat
meanyoroti semua unsursistem Pemilu yang diperiukan
untuk memastikan Pemilu yang demokratis.

2. Pemilihan Sistermn Pemile. Standar intarnasional
menyebutkan, di dalam sistem Pemilu harus terdapat
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badan-badan wang dipilih, frekuensi Pemilu, dan
lembaga penyalenggara Pemilu,

Penetapan [raerah Pemilihan. Kerangka hukum
Pemile harus memastikan bahwa daerah pemilihan
dibuat sedemikian rupa sehingga setiap suvara setara
urtuk mencapai derajat keterwakilan yang efektif.

Hak untuk Mamilih dan Dripilih. Kerangka hukurn harus
memastikan semua warga negara yang memenuhi
syarat dijamin bisa ikut dalam pemilihan tanpa
diskriminasi.

Badan Penyelenggara Pemilu. Badan penyelenggara
FPemilu harus dijamin bisa bekerja secara independen,

Pendaftaran Pemilih dan Daftar Pemilih. Kerangka
hukurn harus mewajibkan penyimpanan daftar pemilib
secara transparan dan akurat, melindungi hak warga
negara yang mermanuhi syarat untuk mendaftar, dan
mencegah pendaftaran orang secara tidak sah atau
CLrang,

Akzes Kertas Suvara bagi Partai Politik dan Kandidat,
Semua partai peolitik dan kandidat dijamin dapat
bersaing dalam Pernilu atas dasar perlakvan yang adil.

Kampanye Pemilu yang Demokratis. Kerangka hukum
harus menjamin setiap partai politik dan kandidat
menikmati  kebebasan  mengelvarkan  pendapat
dan kebebaszan berkumpul, serta memiliki akses
terhadap para pemilih dan semua pihak yang terkait
{stakeholder) dalam proses pemilihan,

Akses Media dan Kebebasan Berekspresii Semua
partai politik dan kandidat memiliki akses ke media.

Pembiayaan dan Pengeluvaran. Kerangka hukum
harus memastikan semua partai politik dan kandidat
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diperlakukan secara adil oleh ketentuan hukum yang
mengatur pembiayaan dan pengeluaran kampanye.

Pemunguian Swvara. Kerangka hukum  harus
memastikan tempat pemungutan suara dapat diakses
semua pemilih.

Penghitungan dan Rekapitulasi Suara. Penghitungan
suara yang adil, jujur, dan terbuka merupakan dasar
dari Pemilu vang demokratis.

Peranan Wakil Partai dan Kandidat, Guna melindungi
inteqritas dan keterbukaan Pemilu, perwakilan partai
dan kandidat harus dapat mengamati semua proses
pemungutan suara.

Pemantay Pemile. Untuk menjamin transparansi
dan meningkatkan kredibilitas, kerangka hukum
harus menetapkan bahwa pemantau Pemilu dapat
memantau semua tahapan Permilu.

Kepatuhanterhadap Hukumdan Penegakan Peraturan
Pemilu. Kerangka hukum Pemilu hares mengatur
mekanisme dan penyelesaian hukum yang efektif
untuk menjaga kepatuhan terhadap undangundang
Parmilu.

Standar Internasional Pemilihan Umum ini diakui

secara internasional dan menjadi mojukan untule melihat apakah
sebuah Pemilu sudah demokratis. Sumber-sumber utama dari
standar internasional yang dijadikan rujukan International
IDEA adalah berbagai deklarasi dan konwvensi internasional,
regional, sertz Deklarasi dan Kanvensi PBE tentang Hak
Asasi Manusia dan dokumen hokum fain Yang terkait, yaitu
Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia tahun 1948;
Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik
tahun 1960; Konvensi Eropa tahun 1050 (bersama Protokaolnya)
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untuk Perlindungan Hak Asasi Manosia dan Kebebasan Asasi;
Dokumen Pertemuan Copenhagen tahun 1990 dari Konferensi
Dimensi Manusia pada Konferensi untuk Keamanan dan Kerja
Sama Eropa (CSCEY; Deklarasi Amerika tahun 1948 tentang Hak
dan Kewajiban Manusia; KonvensiAmerika tahun 1065 tentang
Hak Asasi Manusia; dan Fiagam Afrika tahun 1981 tentang Hak
Manusia dan Masyarakat,

Hal utama dalam kegiatan Pemile adalah keberadaan
lembaga penyelenggars Pemilu yang dituntut agar Pemilu
benar-benar dapat berlangsung secara bebas dan adil [free
and fair election}. Beberapa unsur atau asas yvang ditekankan
untuk dipatuhi bagi lembaga penyelanggara Pemily demi
mencapai Pamilu yang bebas dan adil adalah; Independensi dan
Ketidakperpihakan, Efisiensi dan Efektivitas, Prafesianalisrmea,
keputusan Tidak Berpihak dan Cepat, Transparan.

D. Restorative Justice Model DKPP

Sistern peradilan pada umumnya menganut sistem
adwversarial. Sebagai konsskwensinya, pengadilan menjadi
“medan perang” antara penggugat/pengadufpenuntut dengan
terguoat/te radufterdabkwa. Pada akhirnya, putusan pengadilan
akan mengarah pada siapa menang siapa kalah (win-loose
sglution). Putusan pengadilan dipandang sebagai representas
dari keadilan. Meski seringkali keadilan yang dihasilkan adalah
keadilan prasedural, bukan keadilan substansial, Restorative
Juslice melihat  ketidaksempurnaan ini dan menawarkan
sebuah paradigma baru dalam melihat sebwah perkara. Dalam
konteks restoralive justice, para pihak diberikan tempat,
svaranya didengar, putusan pun diarahkan pada pemulihan
para pihak, baik yvang dirugikan, maupun yang melakukan agar
rnenyadari, menyesali perbuatan dan bertanggung jawab atas
kerugian sebagai akibat dari perbuatannya. Dalam banyak
literatur, Albert Eglash adalah tokah yang pertama kali tercatat
rmenggunakan istilah restorative justice, Para pendukung
padvocote]  rmestorative  justice  juga  bersepakat bahu.r.;a
terminologi restorative justice muncul pertama kalinya dalam
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makalah Eglash di tahun 1977 berjudul Beyond Restitution-
Creative Restitution® yang dipresentasikan dalam sebuah
konferensitentang restitusi ditahun 1g75.° Dalam makalahnya,
Eglash mendeskripsikan  tiga bentuk keadilan: (1) retobutive
Justice; (z) aistributive justice’, dan (3} restorotive [uskice.
Keadilan vang pertama mengandaikan penghukuman sebagai
cara untuk mengatasi kejahatan/pelanggaran. Sementara yang
kedua menyandarkan pada therapeutic trearmentperlakuan
pada pelaku.® Ketiga, restorative justice, mengajukan restitusi
sebagal sarana untuk menangani kejahatan. Eglash kemudian
menamakan model restitusi ind ssbagai creative restitution,
wang kemudian mengarah  pada penvebutan restorative
Justice, la menulis bahwa restorative justice berbeda dengan
dua gagasan sebelumnya. Sebagai contoh, baik keadilan
retributif mawpun distributif berfokws pada perbuatan pelaku,
sementara restorative justice berfokus pada kerusakan atau

i Faouad Cankal W Yan Mass and Karens Baciderks Stmng gan], pads soaloga,
mendis yang zama sampai keradian meree mambuat cataran klaritkas dalam calatan kaki
peecta kU adisi kEed mnerokia van g mensatat bahwa Egl e Srtan et mangarbangkan idelnga
tantang creatre restrution ipada makalahogm tahun aq35), sebauh meodel rastoratbee justice,

ol gla m == p bl ea mekafahmea tshon 1550 dan ages Ann Shelbor (saoe) t=lob meselusori sumiber
Eylarh can mnerere dear habwa isldwb resloestiee juslice mucul datam sabosk bk bakign 1550,
ditulr dlalerrr hdbwisa lerman pang leleh dZ ejemubban ke dalam bahasa nggris dangee oyl The
Eiklcal Cecesne of Jusiioe and Lave, diut=aioh Heroe-Hael Seluey Hand Hersann Wale: &AW &
Whibchause. Lihat e bih lon ot daloen Dord el Wvan Naess and Kamn SEeetdeds Strong, Fosiecng
Justize, Aanintmoduchan fo Rectorotive Justice (4™ edn, Srgerson Punllafung 301a} 13,

2 kakathini kermudian dipublbkasikan dalam ssbuah arspiogi takbin Lo berjudud
Freslit o mrimisul lostice, Scoonbesl Avcassmend of Sanchons.

1 Db utive posbas £ aat Banes dian ke sebazpan fenminafegi yang BEreila desgan
distributhee justoa sebagal ammanim dad coenmnesatian justicn dalam eanteks hofeom pgal:lk oS-
wis-a vis-kan dengan bukumn privat [dvil lowd. Kampaknga Eglash mesujok pacds gaigasan rmarkah
Heo-Kalsk sazz menyebut desnbutive just oz yang fekbos pada pelake darpada perhuatan
seDagamany candangan mazhes Hask Eglash sdalzh scorang peikalog, kebaryakaysarjana
huizum gan krimisolog mansabiinys ssbaga rebabitabve pctics, Soken detbitive justica. Likat
mmiealirga Sl=we ulligan yarag memde *[resboepliee jurtice]| lebbh medah Sipehami denaan malbat
P Laeas ey asa s sy s pand) Hiknmpasevkan clangan parscigmayang mandshulangs:
rabriteCha daan nehabilaotien.” Litar Sie s Sollgan, From Felzibotioe e Begpais lovenie loslize
ond the Histary of Restorothoe Jemlze daoan] 3210058 Verse L. Rew.aqi.

- Ike rrst affackras penal raform formest arimical 2y scholars hiad been
arperrrpishisd o issleen saiety e shefting the fozus 6F sersemong from onishmient for r=asaons
al s el b perd shine it as 4 sneam ol whabilgstiom aead mlern. ik was arefom ofthe preposs of
gatishoest Mam Sspsibutive ta rhabiditalive. Lihet lebl cletal dalam Waslay Cragr, the Practics
of Ponishimisng, Tewand a Theony of Resierarive Jostor {Rmiledge zgaai Ba
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konsekwensi dari perbuatan pelaku, dan dampaknya terhadap
korban, Dalam perspektif karban, keadilan retributit dan
distributif mengabaikan peran korban, tidak mealibatkan korban
kecuali hanya sebagai saksi. Sementara restorative justice
memasistkan karban dan kepentingannya sshagai sesuvatu
yvang penting untuk dipertimbangkan, dan memberikan peran
untuk mendapatkan keadilan.s

Restargtive justice kemudianmenjadi sebuahparadigma
keadilan baru yang terus berkembang dengan beragam variasi
bentuknya. Salah satu perkermbangan restorative justice adalah
lahirmya model the maximalist yvang dibedakan dan maodel the
purist. Model murni {purist) adalah model yang umuom kita
pahami selama ini. Model ini didasarkan pada definisi Toni
Marshal “restoraitive justice is @ process whereby all the parties
with a stake in a parficulor offense come together to resolve
collectively fiow to deal with the aftermath of the offense and
its implications for the future.”® Inti dari model purist adalah
putusan yang dibuat harus disepakati oleh semua pihak tanpa
adanya paksaan, Semua pihak harus secara sukarefa setuju
untuk bertamu dan merumuskan jalan terbaik untuk pemulihan
keadilan. lika salah satu pihak menolak untuk  bertemu
atau menalzk uvuntuk secara bersama-sama merumuskan
penyelesaian  yang  terbaik untuk semua  pihak, maka
pelaksanaan restorabive justice tidak bisa dipaksakan wntuk
difaksanakan. Sebagal sebuah perkembangan dari buntunya
model punst saat menemukan adanya ketidaksetujuan secara
sukarela dari salah satu pihak (woluortary consent), sebuah
miodel fain berusaha menerobos kebuntuan the pourdst, model
vang kemudian dinamzkan the maximalist, Model maximalist
didasarkan pada pengeriian restormtive justice yang dirumuskan

5 Lihat kabih lzmjut dalamnoalbet Eglazh; 'Bavoend Bestituton-Craetiee Reslifnliaed in loe
Hudson g Durk; Gl pedsh, #astrivbon in Crimonal dostko s Ao cal Assoessmmnent of Sanctises
(L ezinginn Bk, 1257] g1-33 www lorennaesker comatlog Y p=2ay.

A Ackanm Cratoaed snid le Goodey (ads), riegreting 2 Wictim Perspechvs within Chming
Iuistize. Intemation:l Sebates (Aslypate Fubkshing seen] sre-rr
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Lode Walgrave "all octivities oriented to realize justice by
restoring harm brought by a crime.™ Kata "all activities” dalam
pengertian tersebut diperluas menjadi seleruh upaya yang
dapat dilakukan untuk memulibkan keadilan. Segala upaya
dapat dilakukan termasuk upaya yang dapat dipaksakan tanpa
melinat apakah pelaku setuju atau tidak setuju dengan suatu
keputusan mengenai diringa. Implementasi model rmoxmelist
bisa diterapkan dalam bentuk putusan hakim yang memaksa
teradufterdakwa untuk melakukan perbaikan/pemulihan pada
karban dan pihak lain yang terkena imbas dari perbuatannya,
Menariknya disaat aliran maximalist  masih - mervpakan
pengembangan wacana di kalangan pendukung restorgtive
justice, DEPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu)
telah dapat melakukan resforafive justice dalam kerangka
rrrcexirriadist.

Sebagai  lembaga wang beriugas menangani
pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. KPP berperan
penting untuk memastikan kemandirian, integritas dan
kredibilitas penyelenggaraan pemilihan umum, menjamin
etika Penyelenggara Pemilu tetap ferjaga dalam rangksa
menghasilkan pemilihan umum yang berkualitas. Dalammangka
mewujudkan dan menegakkan kehormatan penyelenggara
Pemily tersebut DKFP diberikan kewenangan ssebagaimana
tercantum dalam Pasal 112 Undang Undang —MNemar 1ig
Tahun =zo11 untuk menjatvhkan sanksi berupa teguran
tertulis; pemberhentian sementara; atau pemberhentian
tetap terhadap penyelenggara Pemiluy yang melanggar
Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Dalam praktiknya, DEFPF
memberikan  sanksi sesuai kadar kesalahannya, Dalam
kerangka restorative justice keseluruhan sanksi tadi bisa
dilekatkan sehagai hentuk pemulihan para karban (Pengadu)
dari kebijakan atau pun perilaku Penyelanggara Pemilu yang
melanggar kade etik. Kebutuhan para pengadu {Wctin's need)
sangat beragam, mulai dari yang ringan hingga yang berat

L] ikl
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pada tuntutan pemberhentian tetap. Terkadang, Pengadu
hanya minta didengarkan oleh Teradu untuk bisa berkeluh
kesah, menumpzahkan semua kekesalan yang sefama ini tidak
terwadahi dalam sebuah forum. Pada dasarnya, nilai-nilai
restorafif justice dapat diterapkan pada tiap tingkatan sanksi
sepanjang masih dalam kriteria restorative justice vang bersifat
memulihkan keadaan. DEPP mizalnya, dapat memberikan
sanksi pemberhentian sementara dengan catatan bahwa
sedapat mungkin penyelenggara Pemilu yang diberikan sanksi
tersebut melakukan perbaikan, pemulihan atas akibat vang
talah ditimbulkannya. Hal ini dapat dilakukan mengingat
sifat sanksi pemberhentian sementara bersitat conditional
(bersyarat). Syarat tersebut berkaitan dengan pemulihan vang
harus dilakukan, baik terhadap korban {(pengadu), lembaga
penyelenggara Pemilu, dan bahkan terhadap dirinya sendir
untuk dapat memperbaiki kesalahan yang telah dilakukanmya
berkaitan dengan perbuatan melanggar etik funethical conduct).
ladi dalam sanksi permberhentian sementara, Teradu diberikan
kesempatan vtk 'kembali ke jalan yang benar’ dengan cara
memulinkan keadilan atas pihak-pihak yang telah dirugikan.
Ferintah atau kewajiban untuk memperbaiki keadaan tersabut
dicantumkan dalam putusan tanpa mempertimbangkan
persetujuan Teradu. Model seperti ini sebenarnya adalah
medel maximelist dalam resterative Justice, sesuatu yang
masih menjadi wacana di kalangan penggagas dan pendukung
(proponent)  restorgiive  justice  model  moximalist. Pada
akhirnya, DEPF dapat menjatehkan sanksi pemberhentian
tetap pada Penyvelenggara Pemilu sebagai bentuk pemulihan
kehomnatan lembaga penyelenggara Pemile, memulihkan
kepercayaan publik. Hal ini memang di luar dari pernahaman
restorative justice pada umumnya karena meniadakan peran
"pelaku™ untuk memulihkan keadaan. Langkah tersebut
diambil manzakala kesalahan Teradue amat sangat fatal dalam
melanggar kode etik dan dipandang tidak dapat memulihkan
keadaan sehingga upaya pemulihannya yang seharusnya
dilakukan Teradu diambil alih.
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E. Penutup

Dari realitas penegakan kode etik penyelenggara
Pemilu selama ini, khususnya setelah pelaksanaan pemilihan
Kepala Daerah Serentak Tahun 2015 memuencuelkan sato
pertanyaan besar adalzsh bagaimana implikasi penegakan kode
etik Penyelenggara Pemilu Terhadap Intagritas Penyslenggara
dan Masa Depan Integritas Demokrasi di Indonesia?

Dalam uvpaya menjawab pertanyaan terssbut, DKPP
bekerjasama dengan Pergurvan Tinggi melakukan kegiatan
bertajuk; "Ewvaluasi Eritis Integritas Penyelencoaraan
Pemilukada Serentak Tahun 201 dan Reformulasi Sistem
Penegakan Kede Etik Penyelenggaraan Pemilu di Masa
Datang”. Kegiatan ini berbentuk Focws Growp Discussion (FG0)
dengan semua peserta wajib membuat makalzh ilmizh dan
meamprasentasikannya dalam kerangka forum akademik di
hadaparn ssmua peseria dan DEPP sebagai penyelenggara
sakaligus fasilitator,

Materi/polkaok  bahasan dalam  setiap  makalah,
meluputi; Pertama, terkait titik rawan pelanggaran kode etik,
vakni pada tingkatan mana saja titik rawan pelanggaran kode
etik penyelenggara Pemilukada serentak acag. Keduas, Tipologi
pelanggaran kede etik, vaitu bagaimana tipologi pelanggaran
kode etik penyelenggaraan Pemilukada serentak 2015, Ketiga,
Faktar-faktor penyebab pelanggaran kode efik, vakni siapa
saja subjek utama dalam proses penyelenggaraan Pemilukada
dan bagaimana peran para subjek atas terjadinya pelanggaran
hukum dan etika penyelenggaraan Pemilu. Keempet, efektifitas
Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemnife Terhadagp
Fenegakan Integritas Demaokrasi Pemilukada; Apakah sistern
penagakan kode atik penyelenggara Pemilukada zoig zaat ini
sudah cukup bagi terciptanya Pemilu demaokrasi berintegritas
menuju penyelenggara negara berintegritas, dan bagaimana
kode etik dan model penegakan keode etik terhadap partai
pelitik dan pasangan calon yang melangoar kode etik dalam
masa tahapan Pemilukada. Kelina, ruang Lingkup Pensgakan
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Koda Etik Untul Pemilukada Berintegritas; jenis sanksi apa
saja yang dapat dijatubkan kepada partai politik dan pasangan
calonyang terbukti melanggar kada etik, dan bagaimana model
sistam penegakan kode otik penyelenggaraan Pemilukada di

masa datang.
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BAB Il
REFORMULASISISTEM PENEGAKAN KODE ETIK
PENYELENGGARA PEMILU

Efektifitas Penegakan Kode Etik Terhadap Sifat Final dan
Mengikat Putusan DKPP

Ramlan*

Proses pelaksanaan demokrasi di Indonesia memasuki
babak baru berkaitan pemilihan kepala daerah, baik gubernur,
maupun bupati/wali kota yang sebelumnya dipilih secara tidak
langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),
namun sejak Juni 2005 dipilih secara langsung oleh rakyat
melalui proses pemilihan kepala daerah (Pemilukada). Proses
Pemilukadaini, merujuk pendapat Miriam Budiardjo merupakan
perwakilkan yang bersifat politik (political representation), yakni
representasi kelompok, merupakan konsep seseorang atau
kelompok orang (partai politik) yang mempunyai kemampuan
untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang
lebih besar.?

= Ramlan, ramlan_mosya7a@yahoo.com. Dosen Fakultas Hukum, Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara

2 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar llmu Politik, PT Gramedia, Jakarta, 1987, Hal a7s.
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Sistemm pemilukada secara langsung menandai
pasangnya popularitas paradigma demokrasi partisipatoris
dan sekaligus surutnya popularitas paradigma demokrasi
representasi (demokrasi perwakilan) atau kemenangan para
penganjur  demokrasi massa  terhadap demokrasi
elit. Pemilukada secara langsung merupakan sebuah produk
kebijakan negara yang menjadi momentum politik besar yang
saat ini dinilai dan diharapkan oleh Pemerintah dan seluruh
bangsa Indonesia sebagai pilihan dan jalan yang tepat untuk
menuju demokrasi daerah. Hal ini seiring dengan salah satu
tujuan reformasi, yaitu untuk mewujudkan Indonesia yang lebih
demokratis. Hal ini hanya bisa dicapai dengan mengembalikan
kedaulatan ke tangan rakyat.?

Ada tiga tujuan mendasar mengapa pemilukada
diselenggarakan secara langsung, yaitu:

1) Untuk membangun demokrasi tingkat lokal. Melalui
pemilukada secara langsung diharapkan aspirasi dan
kesejahteraan rakyat langsung tertangani oleh kepala
daerah terpilih.

2) Untuk menata dan mengelola Pemerintahan Daerah
(local democratic governance), semakin baik dan sejalan
dengan aspirasi serta kepentingan rakyat.

3) Untuk mendorong bekerjanya lembaga-lembaga
politik lokal. Melalui pemilukada secara langsung
diharapkan |embaga-lembaga politik lokal dapat
menjalankan tugasnya sesuai dengan harapan rakyat.

Lebih lanjut beberapa alasan pemilukada langsung
dilakukan, karena diharapkan dapat:*

3 M. Abdul Kholig, Pemilukada Langsung atau Perwakilan http://kotakita. weebly.com/,
diakses tanggal 18 Juni 2016.

4 Ibid.
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1) Membuka akses rakyat untuk berpartisipasi dalam
menentukan sosok kepala daerah dibandingkan
dengan sistem demokrasi perwakilan yang melakukan
rekrutmen di tangan segelintir orang di DPRD.

2) Kepala daerah yang terpilih secara langsung mendapat
mandat dan dukungan yang lebih riil dari rakyat
sebagai wujud kontrak sosial antara pemilih dan tokoh
yang dipilih. Dalam hal ini, legitimasi kepala daerah
terpilih lebih kuat apabila dibandingkan dengan sistem
demokrasi perwakilan.

3) Dapat menciptakan perimbangan kekuatan
antar berbagai kekuatan dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, terutama dalam menciptakan
mekanisme checks and balances antara kepala daerah
dan DPRD karena sama-sama dipilih oleh rakyat.

~4) Dimaksudkan agar para pemimpin yang terpilih
memiliki akuntabilitas yang lebih besar kepada rakyat
yang memilihnya. Pemilihan kepala daerah secara
langsung akan menjaring pemimpin-pemimpin yang
memiliki program yang lebih baik, serta akan berusaha
mengimplementasikan program-program itu ketika
benar-benar terpilih.

Jimly Asshiddigie mengatakan fungsi pemilu untuk
menciptakan sistem yang berfungsi aktif menciptakan
representasi pendapat dan preferensi serta kepentingan para
demokrasi. Sistem pemilu yang mampu mengakomodasi hak-
hak pemilih, menciptakan iklim persaingan yang kompetitif.s

Namun faktanya pelaksanaan pemilukada langsung
masih banyak menimbulkan berbagai persoalan, sehingga
Pemerintah beberapa kali mengganti peraturan perundang-

5 Jimly Asshiddigie, Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu, PT RajaGrafindo
Persada, Jakarta, 2013, hal 68.
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undangan terkait dengan pelaksanaan pemilukada, terakhir®
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Wali kota menjadi Undang-Undang (UU No. 8 Tahun 2015).

Sesuai UU No. 8 Tahun 2015, maka pada tanggal g
Desember 2015 telah dilaksanakan pemilukada langsung
secara serentak hampir di seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI), termasuk Provinsi Sumatera Utara
melaksanakan pemilukada langsung secara serentak di 21
kabupaten/kota. Akan tetapi pelaksanaan pemilukada langsung
secara serentak masih menimbulkan berbagai permasalahan,
antara lain terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Provinsi Sumatera Utara sebagai tindaklanjut atas Putusan
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Pusat
yang memberhentikan penyelenggara pemilu yang terbukti
melakukan pelanggaran kode etik, nyatanya tidak dapat
dieksekusi.

Berdasarkan Pasal 112 ayat (22) Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan
Umum (UU No. 15 Tahun 2011) menentukan Putusan DKPP
bersifat final dan mengikat. Namun pada contoh kasus
Putusan DKPP memutuskan untuk menjatuhkan sanksi berupa
pemberhentian tetap terhadap Rahmat Kartolo selaku anggota
KPU Kota Medan karena melakukan pelanggaran kode etik,
dan Putusan DKPP terhadap Ketua KPU Kabupaten Nias
Selatan, yakni Fan Solidarman Dachi bersama tiga anggotanya
Irene Mayriska Laowo, Deskarnial Zagoto SE dan Manclododo
Daliwu.”

6 Sebelum disahkannya UU No 10 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua UU No 1
tahun 2o0as.

Sinar Indonesia Baru (SIB), Dipecat, Lima Penyelenggara Pemilu Gugat SK KPU
Provsu ke PTUN Medan (http://hariansib.cojview/Headlines/15348/, diakses tanggal 18 Juni 2016).
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Kelima penyelenggara pemilu yang diberhentikan dari
jabatannya dalam Putusan DKPP Pusat mengajukan gugatan
pembatalan SK KPU Provinsi Sumut tentang tindaklanjut
Putusan DKPP ke PengadilanTataUsaha Negara (PTUN) Medan.
Gugatan ini oleh PTUN Medan dikabulkan dan dimenangkan,
sehingga SK KPU Provinsi Sumut secara hukum menjadi batal,
dan konsekuensinya penyelenggara pemilu yang diberhentikan
seharusnya diangkat lagi pada jabatannya.

Berdasarkan contoh kasus di atas, menimbulkan
masalah bahwa keputusan DKPP nyatanya tidak bersifat
final dan mengikat. Kenyataan ini menarik untuk diteliti
dan dianalisis, agar dapat diperoleh jawaban bagi upaya

pembaharuan hukum guna mewujudkan sistem pemilu yang
lebih baik di Indonesia.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka jenis
penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian
hukum kepustakaan.®? Penelitian hukum normatif mencakup;
penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap
sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi
vertikal dan horisontal, perbandingan hukum, dan sejarah
hukum.® Johnny Ibrahim mengatakan dalam penelitian
normatif dapat digunakan beberapa pendekatan, yaitu;
pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep,
pendekatan analitis, pendekatan perbandingan, pendekatan
historis, pendekatan filsafat, dan pendekatan kasus.** Dan
sesuai dengan masalah yang ditetapkan, maka pendekatan
yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
perUndang-undangan dan pendekatan kasus.

8 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat, PT RajaGrafinda Persada, Jakarta, 2003, Hal 23-14.

5 Ibid.

10 Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia
Publising, Malang, 2011, hal 300.



26 | Reformulasi Sistem Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Dilihat dari sudut sifatnya, maka penelitian ini bersifat
deskriptif, maksudnya penelitian ini untuk memberikan data
yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau geja-
la-gejala lainnya.** Bambang Sungguno mengatakan deskriptif
berarti penelitian tidak keluar dari lingkup sample. Analisis data
bersifat deduktif berdasarkan teori atau konsep yang bersifat
umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat
data, atau menunjukkan komparasi/hubungan seperangkat
data dengan seperangkat data lainnya.** Berdasarkan hal terse-
but, maka penelitian ini bersifat deskriptif, maksudnya untuk
memberikan gambaran atau keadaan hukum tentang ketidak
pastian Putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat terse-
but.

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan, maka pe-
nelitian ini menggunakan data sekunder, yang mencakup: ba-
han hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,
seperti UUD 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ten-
tang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor g Ta-
hun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No-
mor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pera-
turan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota, Un-
dang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan
Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012
tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang
memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, sep-
erti buku-buku, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hu-

11 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ul Press, Jakarta, 1986, Hal 10.

a2 Bambang Sungguno, Metodologi Penelitian Hukum, PT RajaGrafindo Persada,
lakarta, 2002, Hal 38-39.
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kum dan sebagainya. Selanjutnya bahan hukum tertier, yaitu
bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan
terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,
seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.™

Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan analisis,
analisis yang digunakan adalah secara yuridis kualitatif. Farouk
Muhammad dan H. Djaali mengatakan bahwa analisis kualita-
tif dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang mengacu pada
penelaahan atau pengujian yang sistematik mengenai suatu
hal dalam rangka menentukan bagian-bagian, hubungan di
antara bagian dan hubungan bagian dalam keseluruhan.* Se-
dangkan analisis yuridis kualitatif yang dimaksudkan dalam
penelitian ini difokuskan pada Putusan DKPP yang bersifat
final dan mengikat dalam memberikan kepastian hukum bagi
penyelenggara pemilu.

Analisis dan pembahasan

Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2011, bahwa dalam
penyelenggaraan pemilihan umum terdapat 3 (tiga) fungsi
saling berkaitan yang diinstitusionalisasi-kan dalam 3 (tiga)
kelembagaan, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP.Apabiladicermati
DKPP sebenarnya bukan merupakan lembaga penyelenggara
pemilu, namun tugas dan kewenangannya terkait dengan para
pejabat penyelenggara pemilu.

Ketentuan Pasal 22F ayat (5) UUD 1945 menentukan
bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi
pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”.
Kalimat “komisi pemilihan umum” dalam pasal tersebut
kemudian oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(UU No. 8 Tahun 2012) dijabarkan menjadi 2 (dua) lembaga

13 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Loc.Cit,

14 Farouk Muhammad dan H. Djaali, Metodologi Penelitian Sosial Edisi Revisi, PTIK
Press & Restu Agung, lakarta, 2005, Hal 93.
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yang terpisah dan masing-masing bersifat independen, yaitu
berdasarkan Pasal 1 angka 6 “Komisi Pemilihan Umum®” atau
KPU, merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat
nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan
pemilu. Kemudian berdasarkan Pasal 1 angka 17 “Badan
Pengawas Pemilihan Umum” atau Bawaslu, merupakan
lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi
penyelenggaraan pemilu.

Berdasarkan Pasal 1112 UU No. 15 Tahun 2011 DKPP
memiliki tugas yang meliputi; menerima pengaduan dan/
atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh
penyelenggara pemilu, melakukan penyelidikan dan verifikasi,
serta pemeriksaan atas pengaduan dan/atau laporan dugaan
adanya pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu,
menetapkan putusan, dan menyampaikan putusan kepada
pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Sedangkan
wewenang DKPP adalah; memanggil penyelenggara pemilu
yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk
memberikan penjelasan dan pembelaan, memanggil pelapor,
saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai
keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain,
dan memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang
terbukti melanggar kode etik.

Jimly Asshiddigie mengatakan tugas dan kewenangan
DKPP tersebut berkaitan dengan orang per orang pejabat
penyelenggara pemilihan umum, baik KPU maupun Bawaslu.
Dalam arti sempit, KPU hanya terdiri atas para komisioner
di tingkat pusat, provinsi, dan di tingkat kabupaten/kota.
Demikian pula dalam arti sempit, Bawaslu hanya terdiri atas
pimpinan atau anggota Bawaslu tingkat pusat dan Bawaslu
tingkat provinsi. Namun, dalam arti luas, penyelenggara
pemilihan umum itu, baik dalam lingkungan KPU maupun
Bawaslu, menyangkut pula para petugas yang bekerja secara
tetap atau pun yang bekerja secara tidak tetap atau adhoc. Yang
bekerja secara tetap, misalnya, adalah pegawai negeri sipil
yang bekerja di KPU atau yang bekerja di Bawaslu, sedangkan
yang bekerja secara tidak tetap atau adhoc, misalnya, adalah
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Ketua dan Anggota Panwaslu di tingkat kabupaten/kota atau
pun petugas pengawas di tingkat operasional di lapangan
dan panitia pemungutan suara dan para petugas pelaksana
operasional KPU di lapangan sampai ke tingkat Panitia
Pemungutan Suara (TPS). Menurut undang-undang, semua
itu termasuk ke dalam pengertian penyelenggara pemilihan
umum. Hanya saja, khusus bagi pegawai negeri sipil sebagai
bagian dari penyelenggara pemilu selain tunduk kepada
ketentuan UU Pemilu, dalam kaitan dengan penegakan kode
etika diatur dan harus tunduk pula kepada ketentuan UU
Kepegawaian.**

Praktik kejahatan pemilu tidak hanya memasuki
ranah pelanggaran administrasi dan pelanggaran tindak
pidana pemilu tetapi telah dengan leluasa memasuki wilayah
pelanggaran kode etik. Pelanggaran kode etik penyelenggara
pemilu dilakukan oleh anggota KPU baik pusat maupun
daerah dengan tanpa rasa malu. Banyak sekali anggota KPU
Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Panwaslukada Provinsi
dan Kabupaten/Kota yang melakukan pelanggaran kode etik.
Pelanggaran kode etik ini dapat dilihat dari sikap dan tindakan
selain tidak netral juga berpihak, bahkan ada yang dengan
sengaja dan dilakukan terang-terangan membela calon
tertentu. Pelanggaran administrasi menjadi ranah tanggung
jawab KPU, dan pelanggaran tindak pidana pemilu menjadi
ranah tanggung jawab Polisi dan Kejaksaan.*

Berdasarkan tugas dan wewenangnya DKPP dapat
memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang
melakukan pelanggaran kode etik. Sanksi yang dapat
diberikan berdasarkan Pasal 33 Peraturan Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan

15 Jimly Asshiddigie, "Pengenalan Tentang DKPP dalam Rangka Penegakan Kode Etik
Penyelenggara Pemilu”, Makalah Disampaikan dalam Rangka Hari Ulang Tahun lkatan Hakim
(IKAHI) ke-63, Jakarta, Kamis 20 Maret 2014, Hal 2.

a6 Jimly Asshiddigie, Peradilan Etik dan Etika Konstitusi; Perspektif Baru tentang Rule of
Law and Rule of Ethics & Canstitutional Law and Constitutional Ethics, Sinar Grafika, Jakarta, 2014,
Hal 277.
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Umum (PDKPP No. 2 Tahun 2012), berupa teguran tertulis,
pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap. Dan
berdasarkan Pasal 112 ayat (22) UU No. 15 Tahun 2011 jo Pasal
34 PDKPP No. 2 Tahun 2012 Putusan DKPP ini bersifat final dan
mengikat, walaupun kenyataannya putusan DKPP tersebut
masih dapat diajukan sebagai dasar gugatan ke PTUN.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia makna “final”
diartikan sebagai “tahap (babak) terakhir dari rangkaian
pemeriksaan (pekerjaan)”, sedangkan “mengikat” diartikan
sebagai “mengeratkan/menyatukan”.*” Dari perngertian
harfiah tersebut, maka makna final dan mengikat, maka saling
keterkaitan seperti dua sisi mata vang yang memiliki kekuatan
mengeratkan atau menyatukan semua kehendak dan tidak
dapat dibantah lagi.

Jimly Asshiddigie menyatakan final artinya tidak
tersedia lagi upaya hukum lain atau upaya hukum yang lebih
lanjut sesudah berlakunya putusan DKPP sejak ditetapkan dan
diucapkan dalam sidang pleno terbuka DKPP terbuka untuk
umum. Mengikat artinya putusan itu langsung mengikat dan
bersifat memaksa sehingga semua lembaga penyelenggara
kekuasaan negara dan termasuk badan-badan peradilan terikat
dan wajib melaksanakan putusan DKPP itu sebagaimana
mestinya. Pelaksanaan atau eksekusi putusan DKPP itu wajib
ditindaklanjuti sebagaimana mestinya oleh KPU, Bawaslu, atau
pun oleh Pemerintah dan lembaga-lembaga yang terkait.*®

Dalam Amar Putusan MK Nomor 33/PUU-XIIl/2013
yang mengabulkan sebagian permohonan Ramdansyah,
menentukan:

1) Frasa “bersifat final dan mengikat” dalam Pasal 112 ayat
(12) Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang

a7 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga,
Jakarta, Balai Pustaka, 2005, hal 317 dan 420.

1B limly Asshiddigie, "Pengenalan Tentang DKPP dalam...”, Op.Cit., 5.
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Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246)
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai,
“Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat
final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU
Kabupaten/Kota, dan Bawaslu”;

2) Frasa “bersifat final dan mengikat” dalam Pasal 112 ayat
(12) Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak
dimaknai, “Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10)
bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi,
KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu”.

Berdasarkan Putusan MK tersebut, apabila ditafsirkan
secara gramatikal maka sangat terang bahwa sifat final dan
mengikat Putusan DKPP hanya bagi Presiden, KPU, KPU
Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu. Di luar yang
disebutkan dalam putusan tersebut, seperti masyarakat
pencari keadilan, pengadilan, serta semua institusi di luar yang
tidak disebutkan dalam putusan tersebut tidak bersifat final
dan mengikat. Sepanjang tidak dimaknai final dan mengikat
bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan
Bawaslu maka ketentuan Pasal 122 ayat (20) UU No. 15 Tahun
2011, tidakmempunyaikekuatan hukummengikat. Pembatasan
dan penegasan sifat final dan mengikat Putusan DKPP bagi
Presiden Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota
dan Bawaslu berarti secara substansi tidak ada pilihan bagi
lembaga-lembaga yang disebut dalam Putusan MK untuk tidak
tunduk pada Putusan DKPP tersebut.

Teranglah bagi kita bahwa apa yang dilakukan
kelima Komisioner KPU Kota Medan dan Kabupaten Nias
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Selatan, serta PTUN yang mengabulkan gugatannyatidak
bertentangan dengan hukum. Sebagaimana ditentukan
dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor g Tahun
2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU
No. g Tahun 2004), bahwa: '

Orang atau badan hukum perdata yang merasa
kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata
Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis
kepada pengadilan yang berwenang yang berisi
tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang
disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah,
dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/
atau direhabilitasi.

Selanjutnya dipertegas dalam Penjelasan pasal tersebut, bahwa
hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya
terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara
yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa
dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha
Negara.

Bagi para penggugat perbuatan itu semata-
mata merupakan upaya mencari keadilan (karena
mereka merasa tidak melakukan kesalahan). Seharusnya
Putusan DKPP dapat memberikan keadilan kepada para
komesioner sebagai tujuan dari pada hukum itu sendiri.
Apabila tidak didapatkan maka hukum akan terperosok
menjadi alat pembenar kesewenang-wenangan mayoritas atau
pihak penguasa terhadap minoritas atau pihak yang dikuasai,
karena fungsi utama dari hukum pada akhirnya menegakkan
keadilan.*®

19 Lihat Budione Kusumohamidjojo, Ketertiban Yang Adil, Grasindo, Jakarta, 2999, Hal
126.
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Menurut Cicero, keadilan merupakan keutamaan moral
paling utama atau "mahkota” kemuliaan semua keutamaan
moral. Keadilan merupakan prinsip yang memungkinkan
masyarakat dan ikatan bersama dipertahankan. Sedangkan
ketidak adilan merupakan hal yang fatal bagi kehidupan sosial
dan persahabatan manusia dengan manusia.*® Itu sebabnya,
maka tujuan pertama dan utama keadilan adalah menjaga agar
seseorang tidak merugikan orang lain, kecuali jika orang lain itu
telah melakukan kesalahan. Dalam hal ini Putusan DKPP juga
dapat dibenarkan apabila memang kelima komisioner tersebut
terbukti melakukan kesalahan kode etik.?* Putusan DKPP
tersebut apabila dikaitkan dengan unsur-unsur formal dari
suatu nilai keadilan sebagaimana diungkapkan Hans Kelsen dan
Jhon Rawls, maka Putusan DKPP dapat memberikan keadilan
yang mengarahkan setiap untuk memberikan perlindungan
atas hakhak yang dijamin oleh hukum, dan dapat memberikan
perlindungan sehingga bermanfaat kepada setiap individu.*

Bagi PTUN sendiri ketika menerima dan mengabulkan
gugatan para penggugat bukanlah merupakan suatu kesalahan,
karena; Pertama, KPU (termasuk KPU Sumatera Utara) dan
DKPP merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
yang melaksanakan urusan Pemerintahan dan merupakan
subjek yang dapat bersengketa di PTUN, sedangkan Putusan
KPU Provinsi Sumatera Utara dan DKPP merupakan objek
sengketa Tata Usaha Negara. Sebagaimana ditentukan dalam
Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 5 Tahun 1986), bahwa:

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang
timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang

20 Sonny Keraf, Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi, Kanesius, Yogyakarta, 1997,
Hal 17.

21 Ibid.

22 Malik, "Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan

Mengikat”, Jurnal Konstitusi Vol. 6 No. 1, April, 2z00g, Hal g4.
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atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat

Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah,

sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha

Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan

peraturan perUndang-undangan yang berlaku.

Dalam keterangan Pemerintah di hadapan Sidang
Paripurna DPR-RI mengenai RUU-PTUN menjelaskan bahwa
unsur-unsur sengketa tata usaha negara terdiri dari:

a. Subjek yang bersengketa adalah orang atau badan hukum
privat di satu pihak dan Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara di lain pihak.

b. Objek sengketa TUN adalah keputusan yang dikeluarkan
oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Adapun yang dimaksud dengan keputusan TUN
berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 adalah suatu
penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat
Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha
Negara yang berdasarkan peraturan perUndang-undangan
yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang
menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum
perdata.

Dalam Penjelasan pasal tersebut ditegaskan bahwa
istilah “penetapan tertulis” terutama menunjuk kepada isi dan
bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan
atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan itu memang
diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah
bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan
sebagainya. Artinya Putusan DKPP dan KPU Sumatera Utara
jelas tertulis, dan isinya juga jelas tentang pemecatan.

Kemudian Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
adalah Badan atau Pejabat di pusat dan daerah yang melakukan
kegiatan yang bersifat eksekutif. Jadi kegiatan DKPP dan KPU
baik pusat hingga daerah merupakan kegiatan yang bersifat
eksekutif.

23 W. Riawan Tjandra, Teori & Praktek Peradilan Tata Usaha Negara, Universitas Atma
JayaYogyakarta, Yogyakarta, 2010, Hal 17.
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Lebih lanjut Putusan DKPP dan KPU sudah bersifat
konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan
Tata Usaha Negara (DKPP dan KPU Sumatera Utara) itu tidak
abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan.
Selanjutnya bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha
Negara (DKPP dan KPU Sumatera Utara) itu tidak ditujukan
untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang
dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama
orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Selanjutnya
putusan (DKPP dan KPU Sumatera Utara) tersebut bersifat
final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan
akibat hukum.

Kadar Slamet menyatakan, yang dimaksud dengan
definitif adalah sudah tidak dapat diubah lagi. Artinya dengan
diterbitkannya keputusan tata usaha negara tersebut sudah
menimbulkan akibat hukum yang tidak dapat ditawar-tawar
lagi. Jadi, mutlak harus dilaksanakan, dengan kata lain sudah
tidak ada lagi tindakan, upaya hukum alternatif yang bisa
ditempuh (apabila itu menimbulkan kerugian terhadap pihak
yang bersangkutan), kecuali dengan gugatan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka apa yang dilakukan
kelima komisioner tersebut dan PTUN Medan tidak menyalahi
aturan hukum yang berlaku. Artinya PTUN Medan berwenang
untuk menerima gugatan para penggugat (kelima komisioner
yang dipecat KPU Sumatera Utara) dan mengadilinya.

Kedua, Putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat
tersebut tidak termasuk kepada putusan badan peradilan,
jadi masuk kepada Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan
atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga Keputusan DKPP
merupakan keputusan TUN yang masih menjadi kewenangan
PTUN untuk mengadilinya apabila ada orang atau badan

24 Gema Peratun Tahun IV, No. 2a-Triwulan IV, Jakarta, Januari, 1998, Hal 56. Lihat juga
R. Wiyono, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 200g,
Hal 29.
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hukum perdata (privat) yang merasa dirugikan atas putusan
DKPP tersebut. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 UU No.
9 Tahun 2004 bahwa:

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata
Usaha Negara menurut Undang-undang ini:

a.

Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan
perbuatan hukum perdats;

Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan
pengaturan yang bersifat umum;

Keputusan Tata Usaha Negara yang masih
memerlukan persetujuan;

Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan
berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang
Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana atau peraturan perundangundangan
lain yang bersifat hukum pidana;

Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan
atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata
usaha Tentara Nasional Indonesia;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat
maupun di daerah mengenai hasil pemilihan
umum.”

Mengacu kepada Pasal 2 huruf e tersebut, maka jelaslah
bahwa Putusan DKPP bukan merupakan keputusan peradilan,
jadi Putusan DKPP yang memerintahkan KPU untuk melakukan
pemecatan komisioner KPU baik pusat hingga daerah dan
diperkuat dengan Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2013,
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merupakan kewenangan PTUN untuk mengadilinya apabila
ada yang merasa keberatan atas Putusan DKPP tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka antara Putusan
DKPP yang bersifat final dan mengikat dengan kewenangan
PTUN telah terjadi ketidakpastian hukum. Hal ini bertentangan
dengan nilai dasar yang terkandung dalam hukum itu sendiri
yaitu menciptakan kepastian, sebagaimana dikatakan Gustaf
Radbruch bahwa hukum memiliki tiga nilai-nilai dasar, yaitu
nilai dasar keadilan hukum, nilai dasar kegunaan hukum atau
manfaat hukum dan nilai dasar kepastian hukum.? Seharusnya
peraturan hukumyang mengaturtugas, wewenang dan putusan
DKPP benar-benar dapat mewujudkan kepastian hukum, yang
diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat
suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari
aturan-aturan hukum tersebut diharapkan dapat membuktikan
bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan
atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.?®

Disain Model Pemecahan Masalah

Secara konstitusi berdasarkan Pasal 22E UUD 1945
keddudukan DKPP bukan merupakan lembaga penyelenggara
pemilu, namun bila dilihat dari tugas, kewenangan dan
fungsinya seperti menegakkan ketertiban, keadilan,
kebenaran, dan kepastian hukum?* terhadap penyelenggara
pemilu yang melanggar etika, maka DKPP dapat digolongkan
menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 24 UUD 1945:

(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan.

25 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal 19.

26 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum; Suatu Kajian Filesofis dan Sosiologis, Toko
Gunung Agung, Jakarta, 2002, Hal 82-83.

27 Lihat Ahmad Mujahidin, Peradilan Satu Atap di Indonesia, PT Refika Aditama,
Bandung, 2007, Hal 1.
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(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah
Mahkamah Agung dan badan peradilan yang
berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan
peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha
negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

(3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan
kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-
undang.

Berdasarkan permasalahan yangtelah diuraikandiatas,
dan atas dasar Pasal 24 ayat (1) dan (3) 1945, yang bertujuan
untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, maka
sebaiknya DKPP berubah menjadi sebuah badan peradilan
khusus yang dapat disebut sebagai “Peradilan Kode Etik atau
Peradilan Etika”, sehingga nantinya keputusan-keputusannya
memiliki kekuasaan eksekutorial.

Keinginan agar penyelesaian masalah pelanggaran
kode etik diselesaikan melalui lembaga peradilan tersendiri
bukan merupakan tanpa dasar. Pembentukan lembaga
Peradilan Kode Etik atau Peradilan Etika, selain Pasal 24 UUD
1945 dapat juga dilihat Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48
Tahun 200g9), yang menentukan:

Pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai
kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan
memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk
dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang
berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam
Undang-undang.

Lebih lanjut Pasal 27 UU No. 48 Tahun 2009 menentukan:

(1) Pengadilan khusus®® hanya dapat dibentuk dalam

28 Dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (1) ditentukan, yang dimaksud dengan “pengadifan
khusus” antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia,
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salah satu lingkungan peradilan yang berada di
bawah Mahkamah Agung.

(2) Ketentuan mengenai pembentukan pengadilan
khusus diatur dalam Undang-undang.

Pengaturan pembentukan peradilan khusus (dalam hal
ini Peradilan Kode Etik atau Peradilan Etika) melalui undang-
undang juga telah diamanatkan dalam Pasal 157 ayat (2)-(3)
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota
menjadi undang-undang, menentukan:

(1) Perkara perselisihan hasil pemilihan dlperlksa dan
diadili oleh badan peradilan khusus.

(2) Badan peradilan khusus dibentuk sebelum
pelaksanaan pemilihan serentak nasional.

(3) Perkara perselisihan penetapan perolehan
suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh
Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan
peradilan khusus.

Berdasarkan uraian di atas, maka sudah tidak ada lagi
alasan untuk menunda-nunda dibentuknya peradilan khusus
(Peradilan Kode Etik atau Peradilan Etika) menggantikan DKPP,
yang tujuannya tidak lain untuk menegakkan hukum dalam
memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Mochtar Kusumaatmadja mengatakan hukum sebagai
sarana (instrument) bertujuan untuk membangun masyarakat,
agar tercipta ketertiban dan keteraturan dalam usaha
pembangunan dan pembaharuan yang memang diinginkan,
bahkan dipandang (mutlak) perlu. Dalam perubahan (DKPP

pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang
berada di lingkungan peradiian umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan PTUN.
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menjadi lembaga peradilan) diharapkan dapat mengarahkan
kegiatan manusia ke arah yang dikehendakioleh pembangunan
dan pembaharuan. Menurut Mochtar dalam pembangunan,
hukum harus berada di depan dan menjadi motor dalam
pembangunan.®

Perubahan DKPP menjadi lembaga peradilan,
diharapkan putusan para hakim dapat; Pertama, putusan hakim
merupakan gambaran proses kehidupan sosial sebagai bagian
dari proses kontrol sosial. Kedua, putusan hakim merupakan
penjelmaan dari hukum yang berlaku dan pada intinya berguna
untuk setiap orang maupun kelompok dan juga negara. Ketiga,
putusan hakim merupakan gambaran keseimbangan antara
ketentuan hukum dengan kenyataan di lapangan. Keempat,
putusan hakim merupakan gambaran kesadaran yang ideal
antara hukum dan perubahan sosial. Kelima, putusan hakim
harus bermanfaat bagi setiap orang yang berperkara. Keenam,
putusan hakim merupakan tidak menimbulkan komplik baru
bagi para pihak yang berperkara dan masyarakat.3

Penutup

Peranan hukum dapat mempengaruhi baik bersifat
langsung maupun tidak langsung atau signifikan atau tidak.
Pengaruh hukum secara tidak langsung dapat mendorong
munculnya perubahan sosial pada pembentukan lembaga
tertentu yang berpengaruh langsung terhadap masyarakat.
Di sisi lain, hukum membentuk atau mengubah institusi pokok
atau lembaga yang penting, maka terjadi pengaruh langsung,
yang kemudian sering disebut hukum digunakan sebagai alat
untuk mengubah perilaku masyarakat. Untuk itu, agar dapat
mengefektifkan penegakan hukum terhadap pelanggar kode

29 Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan (Kumpulan
Karya Tulis), Editor: R. Otje Salman S. dan Edi Damian, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 2008,
Hal 8s.

30 Fence M. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam
Putusan Hakim di Peradilan Perdata®, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3, 2012, Hal 482.
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etik bagi penyelenggara pemilu, maka perubahan DKPP
menjadi badan peradilan mutlak diperlukan, agar putusan
badan peradilan nantinya dapat dieksekusi secara langsung,
sehingga putusan yang bersifat final dan mengikat dapat
terwujud dengan baik dalam memberikan kepastian hukum
bagi pencari keadilan.

Namun, apabila perubahan |embaga DKPP
menjadi badan peradilan terwujud, diharapkan lembaga ini
nantinya tidak hanya mengadili pelanggaran kode etik bagi
penyelenggara pemilu saja, akan tetapi pada semua pejabat
publik yang melanggar kode etik dalam menjalankan tugasnya.
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Pelanggaran Pemilukada zoxg dan Reformulasi  Sistem
Pengawasan Pemilu di Masa Datang

Tamrin

Pengertian pemilu menurut Andrew Reynelds adalah
sebagatl metade yang didalamnya svara-suara yang diperoleh
didalam pemilihan diterjernahkan menjadi kursi-kursi yang
dimenangkan dalam parlemen oleh partai-partai dan para
kandidat Hal sama juga dijelaskan oleh Pratikno balvwa pemilu
merupakan mekenisme politik untuk mengkonwversi suara
rakyat (voles) menjadi wakil rakyat (seats) Sistemn pemilu dapat
diartikansecara luas mauvpun sempit (Dieter Nohlen), secara luas
sistern pemile adalah segala proses yang berhubungan dengan
hak pilih, administrasi pemiliban dan perilaku meamilih. Secara
sempit diartikan sebagai cara pemilih dapat mengeskprasikan
pilihan pelitiknya melzlui pemberian svara, di mana suvara
tersebut ditransfarrmasikan menjadi kursi di parlemesn mavpun
pejabat publik.

Femily memegang peranan penting dalam
menjelaskan pembangunan  palitik di  negara-negara
demakrasi baru, ssperti Indanesia.  Perekayasaan sistemn
pemilu berparan sebagai alternatif pendekatan permbangunan

i Crs Tamrin, M.51, dozen Jumizan limie Fofiok, Pl Urversses Andafas, Paderg,
Surmatera Barat
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palitik daripada tean pilihan rasional institusional (ratiomol-
choice instrtutionalization) maupun modernisasi kultural dalam
memahami transisi masyarakat dari rezim otoriter menuju
demokrasi Istilah perekayasaan sistern pemilu  {electoral
engireenung) muncul pertama kali sebagai judul buku Fippa
Marrs {(zoog), “"Electarnl Engineeering: Voting Ruwles and
Palitical Behaviour". Perekayasaan sistemn pemilu dilakulean
menurut tujuan yang ingin dicapa oleh pelaksanaaan sistern
pemilu tersebut wang dikaitkan dengan keluaran terukur yang
membutuhkan stabilitas pemerintahan.

Sistam pemilu dirancang wntuk tiga hal yang tidak
terpisah satu sama lain (Ben Reilly dan Andrew Reynolds),
di antaranya; (1} seperangkat metode atau aturan  yang
menyangkut konversi stara menjadi kursi di parlemen atau
pejabat publik; (2} menyangkut pemetaan kepentingan
masyarakat [spektrum  representasi); (3) menyangkut
keberadaan partai politik Dalam hal ini, Taagapera {1998)
membeorikan saran bagi pelaksanzan permilu di negara
demokrasi baro; (1) buat requlasi pemilu sesederhana mungking
(2) memanfaatkan pengalaman pelaksanaan pemilu di negara-
begara lain; {3} ketika sudah dipilih, maka gunakan sistem
pemilu setidaknva s=lama 3 kali penyelenggaraaan pemilu;
(%) petimbangkan perubzahan lain vang bersifat inkrernental.
Beherapa pertanyaan dalam mendesain sistem pemily, adalah:
(1} konsekuensi sisterm pamilu terhadap sistem kepartaian; (2)
konsekuensi sistem pemilo terhadap Parpol; (1) kensekoensi
sistern. pemilu terhnadap keterwakilan perempoan; (4}
konsekuensi sistem pemilu terhadap negara dengan karakter
majemuk; (5) konsekuensi konstelasi palitik yang ada terhadap
sisterm pemilu,

Menurot  Reynolds  dan Steeberg  berdasarkan
penyelenggaraan pemilu di banyak negara (terutama di negara
demaokrasi baru), ditermukan 3 fenomena; (1) surat suara
vang dikembangkan berwarna, simbaol dan fote ditemukan di
neqgara vang tingkat literasinyva rendah dan tingkat kompetisi
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politiknya tinggi; (2) tidak banyak bukti yang mengaitkan
relasi surat suara yang dikembangkan dengan surat suara yang
rusak; (1) surat suara adalah instrumen manipulatif atas simbal
palitik vang sangat penting bagi signal politik. Pelanggaran
permily  merupakan sebuah keniscayaan dalam setiap
penyelenggaraaan pemilu, terutama dalam peenghitungan
surat suara. Pelanggaran pemilu adalah semua aktifitas yang
berdarmpak pada terjadinya penyimpangan “permainan di
lapangan” yang merupakan bagian dari proses pemilu yang
ideal {Birch, 2o07), di antara bentuknya adalah penyimpangan
sumberdaya Pemerintah aleh mereka vang memiliki akses.

Pengawasan pemilu tidak hanya pada tahapan permnilu,
tetapi pada periode sebelum dan sudah pemilu menurut
Mevitte dan Anton (1997} menjelaskan 2 karakter mendasar
pengawasan pemilu, di antaranya; (1) jangkavan pengawasan
telah berkembang cepat dan canggih, seperti peran medizs
massa , partai politik, dan lembaga pengawasan; (2} aktor
pengawasan telah bergeser dari pengawasan domestik kepada
pengawas internasional. Seringkali terjadi pertentangan antara
pengawas domestik dengan pengawasan internasional. Istilah
pengawas pemilu merupzakan istilah resmi yang digunakan
aleh lembaga bentukan negara, seperti Bawaslu, sedangkan
keterlibatan masyarakat dalarm melakukan pengawasan pemilu
melalui lembaga pemantavan sering disebut sebagai kegiatan
pemantau. Meskipun kedua istilah ini memiliki reh yang sama
untuk menjamin pelaksanaan pamilu secara jujur dan adil.

Kata bebas {free} menurut Elklit dan Svenson (1997}
mengandung makna yang terkait dengan kesempatan
pemilih untuk berpartisipasi dalam pemilu tanpa ada paksazn
dan balasan. Kebebasan terkait dengan aturan main, Adil
(fairy terkait dengan ketidakberpihakan yang mencakup
pelaksanaan atuvran yang tidak bias (regolarity) dan distribusi
sumber daya wyang seimbang di antara para kompetitor
fregsonebless). Meskipun lembaga pengawasan memiliki
peran besar penyelenggaraan pemilu. Tetapi, Carothers (2957)
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menjelaskan karakteristix lembaga pengawas, di antaranya
tidak professional, memiliki standar yang tidak jelas, dan
keberpinakan Berdasarkan penjelzsan di atas maka tulisan
berikut ini menjelaskan tentang bantuk pelanggaran kode atik
penyelenggaraan Pemilukada 2015, serta fakior penyebab
pelanggaran tersehut.

Berikutnya juga dijelaskan tentang bentuk efektifitas
penegakan kade etik penyelenggara pemilu, ruang lingkup
penegakan kade etik dan karakteristik peradilan etika
penyelenggara pemilu. Dari segi pengumpulan data, maka
tulisan ini bersifat kualitiatif. Drata yvang dikumpulkan dalam
penelitian  kualitatif berbentuk kata, kalimat, pernyataan
dan gambar (Molegng, =2o001). Beberapz pertimbangan
digunakannya metode kualitatif dalam tulisan ini di antaranya
metode ini lebih mudah digunakan dalam  menghadapi
kenyataan kompleks, serta metode in dapat menyesuatkan diri
dengan banyak pengarvh dan pola-pola nilzi yang dihadapi.
Tulisan ini di antaranya bersifat menjelaskan {eksplanasi)
tarhadap topik vang telah diketahui, agar bisa memberikan
gambaran yang lebih jelas.

Ciantara tujuan penulisan  eksplanasi disini di
antaranya dijelaskan untuk berusabha menggalitopik yang lebih
jauh dengan mengajukan perzanyaan "mengapa" {wiy}. Tujuan
penelitian eksplanasi, di antzranya. Pertama, menjelaskan
sebuah teori secara akurat. Kedua, mencari penjelasan yang
lebhih baik terhadap sebuah topik. Ketiga, mengembangkan
pengetahuan vang lebih javh mengenai sebuah proses.
keempat, manghubunokan topik-topik yang berbeda, tetapi
memiliki persamaan dalam pernyataan. Kelima, membangun
dan memodifikasi sebuah teori. Keenam, mempertahankan
sebuah teori dalam topik bare, Ketujuh, menghasilkan bukti
urntuk mendukung sebuah penjelasan atau prediksi (Triastuti,
2001, 397
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lstilah’ pengawasan pemilu. muncul pada 1g8o-
an, disebabkan pada masa sebelumnya (1g955) sudah
terbangun kepercayaan (trust} dari seluruh peserta dan
masyvarakat terhadap penvelenggarazn pemilu. Earenanya,
penyelenggaraan pemilu 1ggg merupskan penyelanggaraan
pemile ideal. Secara kelembagaan lembaga pengawas permilu
muncul  pada pemilu 1982 wvang disebut dengan Fanitia
Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Ponwaslok Pemilu), lembaga
int  rmuncul  akibat ketidakpercayvaan {distrust) terhadap
pelaksanaan pemilu vang dikooptasi rezim penguasa. Lsulan
LU pengawas pemilu ini diajukan PPP dan PDI untuk menjamin
pemilu berkualitas. Selzin itu Pemerintah setuju menempatkan
wakil partai paolitik dalam  kepanitiaan pemilu Lermbaga
Pemilihan UWrmum (LPW), LFU im meropakan unit kerja dari
Depdagri. Kedudukan Bawaslu pada Permilu 2014 sudah cukup
kuat, Pada tingkat nasional terdin darn g pimpinan, serta bidang
kesekretariatan cukup banyak. Pada tingkat provinsi, terdirdan
3 pimpinan dan jajaran kesekretariatan. Pangawas pada tingkat
kzbupaten/kata kebawah dissbut dengan FPanitia Pengawas
Pemilu {Panwaslu) bersifat ad hoc dalam mengerjakan tugas
pengawasan.

Fada era reformasi, Lembaga Pengawas Pamilo
mengalami  perubahan nomenklatur dari nama samula
Panwaslak Pemilu menjadi  Panitia Pengawas Pemilu
tPanwaslu). Perubahan mendasar kelembagaan pengawasan
terjadi pada UU Mo 12 tahun 2003, tentang Pemilu anggota
PR, DPRD dan DFPD. Dalam pengawasan pemilo terdapat
lembaga ad hoc yang terpisah dari KPU yang terdiri dari
Panwaslu, Panwasiy Prov, Panwashy Kab/Kota dan Panwaslu
Kecamatan. Selanjuinya lembaga pengawasan diperkuat olzh
ULl MNa. 22 tehun 2007 dibentuknya Badan Pengawasan Pamilu
Rl (Bawaslu). Kewenangan Bawaslu dalam tahap pemilu adalah
thul serta menerima pengaduan dan menyelesaikan sengketa
adrninistrasi, pelanggaran pemilu dan kode etik pemilu, dll.
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Bawasly pada Desember 2015 telah membuat sistem
pengawasan dini yang disebut dengan Indeks Kerawanan
Pemilu (IKP) vang meliputi 5 variabel, di antaranya; (1) variable
professionalitas penyelenggara dengan indikator ketersediaan
dana, netralitas penyelenggara, kualitas OPT dan kemudahan
akses informasi; (2} peolitik vang dengan indikator angka
kemiskinan, zlokasi bansos, laporan palitik vang; (3) akses
pengawasandengan indikator kandisi geograhs, tasilitas listrik,,
fasilitas alat kamunikasi dan akses transportasi; (&) partisipasi
masyarakat dengan salah satu indikatornya pemantac di
daerah; dan {5} keamanan dengan indikator intimidasi kepada
penyelenggara dan kekerasan data selama Pilzg dan Pilpres
zo14 (M Zulbakhrum Tjanreng, 2016:65).

Pelanggaran pemilu erat kaitannyz dengan strateqi
elektoral yang digunakan aleh kandidat dalam rangka
rnemobilisasi dukungan. Hal ini dijelaskan oleh Schaffer (zoo7)
bahwa terdapat 4 strategi vtama dalam konteks maobilisasi
elektoral, di antaranya kebijskan slokasional, gentong babi
(pork barrel), patronase, dan pembelian suara. Sistern pomilu
mayoritas/pluralitas canderung lebih mendorong terjadinga
prakiik pelanggaran daripada sistem pemily  perwakilan
berimbang, disebabkan; (1} sistern pemile mayaritas/pluralitas
berarientasi kandidat daripada partai politik yang mendorong
kecurangan kandidat; {21 metode penghitungan dan pemberian
suara sistern mayaritasfpleralitas yang sangat sederhana
rendorong kecurangzn yvang efektif dan efisien

Pamily 1955 merupakan permile ideal yang tidak
melibatkan lembaga pengawas pemilu, kesadaran warga
masyarakat dan panrai pelitik peserta pemilu terhadap
terselenggarannya pemily yvang bebas (free} dan adil (faid)
menempatkan Pernilu 1955 sebagai pemilu vang bersih dari
kecurangan. Kecurangan pernilu muncul sejak Permerintahan
Orde Bary, kooptasi rezim pemerintzshan yang berkuasa
malahirkan pemilu yang tidak berkualitas. Upaya peningkatan
permilu berkualitas muncul dari tuntutan partai palitik aposisi,
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seperti PDl dan PPP yang menghendaki adanya lembaga
pengawas pemilu yang diakomodasi oleh Pemerintah pada
pemilu 1982 dengan membentuk LPU yang melibatkan PPP
dan P sebagai partai politik vang mengawasi penvelenggaran
pemilu dalam satw nit kerja dalam Cepartemen Dalam MNeageri
{Dapdagril.

Kecurangan pemilu terjadi dalam semwa tahapan
pemilu, tetapi bentuk kecurangan berbeda dalam semua
tahapan pemilu. Kecurangan pada tahap perencanaan {pra-
glectoral perod) lebih banyak dilakukan aleh rejim Permerintah
wang berkuvasa dengan melakukan intimidasi politik dan
pengaruh media massa, serta menyebabkan partai politik
enggan terdibat dalam proses pemile tersebut, Kecurangan
vang terjadi pada masa Pemeriniahan Orde BEaru ini cenderung
melahirkan sistem kepartaian sederhana, serta pariai politik
dominan oleh keengganan pemilih memilih partai oposisi.
Sedangkan kecurangan pemilu era reformasi terjadi pada
masa tahapan penyelenggaraan pemily, seperti alokasi
sumberdaya, pemanfaat fasilitas Pemerintah dalam kampanye,
penggelembungan suara.

Tahap krusial pelanggaran pemilo dijelaskan aleh
Danno dan Roussias (2011}, di antaranya dilakukan aleh partai
politik penguasa; (1) tahapan sebelum pemilv pada semua
praktik yang menyebabkan peserta pemily mendaftarkan
diri. Bentuk spesifik pelanggaran ini adalah intimidasi dan
manipulasi media. Pelanggaran bentuk ini melzhirkan
rmekanisme  penahanan  {deterrence mecharmsms)  dan
meakamsme informasi yang menyebabkan efek psikologis bagi
pesarta permilu yang menyebablkan peserta memuluskan tidak
ikut serta (2) kecurangan suvara yang meliputi semua praktik
vang merusak pemilihan, penghitungan suara, dan proses
tabulasi suara. Lebih spesifiknya, pelanggaran ini dalam bentuk
pencoblosan kertas suara dalam kenyataan hanya suatu partai
tertentu, kerahasiaan tidak terjamin dalam membearikan swars,
dan merusak kartu pemilih. Kecenderungan ini melahirkan
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dukungan terhadap satu partai tertentu secara berlebihan,
pelanggaran dalam tahapan ini melzhirkan sistemn kepartaian
wang sederhana.

Pelanggaran pemilu selama reformasi lebih banyak
pada kecurangan kertas suara, sedangkan pada periode Orde
Baru wang hanyva memiliki 3 partai dapat dijelaskan dari
pelanggaran menurui Domna dan Roussias di atas  Bentuk
kecurangan surat suara adalzh padza kesalzhan daftar pemilik
tetap {OPT), DFT adalah “tiket" ikut mamilih. Beberapa
persoalan oi antaranya; (1) tidak terdaftar dalam DFT; (2)
daftar pemilih ganda; (3) belum mempunyai nomer induk
kependudukan (MIK); (4} meninggal dunia; (g) pindah alamat.
Beberapa pelanggaran pemilukada di Indonesia terjadi
sehelum, saatdan setelzh pelaksanaan diantaranya; (1) Masalah
kesalahan dalam zkurasi daftar pemilih tetap; (2} Masalzh
dalam penggunazn anggaran dan fasilitas negara teruiama
oleh pemangku jabatan {incumbent); {3) Politik kampanye
negatif; (4} Masih banyak pelanggaran terhadap netralitas
PMS; (5) Praktik palitik vang; {8) Mencuri start kampanye;
(7} Memanipulasi hasil penghitungan suara; (8) Terbatasnya
jumlah saksi-saksi; i) Keberpihakan KPL atau BEawaslu kepada
salah satu calon peserts; (10) Sosialisasi Pemerintah dan KPLU
yang belum maksimal

Kasus penyelenggaraan Pemilu 1099 memperlihatkan
sejauh kecurangan tersebut tidak mempengaruhi hasil tabulasi
nasional parolehan svara, maka pelangoaran aturan pamilu
bisa diterima. Pelanggaran pemilu tidak hanye disebablan
plah  faktor intemal dar penyelenggara permilu, seperti
keterlambatan norma aturan hokum dalam mengatur kasus
pelenggaran mavpun aspek eksternal dari aspek geografi
dan demagrafl masyarakat. Integritas penvelenggara pemilu
menentukan tingkat kredibilitas pemilu, konsaolidasi sistem
pemilu mempangaruhi kesehatan dan kredibilitas sistem
dermakrasi yang tidak hanya ditentukan oleh prinsip-prinsip
dernakrasi dan role of low. Penegakan aturan pemily dafam
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prinsip keadilan tidak hanya berlaku pada penyelengogara
pemifuy, tetapi juga kepada peserta pemilu yang terdin dari
partai politik maupun kandidat.

Hampir seluruh pelanggaraan Pemilukada serentak
2016 ini pihak penyelenggara menjadi pihak teraporftergugat,
meskipun dari 1z permasalahan yang muncul memang
berawal dari tahap perencanaan yang menjadi tangoung
jawab penyelenggara pemiiu, tetapi pelanggaran lainnya
lebih banyak dilakukan sleh peserta (pasangan pemilul, tim
suleses, dan pendukung daiam bentuk pelanggaran etika dan
hukum pemilu. Meskipun pelanggaran etika dan hukum yang
lebih banyzk dilakukan oleh peserta pemilu, tetapi beban
pertanggungjawaban etika dan hukum diserahkan kepada
penyelenggara tanpa menjangkau peserta. Bentul pelanggaran
vang dilakukan penyelenggara pemilu mavpun Fanwas lebin
banyak pada netralitas atau keberpihakan pada salah satu
calon pasangan kapala daerah, terutama penyelenggara pemilu
tingkat daerah mulai dari masalah pencalonan, penghitungan
dan penghitungan rekapitulasi suara

FPelanggaran tersebut lahir kelemahan norma dan
aturan pemile yang berjglan lebih lambat dari perkembangan
politik vang terjadi. Kreatifitas dan inowvasi yvang dilakukan
penyelenggara pemilu sebagai pelaksana teknis di lapangan
menyahabkan  pihak penyelengoara tersandera oleh
rezlitas polittk yvang diciptakan ofeh peserta pemilu sendiri.
Kecenderungan ini menyebabkan lahirmya moral sitvasional,
aturan dan meralitas yang mengatur etika pemilu Izhir dari
sitwasi palitik yvang berkembang. Maralitas situasional memiliki
bersifat relatif menurut situasi, serta tidak diturunkan dari
norma dasar (grand norms) yang bersifat tetap dan universal,
Marzlitas situasional ini tidak hanya mengaskan permyataan
bahwa aturan hukum merupakan produk politik dar berbagai
relasi sosia, budaya dan ekonomi masyarakat, tetapi juga
mencerminkan keterbatasan ketersediaan sumberdaya dalam
lembaga pengawasan pemilu yvang tidak hanva memahami
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requlasi pemilu tetapi juga mampu menafsirkan berbagai
aturan narma penyelengoaraan pemilu dalam berbagai bentuk
pelanggaran pemilo (Gunawan Suswantorn, 201k 7E).

Pelanggaran etika pemilu yang dilakukan oleh peserta
pemilu di antaranya dapat dilikal upaya yang dilakukan oleh
pemangku jabatan (rcombent) dalam menafsirkan aturan
rmanurut kepentingan pendukung mereka yang menysbabkan
terjadinya pelanggaran netralitas PMS. Kasus pelanogaran
Pasal 162 ayat (3] UL MNo. 8 Tahun zoag yang menjelaskan
kepala daerahfwali kota tidak boleh melzskukan pelantikan
terhitung & bulan menjelang habis masa jabatannya. Ketentuan
ini "disikapi” oleh KDHMWalikala dengan melakukan pelantikan
1 atau beberapa han sebelumn ketentuan ini, seperti kasus
Padang Pariaman yang membebas tugaskan {nonjob) pejabat
eselon | dan |l yang tidak sedikit sebelum pelantikan (21 April
reag). Dua har setefah itu (24 April 20ag) dilakukan mutasi/
pargantian pejabat daerah wang dilakuan dengan non job
beharapa pejabat daerah. Bupati Padang Pariaman ini dilantik
25 Oktober 2020, artinya mutasi dilakukan 1 hari menjelang 6
habis masa jabatannya.

Bantuk pelanggaran terhadap ketentuan netralitas
PMS dalam kasus di atas, di antara modusnya; (1) Dukungan
dalam bentuk pemanfaatan fasilitas negara; (2} Menghadin
rapat-rapat pemenangan salah satu pasangan calon; (3)
Dukungan dalam pengumpulan KTP, Beberapa penyebab
pelang-garan netrzlitas PMS, di antaranys; (1) Hubungan
kekerahatan; {2) Upaya mendapatkan pabatzn; (30 Makan
buah simalakama antara memberikan dukungan atao tidak
kepada salah satu calan; {4) Rasa tidak suka kepada salah satu
calon pasangan lain. Faktar penyebab lahirnya pelanggaran
netralitas Pegawal Megeri Sipil (PN5) di antaranya adalah
realitas politik yvang beralan dinamis melalui logika sistem
nilai budaya masyarakat yang herbedaz dari lagika formal
sistem pemerintahan melahirkan sengketa yang diselesaikan
pleh norma dan aturan hukum yang hidup dalam masyarakat
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tersebut, serta melahirkan aturan hukum baru yang bisa
menjelaskan beroperasinya negara (sistem politik) dalam
masyarakat melalu: aturan penyelenggaraan pemilu.

Aspek demograf penyelenggaraan pemilu bisa dilihat
sebagai peluang atau kendala (tantangan), penyesuaian aturan
permiludenganbudaya masyarakat Papuadalambentuk *nokan™
bisa dilihat sebaga peluang reformulasi penegakan sistern
kode etik pemilu yang akan datang. Sengketz penyelesaian
pemilu berada dalam kewenangan DKPP vang bersentuhan
langsung dengan realitas politik masyarakat  daripada
kewenangan pengadilan, agar penyelesalan sengketa yang
melibatkan aspek demografl kependudukan masyarakat tidak
hanya menjadi bentuk reformulasi penegakan sistern kade etik
pemilutetapi juga lebib melibatkan partisipasi aktif masyarakat
dalam pengawasan permniiu. Indanesia menyerupai India yang
memiliki ciri dominasi alit politik, serta mencaplok rakyat
lemah ke dalarm politik. Mereka mempertahankan prosedur
demokrasi yang fundamental, agar bisa memenangkan pemily
dan memperoleh keuntungan dari kekuasaan yang dimiliki. Hal
ini berbeda dengan kelas menengah kosmopolit dan maodern
vang memilih sofusi pribadi untuk masalah yang dihadapi
mereka .

Sistem representasi dsan pemilu di Indonesia tidak
cukup terbuka menampung sejumiah aspirasi masyarakat,
serta menghalangi partisipasi aktor independen dsngan
menghalani oroganisasi rakyat dan sipil terlibat aktifitas politik.
|su-isu politik yang menjadi agenda politik adakah menyvangkuot
Pemerintahan dan pambangunan ekonomi, mobilisasi rakeyat
ke dalam politik adalah melalui cara-cara klientelismme dan
populisme dengan cara pengendalian media relasi negara
dengan masyarakat dimediasi oleh institusi pasar pada satu
sisi, serta oleh jaringan patronase dan komunal termasuk
“patronase alternatit™ melalui asosiasi sipil. Perspektif komunal
ini merupakan penggerogotan sumberdaya publik, serta
mendesak ruang publik demi kepentingan etnis dan relijius
sebagai sesvatu yang tidak sesuvaidengan perspektif necliberal.
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Pengaruh aktor dominan berjalan atas dasar sandaran
kekuatan ekonomi dan politik terhadap aktor vang aktif dalam
wilayah negara dan bisnis, pengaruhnya meningkat seiring
dengan dengan pengendalian sumberdaya publik  dalam
negara  Meskipun kekuatan-kekualan inti politik ini sudah
terpinggirkan dari arena politik negara, tetap: struktur ekonomi
pelitik yang dibangun tidaklah hilang. Kekuvatan inti palitik
ini tidaklah menentukan struktur hubungan secara sepihak,
tetapi pengaruh merska dalam bentuk negara bayangan
{shadow states) dapat dilihat dalam bentuk jaringan hubungan
sasial, ekonomi dan peolitik yang menarik  kewenangan
Pemerintzh dalam melakukan pengawasan. Beberapa contoh
kasus ditariknya kewenangan pemerintah dalam melakukan
pengawasan ini adalah istilah negara bayangan (shadow state)
saperti yang dikemukakan oleh Willizm Renaugh ini muncul
dari penggunaan kebiasaan sebagai ukuran keabszhan melalui
pengounaan  kekuasaan tersembunyi  dslam  pengambilan
keputusan, serta menyebabkan menjauhnya kekuwasaan dari
rakyat serta terpusat pada persenil Pemerintahan Daerah
(Abdul Halim, 2zo14;73). Untuk menjalaskan hubungan antara
palitik praktis yang dilakvkan cleh aktor negara bayangan
{(shadow sates} dengan negsra sesungouhnya, diparlukan
permahaman terhadap perbedzan antara negara sebagai
sebuah sistem (praktis) dan negara sebagai sebuah jdeal
Man Klinken, zoog). Megara sebuah sistern adalah jaringan
hubungan yang terdapat dalam lembaga negara yang terdir
dari para aktor yang dipengaruhi cleh berbagai ikatan sasial,
ekonomi dan politik dalam masyarakat. lembaga-lembaga
politik lainnya. Megara sebagal sebuwah sistem melibatkan
strateqi, kepentingan ¢an hubungan sebagai kata kunci dalam
menjelaskan persozlan hubungan kelas dengan dermakrasi.

Megara sebagai sebuah sistem melibatkan strateqi,
kepentingan dan hubungan sebagai kata kunci dalam
menjelaskan persoalan hubungan kelas dengan demokrasi.
Analisa hubungan ini menggunakan anzliza terhadap tindakan,
bukan pernyataan (words) vang dilakukan, agar bisa melibat
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pala hubungan antara otonomi nsgara dengan pengaruh
ikatan sosial, ekanami dan palitik vang menarik kewenangan
negara dalam melakukan pengawasan, Hubungan tersshut
melibatkan pengertian sebagai ssbuah ideal, yakni negara
dilihat dar dirnya sendiri yang memproduoks: berbagai
ideolagi. Unit analisa hubungan antara negara sebagai sebuah
sistem dengan negara sebagai sebuah ideal ini dapat difihat
dari jaringan hubungan antara tokoh (elit) politik lokal dengan
nasional, alit politik Iokal merupakan kunci hubengan antara
struktur sasial, ekonomi dan palitik yang disebut juga sebagai
premanisme yang berperan sebagai negara bayangan (shadow
states).

Upaya untuk mengatasi premanisme vang berperan
sebagai negara bayangan (shodow states) ini sudah dilakukan
di antaranya melalui pemberantasan dinasti politik Ratu
Atut i Banten. Tetapi, ketentuan ini bukan dilskukan dalam
wilayah kekuasaan yang sama, tetapi dalamwilayah kekuasaan
vang berbeda. Pasal 7 huruf r UU Mo. 8 Tahun zoas tentang
perubahan atas LU Mo, 1 tahun 2015 menetapkan calon kepala
daerah tidak memilki konflik kepentingan dengan petahana.
Maksudnya, tidak memiliki ikatan pertalian darsh. Seharusnya,
aturan i juga calon bupatitkepala dasrah memiliki ikatan
darah dengan gubernur yang menjabat. Mamun, labirnyas Pasar
7 bhuruf ini menimbulkan permasalaban dengan Pasal 280 ayat
(3} UUDN 1045 yvang menyebutkan setiap WH berhak memiliki
kesempatan yang sama mengikuti pemilihan.

Kenyataan ini mengharuskan penyelesaian sengkets
pemilu meropakan  berada dalam  bentuk  pengecualian
sengketa yvang diputus cleh PTUN, tetapi diputus oleh DKPP
vang lebih bersinggungan dengan dinamika politik yang terjadi
dalam insfrastruktur politik, Infrastruktur politik merupakan
wilayah informal sistern  politis yang terdiri dar pola
hiubungan politik vang dibangun oleh tokoh politik, kelompak
kepentingan, asasiasi masyarakat sipil, serta partai paolitik.
Suprastruktur  politik adalah mesin formal  sisterm palitik,
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seperti lembaga legislatif, ekskutif dan yudikatif, Hubungan
kewenangan dan struktur organisasi suprastruktor palitik
diatur oleh undang-undang, penyelesaian sengketa hubungan
antar lembaga suprastruktur ini mervpakan wilayah sengketa
yvang diselesaikan Pengadilan Tatz Uszha Megara (FTUMN].

Beberapa contoh penyelesaian sengketa pemilu yang
melibatkan PTUN di antaranya adalah pelanggaran netralitas
PRS ini juga berhubungan dengan ongkas politik permilukada
vang harus ditanggung calen, di antaranya @ (1) Biaya
pembelian “perahu”; (2} Bizya pengumpulan KTF untuk calon
indepandean; {3} Braya survel elektbilitas dan kosultan politik;
(4} Biaya kampanye terbuka dan tertutup; (5) Biaya saksi
di TP5; (6). Biava pembuatan baliho dan spandulk; (7} Biava
kemeja, kaos dan jaket; (8) Biaya atribut kampanye lainnya |
seperti kalender, gantungan kunci, mug dan lainnya; {g) Biaya
iklan di media cetak dan media elektronik {belum radio dan
karan); {10) Biayva tim suksesfrelawan; (11 Biaya paket/bantuan;
(22) Biaya sengketa pemilukada dan lainmya. Besar kecilnya
biaya "perahu” dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya;
(1) tingkat elelktabilitas pasangan calon; (2} kemampuan
melakukan lobi-lobi palitik; (3) keanggotaan di partai politilk,
dan sebainya; {4) kebijakan pimpinan partai pelitik

Dua bentuk pelanggaranpemilu sekarang yvang banyak
terjadi adalah penggunaan dana pemerintah oleh kandidat
untuk kepentingan beli suara (vare buying), serta politik vang
yvang terjadi menjelang pemungutan suara. Pelanggaran dalam
bentuk ini terkait dengan desain pemilue yang dilaksanakan
dalam sistem proporsional terbuka. Dua isu pokak dalam
menyusun daerah permiliban adalab derajat keterwakilan dan
derajat proporsianalitas. hika suatu daerah pemilihan memiliki
pemilih besar dan kursi banyak, maka derajat keterwakilan
semakin tinggi, dengan kata lain semakin kecil nilai M
semakin tinggi derajat keterwakilan, Dasrah pemilih yvang
jumnlah pamilih kecil dan banyak kwrsi maka disebut derajat
praporsionalitasnya tinggi, atau semakin besar nilai M maka



Refarmuios Sstam Fenegaran Kode £ Penpslenggara Pemio |57

derajat proporsionalitas juga semakin tingai, Hukum uvtama
electoral di antaranya adalah distrct magnitede (M) atau harga
kursi dalam setiap daerah pamilihan, seperti M=2 untuk dasrah
permilihan yang menysdiakan 1 kursi. Sedangkan untuk daerah
pemilihan yang menyediskan banyak kursi disebut M=3,
coarmakin banyak kursi yang ditawarkan (sistem proporsional),
maka angka M semakin besar.

Dilema yang dihadapi sistemn pemilu di Indonesia
dalampenetapansisternproporsionalterbuka sejak 2004 adalah
apakah basis distrik pemilihan di provinsi atau kabupaten/kota,
Jika distrik pemilu di kabupaten/kota, maka tujuan integrasi
nasional tidak tercapai oleh ketidakseimbangan perwakilan di
lawa dengan luar Jawa. Dua daerah isu pokok dalam menyusun
daerah pernilihan adalah derajat keterwakilan dan derajat
proparsionalitas, Jikasebuashdaerah pemilihan memiliki pemilih
hesar dan kursi banvak, maka derajat keterwakilan sernakin
tinggi, dengan kata lain semakin kecil nilai M [(magriituede)
semakin tinggi derajat keterwzkilan. daerah pemilih yang
jumlah pamilib kecil dan banyak kursi maka disebut derajat
proporsionalitasnya tinggi, atau semakin besar nilai M maka
deraiat proporsionalitas jugs semakin tingg

Contoh kasus dalam pileg di Indonesia, harga kursi
dapil di Jawa dan Bali lebih tinggi daripada atau luar Jawa atau
harga M di pulau Jawa lebih kecil dibsandingkan dengan luar
pulau Jawa atau parpal di Jawa lebih ketat bersaing. Semakin
mahal harga kursi dalam sebuah dapil, maka semakin besar
angkos palitik pemilukada yang harus dikeluarkan calan. O
samping itu, proses keterwakilan (hasit pemiiv dan keibijakan
publik) lebih bias Jawa atau bias urban, seperti yang dijelzskan
cleh Monroe-Rose bahwa parpollkandidat yang menang
di dzerah rural cenderung lebih mudah menang di daerah
urban. Sebaliknya, sulit bagi parpolfkandidat daerah urban
untuk menang di daerah rural. Sebuah dapil idealnya hanya
rmenyedizkan 3-g kursi, agar harga kursi tidak teralu murah atau
mahal. Selain itu Daerah Pemilihan {Dapil) juga menyediakan
jumnlzh kursi yang ganijil.
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Fersaingan wyang ketat dalam  sebuvah  Daerah
Pemilinan (Dapil} mendorong terjadinya pelanggaran yang
dilakukan aleh peseria pemilukada, seperti melakukan politik
wvang (maney politics). Dalam hal ini, tecri Richard R. Katz
merjelaskan bahwa sistern pemilu proporsional terbuka
tidak disenangi elsh kandidat, karena mereka tidak hanya
bersaing dengan kandidat dari partai lain, tetapi juga sesama
kandidat dalam partai sendiri, seperti kasus pileg di Indonesia
tahun 2009 dan zo14. Colomer menjelaskan meskipun sistem
pemilu proporsional menghasilkan perwakilan berimbang,
tetapi cenderung menghadirkan sifat fasksionalisme dan
kandidasi partisan. Benyamin Rally menjelaskan sistem pemilu
proporsional bukanlah satu-satunya sistem pemilu terbaik bagi
masyarakat pluralisrme etnis seperti teor konsosional Arend
Lijphart, tetapi dari hasil studi di § negara tardapat sistarm AV
{the alternative vote) dan STV (the single transverrable vaie)
wan{g juga sesuai. Karena itu, periu pertimbangan penggunaan
kedua sistern ini untuk pernile di Indanesia.

Meskipun terdapat beberapa keunggulan penetapan
sistern proparsional dalam sistermn pemile di Indenesia, saperti;
1) Aspek tingkat proparsionalitas keterwakilan, tidak ada
suara yang hilang serta lebih representatif, memungkinkan
terpilihnga  kelempak  minoritas, memungkinkan partai
mengajukan calan inklusif dan dari latar belakang komunal
berbeda-beda; (2) Sisterm kepartaian, memungkinkan partai
rmenoritas memperoleh korsi di parlemean; {30 Lembaga
perwakilan, terwakilinya golongan kecil dalam parlemean; (4)
Hubungan wakil terpilih dengan konstituen, kelernahan sistermn
proporsiaonal adalzh jarak wakil dengan konstituen ranggang.
Marmun dalam sistem proporsional memiliki kelemahan dalam
teknis penyelenggaraan, kelemahan sistemn ini karena lebib
rumit dibandingkan dengan sistemn distrik. Dalam hal ini,
STV adalah bagian dari sistem prepersional, di mana pemilib
merangking kandidat secara preferensizl. Sistem ini hampic
sama dengan sistemn AV pada sistemn distrik, bedanya jika pada
sistern AV kandidiat dinyatakan pemenang jika memperaleh
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suara rmayaritas, maka pada sistern STV kandidat dinyatakan
pemenang jika telah rmemenuhi kuota yang telah ditentukan

Fenentuan kuota adalah melalui penjurmlaban suara
sah, kemudian dibagi dengan jurmlah kursr di dapil tersebut.
Cara kerja 5TV adalah setiap partai peserta pemilu mengajukan
calan sebanyak yang mereka perkirakan akan menang pada
setiap dapil. Pemilih mengurutkannya sesuai dengan keinginan
mereka. Kemudian total suara dihitung, dan jumlahnya dibaagi
dengan jumlah kursi di dapil tersebut 2gar dapat dihasilkan nilai
kuota, Untuk terpilin, calon harus memperoieh koota mimirmal.
lika tidak ada yang mencapal kuota minimal pada pilihan
pertama, maka calon yvang mamperoleh svara paling sedikit
azkan dihapuskan dari daftar dan suaranya dibagikan kembali
sesuai dengan pilihan kedua. Proses ini berlanjut terusa sampai
semua kursi dapat terisi.

Fenutup

Dua hentuk pelanggaran pemilu sekarang yang banyak
terjadi adalah penggurnaan dana Pemerintah aleh kandidat
untuk kepentingan beli suara {vote buying), serta pelitik vang
vang terjadi menjelang pemungutan suara. Dalam hal ini,
pelanggaran pemilu erat kaitannya dengan strategi elekiorsl
yvang digunakan cleh kandidat dalam rangka memobilisasi
dukungan. Meskipun secars teoritis sistem pemilu mayoritas/
pluralitas cenderung lebih mendorong terjadinya praktik
pelanggaran daripada sistem pemilu perwakilan berimbang,
disebhabkan clah kecenderungan berorientasi kandidat daripada
partai politik yvang mendorong kecurangan kandidat, seria
metads penghitungan dan pemberian suara sistem mayoritasy
pluratitas yang sangat sederhana mendorong kecurangan
wang efektif dan efisien. Bentuk kecurangan sistem pemilu
proparsienal terbuka Indonesia lebih disebabkan oleh deminasi
elit politik dalam bentuk sistem pemilu proporsional terbuka,
serta melakukan koaptasi ruang publik rakyat lermah ke dalam
palitik. Kecenderungan ini melahirkan upaya mempertahankan
prosedur demokrasi yvang fundamental, serta mengurangi
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sistern representasi desain pemilu di Indonesia yang tidak
cukup terbuka menampung sejumlah aspirasi masyarakat.
Hal ini menghalangi partisipasi zktor independen dengan
menghalangi organisasi rakyat dan sipil terlibat aktifitas politik.
Diperukan perubahan sistern pemilu proporsional terbuka
menjadi sistem preiparsional STV untuk mendekatkankan
hubungan antara elit politik dengan rakyat pemilih serta
parubzhan paradigma pengawasan pemilu dari keterlibatan
lembaga pengawasan dari lembaga bentukan permerintah
rmenjadi kegiatan pemantau pemilu yang melibatkan partisipasi
rmasyarakat. Semakin besar keterlibatan partisipasi masyarakat
dalam kegiatan pengawasan pemilu semakin besar kualitas
pemilu yang dihasillan.
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Evaluasi Penegakan Kode Etik Penyelenggara Femilufkada
2015

Josef Kurniawan Kairupan®

Etik sudah cukup lama berkembang meanjadi wacana
vang diperdebatkan dalam berbagai profesi hulkom, politik,
filsafat, administrasi publik, dan sektor-sekior lainnya,
Pengertian selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip  untuk
mengevaluasi sustu perbuatan baik atav burvk, benar atau
salah. Etik berkzitan dengan standar-standar pertimbangan
mengenai benardan szlsh yang harus dijadikan pegangan bagi
seseorang untuk melzkukan atau tidak melakukan sesuatu.
Milai-nilai etik itu dapat dibedakan antara nilai yang bersifat
normatif {rormative ethics) dan nilai deskriptit (descriptive
ethics). Etika narmatif menggambarkan standar-standar
tentang perbuatan yang benar dan salah, sedangkan etika
deskriptit berkenaan dengan penyelidikan empiris mengenai
keyvakinan-keyakinan moral seseorang. Etika  deskriptif
beruszha menentukan seberapa besar porsi warga masyarakat
vang percaya bahwa pembunuban itu selalu salah, sedangkan
etika normatif berusaha menentukan apakah dapat dibenarkan
untuk memegang kspercayaan yang demikian itw (Juernal
Peradilan Etika, limly Asshiddigie, hal. 1).

Menurut sejarahnya, tradisi membangun etika positif
berupa prinsip-prinsip etika dan perilaku yang dirurnuskan
sebagal standar yang diidealkan bagi para anggota suvatu
kamunitas profesi atau jebatan tertentu yang membuiuhkan

iz Sospl Emmtiaaean Xarusan, SIE STF, Dosen Pmgram S3ud Do Pemerintalan Sis iz
Linesersiters Sarm Balulanrgi
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kepercayaan publik, pada mulanya muncul dalam praktik di
Inggris, dan kermudian dikembangkan dalam arti yang lebih
modern di Armerika Serikat.

Dalam sistern ketatanegaraan Indonesia sudah cukup
banyak berdiri lembaga-lembaga penegak kode etik dalam
jabatan-jabatan publik. Ci bidang kehakiman misalnya adanya
Majelis Kehormatan Hakim (MEH) dalam sistem internal
Mahkamah Agung. Di dunia pers dan jurnalistic terdapat
Dewan Pers. DV lingkungan lembaga legislstif, juga diatur
dalarm LU tentang adanya Badan Keharmatan DPR dan Badan
Eeharmatan DPD s=hagai lembaga penegak kode etilk.

Gejala  pembentukan  kamisi-kamisi atau  institusi-
institusi penegak kode etik ini, balk yang bersifat permanen
atavpun yang bersifat sementara mencerminkan  makin
berkermbangnya  kesadaran  umat  rmanusia mengenai
pentingnya sistem etika profesional itu ditegakkan secara
sfektif. Mamwn dalam perkembangannya fungsionalisasi
sistemn kode etika profesi dan etika jabatan publik ini belum
dikentruksikan sebagai suatu proses peradilan (norma stika).
Halini hampirtidak ditemukan diseluruh negara diduniz seperti
vang dikenzl dalam sistem norma hukum yang dilengkapi
dengan mekanisme peradilan yang efektf. Itu sebabrya,
mekanisme penegakan kode etik yvang dimaksud, dimana-mana
diselurvh dunia, masih bersifat sangat tertutup sesuai dengan
karakteristik pengertian etika ilu sendiri yang masih dipahami
sebagai sistem norma yang bersifat privat, sshagai norma
vang pemberlakuannya di dasarkan atas kesadaran internal
vang bersifat sukarela (volunteer), karena itu keberlakuan etika
(ethical narms} biasa dibedakan dengan norma hukum (fegal
rovs) dari seqi daya paksanya, vaitu jika hukom dipaksa dari
luar (imposed form without), maka keberlakuan etika dipandang
bersifat dari dalam kesadaran para subjek vang secara sukarela
mengikatkan dirl padanya (impesed fram within),

Menyadar bahwa semuz lembaga penegak kode stik
tersebut, sebagian besar masih bersifat formalitas (proforma),
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bhahkan sebagian di antaranya belum pernah menjatankan
wgasnya dengan efektif dalam rangka menegzakkan kode etik
vang dimaksud, salzh satu sebabnya izlah babwa lembaga-
lembzga pensgak kede etik tersebut di atas tidak memiliki
kedudukanyang independen, sehingga kinerjanya tidak efektf,
karenz itu sebagai selusinya ialah hahwa lembaga-lembaga
penagak kode etik tersebut harus direkenstruksikan sebagai
lembaga peradilan stik yang diharuskan menerapkan prinsip-
prinsip peradilan yang lazim di dunia modem, tervtama sasl
transparansi, indepandensi, dan imparsialitas (lumal DKPP:
sejarah etika profesi dan etika jabatan publik, limly Asshiddigie,
hal 3-3).

Berdasarkan ketentuan undang-undang tentang
pemilihan vmum, dalam penyelenggaraannya serdapat 3 (tiga)
fungsi vang saling berkaitan yang di institesionalkan dalam
tiga kelembagaan, yaitv KPU, Bawasly, dan DEFPP. DEPP
bukanlah lembaga penyelenggara pemily, tetspi tugas dan
kewenangannya terkait dengan para pejabat penyelenggara
pemilu, Tugas dan kewsnangan DEKPP berkaitan dengan orang
per orang pejabat penvelencgoara pemiliban vmum, baik KPU
maupun Bawasly, dalam arti sempit, KPU hanya terdiri atas
para komisianer, demikian pula dalam arti sempit, Bawasiu
hanya terdiri atas pimpinan ataw anggota Bawaslu. Mamun
dalarm arti luas, penyelenggara pamilihan umurm itu baik dalam
lingkup KPLU maupun Bawaslu, manyangkut pula para petugas
vang bekerja secara tetap ataupun tidak tetap (ad hoc).

Secara yuridis formal keheradaan DEPP diatur dalam
Undang-Undang Momor 15 Tahun 2022 Tentang Penyelenggara
Pemilu dan Feraturan DEPP-RI Nomor z tahun 2013 tentang
Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum,
di mana kedua ketentuan ini menskankan bahwa DKPF adalzh
bagian yang tidak terpisabkan dan merupakan satu kesatuan
fungsi penyelenggara pemilu {Irvan Mawardi, permilu dalam
Cengkeraman, 2014:268).
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Dalam pelaksanaan tugas DEKPP sebagar salah satu
organ penyelenggara pemilu, tugas dan wewenang utamanya
cukup jelas dan terbatas yakni menerima pengaduan dan/fatau
lzporan adanya dugaan adanya pelangogaran kode etik oleh
penyelenggara pemilu dan memberikan sanksi atas terjadinya
pelanggaran kade etik. Fokus wtama dari DEPP adalah
pelanggaran kode etik, bukan pelanggaran administrasi, bukan
juga perbuatan hukom perdata, dan juga tidak termasuok
pefanggaran hukum pidana, sehingga wewenang DEPP adalah
pengujian terhadap kode etik, bukan norma perundang-

undangan atau perbuatan hukum privat atau badan hukum
pardata,

Padadasarmya DEPP tidak memiliki kewenangan dalam
pengdjian terhadap produk kebijakan yang diterbitkan oleh
penyelenggara pemilu. Terkait pengujian narma hukem yang
divji oleh DEPP, ketua ME mengingatkan kepada DEPP untuek
berkonsentrasi pada pengawasan kode stik penyelenggara
pemile dan tidak mencarmpuri prozes penyelenggaraan pemilu,
apabila DKFP juga menguji aspek yvang terkait dengan materi
dan substansi penyelenagaran pemilu, maka hal itw berpatensi
melahirkan kerancuan apabila materi yang pernah diuji di
DEPP kemudian di uji di MK, Ramlan Surbakti, mantan anggota
KPL vang juga merupakan guru besar llmu Politik Universitas
Airlangga Surabaya, mengingatkan bahwa apabila DEPP
masih saja berusaha menguji hasil kerja atav keputusan KPU
rmaka pihak yang menentukan hasil pemilu adalah DEKPF, bukan
KPLU selaku penyelenggara tekniz peamilu, hal itu bisa saja
terjadi apabila setiap keputusan hukuem KPU dapat divji bahkan
dibatalkan oleh DEPF, apabila itu terjadi maka pemilu terancam
mengalami krisis legitimasi hukum. Termuan pelanogaran kade
etik vang dilakukan oleh tiga komisioner KPU Manadao, maka
mareka masing-masing Marthen Tembeq, Derby Taroreh dan
leana Mzengkam, yang dalam putusan DEPP diputuskan
bersalah karena dianggap terbukti melakulkan perubahan data
dalam pemilu, bersama 11 PPK sekota Manado.
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istilah etika secara etimologis berasal dari kata ethos
(bahasa Yunani) vang berarti karakter, watak kesusilaan
ataw adat kebizsazn, yang dibatas) dengan dasar nilzl maral
menyangkut apa yang diperbolehkan atau tidak diperbolahkan,
wvang baik atauv tidak baik, yang pantas atau lidak pantas pada
perilaku manusia (Ensikiopedi Masional Indonesia, 198g:205).

Menurut para ahli maka etika tidak lain adalah aturan
perilaku, adat kebiaszan manusiz dalam pergaulan antara
sesamanya untuk menegaskan mana yang benar dan mana
vang buruk. Dalam pangertiannya yang secara khusus, dikaitkan
dengan seni pergadlan manusia, etika ini digambarkan dalam
bentuk aturan (code) tertulis yang secara sistematik sengaja
dibuat berdasarkan prinsip prinsip moral yang ada, dan pada
saat yang dibutuhkan akan bisa difungsikan sebagai alat untuk
menghakimi segala macamtindakan yang secaralegikarasicnal
umum [commen sense) dinilai menyimpang dari kode etik
Sebagai suvatu subyek, etika akan berkaitan dengan konsep
vang dirmiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilal
apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah
atau benar, buruk atau baik.

Etika akan memberikan semacam batasan maupun
standar yvang akan mengatur pergaulan manusia di dalam
kelompok sosialnyz. Dengan demikizn etika adalzh rafleksidan
apa yang dizebut dengan self control, karena segala sesuatunya
dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok
sosial {profesi) itu sendin. Oleh karena itu dapat disimpulkan
bahwa sebuah profesi hanya dapat memperoleh kepercayaan
dari masyarakat, bilamana dalam diri para elit professional
tersebut ada kesadaran kuat untuk mengindahkan etika profesi
pada saat mereka ingin memberikan jasa keshlian profesi
kepada masyarakat yang memerfukannya.

Etika sangat erat fungsinya dan memyatu dengan
kegiatanpembangunan. Apasajayangdifakukandemimencapai
taraf hidup yang lebih baik, peranan stika sangat berfungsi.
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Sistern dan prosedur yang berlaku dalam pembangunan,
sarat dengan nilai-nilai meral yang harus dipegang teguh oleh
mereka yang terlibat dalam pembangunan. Apa yang kita
laksanakan dalam pembangunan pada hzkikatnya adalah dari,
oleh, dan untuk manusiz atau peaple cenfered development.

Di Indonesia tampaknya masalah penerapan fungs
etika penvelenggara pemilu yvang lebih intensil masih belum
dilakukan dan digerakan secara nyata. Pada umumnya baru
sampai tahap pemyataan-pemyataan atau sekedar “lips-
service™ belaka. Praktik penerapan etika penyelenggara pemilu
wvang paling sering kita jumpai hanya diwojudkan dalam
bentulk buku saky "code of conducts" atau kode etik masing-
masing penyelenggara. Hal ini barulah merupakan tahap awal
dari praktik etika, yakni mengkodifkasi-kan nilai-nilai yang
terkandung dalam etika bersama-sama corporate-culture atau
budaya kerjasama kedalam suvatu bentuok permyataan tertulis
untuk dilakukan dan tidak dilakukan oleh penyelengoara
permilu.

Etika Penyelenggara Pemilu

tika penyelenggara pernilu sangat  berhubungan
dangan dorng the nght tfungs bagi rakyat, bukan hanya bagi
pelaksana atau pesertanya saja. Dalam  perkembangan
maosvarakat modern, antara etika birokkrasi dan  etika
administrasi  publik adalah safing belajar dan szling
mempengaruhi. Dalam etika birokrasi Pemerintzh,  mulai
harbicara tentang public policy opproach (pendekatan kebijakan
publik) dalam hubungan antara pemerintahan  dengan
masyarakat. Etika administrasi publil vang sedang melakukan
reirventing the government dengan menerapkan jurus-jurus
dalam menjalankan birokrasi, mau tidak mau semakin rentan
pula terhadap persoalan-perscalan yang biasanya muncul
dalam etika birokrasi.
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Beqgitu juga penyelenggara pemilu dalam menjalankan
tugas dan memberikan pelayanan kepada masvarakat harus
adastikanyayang sesuvaidengan harapan masvarakat, sehingga
memelihara kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara
permily itu sendiri. Etika barguna untuk membantu orang
dalam menentukan respon maral terhadap suatw situasi atau
arah tindakan yang tidak jelas; menuntun pimpinan dalam
memutuskan apa yang harus dilakukan pada berbagai situasi
yvang berbeda; dan membantu pimpinan dalam memutuskan
bagaimana merespan tuntutan dari berbagai stakeholder partai
politik yang barbeda.

¥eberhasilan penyelenggara pemilu wntuk
menghasilkan wakil rakyat dan pemimpin nasicnal/daerah
ditentukan aleh kemampuan manajerial penyelenggara
pemilu dalam memanfaatkan ssluruh potensi secara optimal.
Etika penyelenggara pemilu dituntut untuk mengembangkan
pemikiran kreatif dan inovatif untuk menvusun kehijakan,
pregram dan pelayanan kepada masyarakat, serta
memberdayakan aset produktifnya (SDM) dalam rangka

keberhasilan pelaksanaan pemilu.

Evaluasi Pemilihan Umum Kepala Daerah Serantak Tahun
2015

Ada sejumlabh catatan-catatan  serius dalam
penyelenggaraan pemilukada serentak tahap pertama di
tahun zo15, Sejumlah catatan ini, perdu dijadikan bahan
evaluasi bagi pemangku kehijakan mulai dari Pemerintah,
DFR, penyelenggara pemilu, sampai dengan peserta pemilu itu
sendiri seperti partai palitik, dan pemilih. Dengan tujuan untuk
memperbaiki kualitas penyelenggaran pemilukada 2017 dan
pemilukada yvang akan datang.

Undang-Undang Momar 1 Tahun zoig sebagaimana
talah divbah dengan Undang-Undang Momor & Tahun 2o1g
sebagai payung hukum penyelenggaraan pemilukada serentak
memandg masih menyiratkan beberapa perspalan mendasar,
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yvang dalam praktiknya berdampak langsung terhadap
penyelenggaran pemilukada. Menurut Perkumpulan untuk
pemilu dan Demckrasi {Perludem, hitp v beritasatu cormf
nasionalfzsagoi-ini-evaluasi-Pemilukaodo-serentok-2015-versi-
perludem. htmi) mensgaskan babwa:

Persoalan Pertama, dengan masih dibebankannya
anggaran penyelenggaraan pemilukada pada Anggaran
Fendapatan dan Belanja Daerah {APBD), dalarm prakteknya
sedikit banyak menghambat pelaksanaan pemilukada di
beberapa dasrah. Ada di beberapa daerah yang terkendala
pengajuan Mota Perjanjian Hibah Daerah (MPHD) yang
disebablan aleh beberapa faktor seperti: tahun anggaran vang
sudah selesai, bertambahnya dasrah yang ikut pemilukada,
sampai dengan adanya kanflik kepentingan dari kepala dasrah
terkait penyelenggaran pemilukada yang ikut berkontribusi
menghambat proses pengajuan bahkan pencairan dana
tersebut.

Persoalan Kedua, prases pencalanan dalam pemilukada
menjadi palemik yang tidak kunjuneg usai mulaidan pendaftaran
calon dari partai politik yang diwarnai oleh kisruh dualisme
kepangurusan yang sampaidetikini masih belum ada vjungnya,
Kemudian, tahapan pendaftaran calon kepala daerah vang
diwwarnai dengan berbagai gugatan dan sengketa pencalonan
yang berujung pada penundaan pemilukada di limz daesrzh
kurang dari 24 jam sshelum pemungutan suara dilang=sunghkan
vakni Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Simalunguon,
Kotz Pemalangsiantar, Kota Manado, dan Kabupaten Fak-fak.
Hal ini sebagaian besar diakibatkan oleh banyaknya campur
tarngan lermbaga yang bertugas mengurusi persoalan sengketa
pencalonan, yang beruvjung pada ketidakpastian proses
penyelenggaran pemilukada di beberapa daesrah.

Persoalan Ketiga, pembiayaan empat jenis kampanye
banvak dikritik karemna dianggap sebagai szlah satu akar
persodlan menurunnya tingkat partisipasi masyarzkat {vate
turn out) di Pemilukada serentak 2015, Meskipun, penurunan
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tingkat partizipasi juga disebabkan aleh banyak faktor lain
seperti kejenuhan pemilih, figur yvang ditawarkan, sampai
dengan urusan teknis administratif. Pada sisi lain, keberadaan
debat publik yang =eharusnya dijadikan wahana bagi
masyaralkat untuk menguy kualitas gagasan, visi-misy, sampai
dengan program yvang ditawarkan, akan tetapi pada realitasnya
selama ini debat publik hanya sebatas seremonial belaka dan
infoarmasi yang diterima tidak secara menyelursh sampai di
lewel grioss root. Selain itu, hal lain yang tidak kalah penting izlah
tidak adanya ketentuan sanksi mengenai politik vang. Padzahal
dalarm Undang-Undang Mamor B Tahun 2014 terdapat larangan
bagi setiap kandidat untuk melakukan politik vang.

Persoalan Keemipat, dari seqgi pendaftaran pemilih
terdapat pembernan hak politik yang berbeda antara
pemilukada dengan pilpres. Jika dalam Undamng-Undang
Momar 42 Tahun 2008 penyandang disabilitas mental diberikan
hak pilih, akan tetagn di dalam Undang-Undang Momor 8
Tahun zo1g yang mengatur jalannya parmilukada hal ini tidak
diberikan. Dikatakan adanya periakuan yang berbeda antara
pilpres dengan pemilukada yang sebetulnya mermiliki azas
dan prinsip permilu yvang sama, dan memiliki tujuan yang sama
pula sebagai arena membangun representasi rakyat. Sehingoga
keberadaan hal ini tentunya patut dipertanyakan.

FPersoalan Kelima, adanya ketentuvan syarat selisih
suara wyang termaklub dalam Pasal 168 Undang-Undang
Momer 8 Tahun zo415 bagi setiap calon kepala dasrah yangingin
mengajukan permohonan sengketa ME. Terkesan menafikan
tujuan keadilan pemilu itu sendiri, yakni suatu proses sengheta
hasil pemilu di ME bukanlah persaalan angka dan hasil semata,
tetapi juga keadilan materiil,

Terakhir perscalan Keenam, pemilukada tidak hanvya
dilihat dari sudut pandang teknis ataw proses konversi suara
menjadi kursi semata. Akan tetapi, sebagai sebuvah arena
wvang menghubungkan antara masyarakat di daerah dengan
Pemerintahan Daerahnya yang dibingkai dalam huobungan
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represntasi dan  kebijakan publik yang dihasilkan. Maka
pemerintahan hasil pemilukada haruslah mampu menjawab
berbagaitantang, problematika, dan kebutuhan dasrah. Dalam
kenyataannya hasil Pemilukada serentzk 2025, tercatat kepala
daerah terpilih tidak mampu meraih dukunoan mayoritas di
DPRD Provinsi maupun DPRD kabupaten/kota. Padahal harmpir
disetiap pengambilan kepulusan dan kebijakan, kepala dagrah
akan berhubunoan secara langsung dengan parlernen lokal. Di
sisi lain, tingkat fragmantasi politik di pademen dengan nilai
indeks effective number pralioment parties rata-rata mencapai
tujuh, di mana terdapat tujuh partai politik relevan yang
memiliki kekuatan untuk mempengaruhi prases pengambilan
keputusan. Tentunya akan banyak merepotkan kepala daerah
tarpilih dan berpatensi mengganjal kebijakan-kebijakan publik
yang ditawarkan oleh kepala daerah terpilih. Athasil potensi
terjadinya transaksional dalam perumusan kebijakan publik
tidak dapat dihindari dalam rangka memuluskan program-
program kabijakan yang divsung oleh kepala daerah terkait.

Perscalan lain terkait dengan integritas penyelenggara
pemilukada melalui persanal individu kaomisioner Komisi
Pemilihan Limum yang ada di dasrah, berbagar pelanggaran
kode etik yang dilakukan mencoreng kradibilitas  dan
kewibawaan penyelenggara pemilihan urnum. Hal ini tentunya
lebih ditekankan pada aspek moaralitas dan perilaku dari
penyslenggara permilukada.

Reformulasi Sistern Penegakan Kode Etik Penyelenggara
Pemiluw

Hadirnya DKPP membawa angin segar bagi
penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indanesia, DEPP dalam
tugas, fungsi dan kewenangannya dapatlah dikatakan sebagai
lembaga yang dapat memberikan keadilan, walaupun DEPFP
bukanlah lembaga yang memutus matenil pelaksanaan
pemilu dan pemilskada, pada sisi lsinya DEPP juga mervpakan
lembaga pasif, seperti yvang di ungkapkan oleh Ketua DEFPFP
Jimly Asshiddigie {(dalem Newsletter DKPF edisi Fefroari,
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zo16:0), "tidak permmah DEPP mendeorong masyarakat untok
mengadu ke DEPP. Begitupun sebaliknya, DEPP juga tidak
pernah menalak jika ada pengaduan yang masok®™. MNamun
meski bersifat pasif, tidak dapat dipungkiri, babhwa masyarakat
telah menjadikan DKPF ssbhanai sasaran barv untuk mencari
keadilan dzlarm pemilu. Dari hari ke hari pengaduan wyang
miasuk ke DKPP jurnlahnya selaly meningkat, Pemilu Legislatif
2014 sebagai pengalaman pertamma DKPP samenjak berdisi
secara permanen, Beruntung aturan hokum memberi roang
untuk membentuk Tim Pemeriksa di daerah yang dinilai akan
banyak membantu.

Diterbitkannya Peraturan DKEPP MNomor z Tahun
2013 menjadi langkah awal DKPP dalam kerangka persiapan
pemeriksaan di dasrah. Di dalam peraturan yang berisi 18 pasal
ini di antaranya diatur soal syarat manjadi Tirm Pemeriksa, tudas
dan wewenang Tim Pemeriksa, tata cara pemeriksaan, serta
pembiayaan perneriksaan. Misalnya, dalam Pasal 4 disebutkan,
Anggota Tim Pemeriksa berjumlah lima orang yang terdiri
atas satu orang dari KPP merangkap ketua, satu orang dari
KPL ProvinsifKIP Aceh, satu arang dari Bawaslu Provinsi,
dan dua arang dari unsur masyarakat. Tugas Tim Pemeriksa
tidak sampai memoutus perkara, karena uorusan putusan
menjadi kewenangan tujuh anggota DEPP setelah melalui
rapat plenc. Tugas mereka di antaranya sebatas melakukan
pemeriksaan, membuat resume  pemerikszan, membuat
laporan pemeriksaan, serta boleh merskomendasikan sanksi
yang dijatunkan. Sementara itu, masa tugas mereka adalah
satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

Reforrmulasisistempenegakan kodeetik penyelenggara
pemilu, yang menjadi domain daripada DEPPR, adalah dasar
pijakan yang mengatur tentang kewenangan-kewenangan
DEPP vang perlu di formulasi kembalic Hal ini dimaksudlcan
agar DEPP kedepannya bukanlah sebzagai lembaga yang pasif,
hanya menunggu laparan pelanggaran kode etik, tetapi lebih
berperan secara aktif untuk mengantraol perlakuan etis dari
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penyelenggara pemily, sehingga terjadilah proses penguatan
kapasistas DKPP dalam pelaksanzan tugas dan fungsinya.
Beberapa pemikiran yang melandasi reformuolasi  sistem
penegakan kode etik aleh DKPP adalah sebagai berikut:

1) Diberikannva kesempatan DEPP dalam proses seleksi
komisicner KFL maupun Fanwas melalui Tim Seleksi,
agar dalam proses perekrutan penyelenggara pemilu
(KPU dan Fanwas) adanya keterlibatan DKPF, sehingga
kedepannya parsonil komisioner KPU dan Panwas
adalah mereka yang salah satunya sudah melalur prases
selaksi perilaku dan etika.

21 Pembuatan dan penandatanganan pakta integritas
Kamisioner KPU dan Panwas sebelom melaksanakan
tugasnya di hadapan DEPP sebagai bukti integritas
penyelenggara pemilu,

3) Ketentuan yang mengatur untuk lebih -memperluas
ruang gerak dan kewenangan DKPP dalam mengawasi
vang terkait kode etik kepada seluruh penyelenggara
pemilu, tanpa harus menunggu adanya laporan.

d4) Pengaturan pernberian/penjatuehan sanksi oleh DEPP
kepada penyelenggara pamilo yang terbukti bercalah
melanggar kode etik, yvang lebih membuat efek jera,
buka hanva sekedar pecopatanf/permecatan dari jabatan
sebagai komisioner KPL dan Panwas, tetapilebih kepada
unsur pidana {kurungan badan) sehingga mambuat para
kamisioner KFPL dan Panwas akan lebik berhati-hati lagi
dalam membuat keputusan, halini tentunya harus dicari
celah berdasarkan hukum positif yang berlaku, seperti
melakukan suap yang menjadi pelanggaran kade atik
mervpakan tindakan pidana yang biasa ditangani oleh
KPK, demikian pula dengan DEPP.
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Ssharusnya kehadiran DEPP menjadi sangat pentimg
dalam rangka menangani berbagal pelanggaran kode etik
penyelenggara permilu. Cleh karena itu diperlukan penguatan
bagi lembaga DKPP, dengan mendarang pemerintah untuk
manunjang berbagai kebutohan yang diperukan DEPP dalam
memingkatkan kinerjanya.
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Oligarki Kuasa Uang-Palitik dan Perfunya Reformasi Sistem
Femilu di Indonasia

Ahrnad Taufan Darmanik??

Sejak reformasi 1998 kita telah menghadap £ kali
pemilu legislatif, ribuan kali pemilukada, memiliki § Presiden
(pasca Suhario) serta mengalami begitu bamyvak perubahan
di dalam sistem politik mau pun kepemimpinan nasicnal
dan daerah. Dinamika yang luar biasa pasca jatuhnya Orde
Bary memunculkan beberapa pertanyaan serius. Sudahkah
demokrasi kita menjawab scal-scal pokok politik kita, yakni
sirkulasi kepemimpinan politik yvang lebih merata, lebih
mencerminkan aspirasi warga yang sangat berzgam ini,
sarta lebih jauh menghantarkan kita kepada kessjahterzan
rakyat sebagaimana diinginkan founding fathers kita, yakni
kemakmuran untuk rakyat sebanyak-banyaknya? Lekih jauh
pertanyaan lain yang juga muncul apakah lembaga-lembaga
politik demokrasi kita, Pemerintahan kita telah semakin salid
dan memiliki kemampuan atau kapabilitas yang meaningkat di
dalam mermenuhi tugas dan fungsinya?

Meminjam pemikiran Gabriel Almond  mengenai
sistem politik dan kinerjanya, ia menjelaskan bahwa terdapat
c kapabilitas yvang menjadi penilaian prestasi sebuah sistem
politik: =

1% Penuls 2adalah Cosen pacs Cepectamen e Pafick, Unsdrsnas Sumatem Han,
urmni FISEF USL dan Peemce S rsane rive s bpad Esdee, Unibed Kingdam s=ra mempebzadem
Eurses Sngkat Has diinteicatinnal [nstaoe of Homzn Righss, Skasssourg, Perencis lugs
belomepe sebagai Eomallan dan penclis preduktifd: berbage: media

=4 Gabrel Slmend, & Discicline Dovdad: Schonls podd Sects in Prlitical SCmnce, Mawsbuny
Fark, C&, Saze, agse
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¥apabilitas Ekstraktif, waitu kemampuan
mengumpulkan dan mengelola sumber daya alam dan sumber
daya manusia dari lingkungan dalam negari dan internasional
dipadukan ke dalam satu tujuan, yakni kermaslahatan bangsa di
mana sistemn palitik itw bekerja.

Kapabilitas  Distributif  wakni  merwjuk  kepada
kemampuan melakukan alokasi dan distribusi sumber-sumber
ekanormi, penghargaan, status, dan kesempatan untuk samua
lapisan masyarakat. Sumber Daya Alam yang dimiliki clsh
masyarakat dan negara diolah sedemikian rupa untuk dapat
didistribusikan secara meratz, dalam rangka penciptaan
keadilan sosial. Sistern dan struktur perpajakan, dengan
demikian, akan memengaruhi carak kenegarzan, apakah bisa
dikatakan lebih adil atau kurang adil, lebih marmpu menjalankan
kapabilitas distributif atau malah gagal.

Kapabilitas Ragulatif {pengaturan) yang merujuk
kepada zliran kontrol atas perilaku individu dan relasi-ralasi
keloermpak di dalam sistern pelitik. Dalam menyelanggarakan
pengawasan tingkah laku individe dan kelompok maka
dibutuhkan adanya pengaturan, i mana negara memainkan
peranan penting di dalam meangatur dan menjamin hak-hak
individu dan kelempak.

kapakbilitas simbolik, artinya kemampuan pemerintah
dalam berkreasi dan secara selektif membuat kebijakan yang
akan diterima oleh rakoyat. Semzkin diterima kebijakan yang
dibuat permerintah maka semakin baik kapabilitas simbalik
sebuah sistermn politik.

Kapabilitas responsif, dalarm proses politik terdapat
hubungan antara input dan output. Jutput berupa kebijzkan
Pemerintah  dapal divker dari sejauh mana kebijakan
tersebut dipengaruhi cleh masukan atau adanya partisipasi
masyarakat {sebagai inputrya). Di sini, yang paling penting
adalah pelembagaan mekanisme agregasi dan  artikulasi
politik kepentingan masyarakat ke dalam sebuah kebijakan
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politik, Jadi, bukan sekedar melihat apakah output kebijakan
paralel dengan aspirasiftuntutan masyarakat (kemampuan
menangkap wacana aspirasi), tetapi apakah di dalam sistern
politik tersabut telah terlembagakan suatu mekanisme dimana
rakyat dapat lebih mudah dan lebih mungkin untuk terlibat di
dalam tahapan-tahapan pembuatan kebijakan. Kapabilitas
ini sekaligus dapat divkur dari kemampuan  menyahuti
perkembangan tuntutan dalam negeri dan intemasional.
Kapahilitas ini juga berhubungan dengan perkembangan
globalisasi palitik, ekenomi dan kebudayaan. lika kita
mengukur kapabilitas sistem politik Indonesia dengan lima
elemen tersebut, dapat disimpulkan bahwa kapabilitas sistern
politik kita masih jauh dari harapan, bahkan untuk beberapa
dimensi justru mengalami kermunduran, baik karena sistem
politik yvang belum bekerja dengan baik maw pun diakibatkan
kehilangan prientasi akibat kompleksitas dan ketidaksinkrenan
lambaga-lembaga politik yang ada di negeri ini.

cedikit berbeda, Dawvid Easton meanawarkan
pendekatan lain yang melihat politik sebagal organisme
wang dinamis, terus bergerak dan berubah dan tidak selalu
menuju saty titik equilibrivn. Mamun, Easton tetap melihat
sistemn pelitik merujuk pada pertanyaan mangenal bagaimana
mengelola sisterm palitik agar tetap wvtuh dalar situasi dunia
vang penuh gejolak dan rentan pada perubahan. Analisa Easion
akan menitikberatkan pandangan tentang bagaimana sistern
politik berinteraksi dengan lingkungannya, baik di dalam
rmauvpun di luar lingkup masyarakat.

Kaiian sistem politik, dengan begitw, akan dilihat
dari tiga dimensi yakni polity, politics, dan palicy (kebijakan).
Dimensipolity diambil dari dimensiformal palitik, yaitu stroktor
dan normna, serta pengaturan mengenal institusi-institusi mana
wvang semestinya ada di dalam politik. Dimensi paolitik dari
dimensi prosedural lebih mengarah pada bagaimana proses
membuat keputusan, mengatasi konfiik, dan mewujudkan
tujuan dan kepentingan. Dalam hal iniyang menjadi penekanan
adalah siapayang dapat mernaksakan kepentingan, bagaimana
makanisme pengaturan untuk mengatasi konflik sshingga
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didapatkan suatu xonsensus yang mengakomadasi berbagai
kepentingan yang beragam.® Akhirnyz adalah  dimensi
policy atau kebijakan sebagai dimensi pelitik, yang melihat
substansi dan cara pemecahan masalah berikut pemenuhan
lugas yang dicapai melalui sistern administratil, menghasilkan
keputusan yang mengikat bagi semua. Bagaimana pun, titik
berat dari pandangan Easton, meski berbeda dengan cara
pandang Almond di dalam menganalisa sistem paolitik, tetaplah
menyangkut kepada efektifitas suatu sistem politik di dalam
menjalankan fungsi-fungsinya menjawab tantangan dalam
negen dan luar negeri. Karena itu, dengan pendskatan “Input
— Proses — Output — Easton akhirnya bisa membedakan antara
sistem politik vang bekerja secara efektif dangan sistarm politik
yang disfungsional karena kegagalan mengakomodasi elemen-
elemen Input; kegagalan mermproses tuntutan-tuntutan atau
aspirasi yang beragam atau bahkan bertentangan; kegagalan
melahirkan suatu kebijakan atau keputusan responsit dan
diterima bamyak pihak; serta kegagalan menciptakan suatu
dinamika politik yang mampu menjawab tantangan dalam dan
luar yang terus berubah (dinamis),

Tentu saja, kedua kajian mengenai sistemn politik
ini tidak bisa dipisahkan dari pendekatan lain yvakni budaya
paolitik dan sejarah. Untuk kasuvs Indanesia, dimensi-dimeanasi
kesejarahan mulai dari jaman kerajaan-kerajzan, kolonialisme,
masa kemerdekaan (liberal-parlernenter, presidensial dan
dernakrasi terpimpin, serta masa otoritarian-rmiliteristik Orde
Baru} mau pun masa transisi demokrasi pasca refarmasi akan
ikut mempengaruhi proses pembentukan sistemn politik di
Indonesia. Sama halnya dengan dimensi kultural yang ikut
mempengaruhi  pembentukan  dan implementasi  sistem
politile 3

35 L. Easton, A Framewark far Aalifival Aralysiy (2 ed. |, Unaessity ef Chicago
Fress, Chicego, 2nd1

15 Likat pendzkatan Indanesians semacam Herl=rt Feith di dalam
riemigenalisa bekenaaya sistern palitlk di lndonesia reelafui perdekatan sajarah
2120 Eariz yarg condenang mergamati sspe’ budsya pelitik di Indaresia yvang
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Dengan demilkian, kata kuncinya adalah kapabiltas
dari sistem politik menyahuti tuntutan-tuntutan masa kini dan
masa depan, tuntutan dari dalam mau pun dar luar negara,
dalam rangka menghadirkan collective will, kehendak bersama
yang setara uniuk hidup sejahtera dan adil. Dalam posisi
seperti ini lah sistem politik harus didesain yang kemudian
berakibat padz aspek normatif yang mesti dibangun, struktur
dan kelermbagaan apa dan dengan fungsi-fungsi apa saja yang
dibutuhkan, pola interaksi pelitiknya, sistern kepartaian dan
pernile, model-maodsl kebijakan, model desentralisasi dan lain
sebagainya.

Refleksi Perjalanan Pemilu Pasca Reformasi

mMerefieksikan apa yang menjadi semangat perubahan
politik melalui parubahan sistern pemilu di masa perjuangan
refarmasi atau jauh sebelum itu, maka setidaknya ada beberapa
tujuan penting yang ingin dicapai. Pertama, peningkatan
kualitas pemilu, di mana pada masa orde caru pemilu tak lebih
menjadi alat politik untuk melanggengkan kekuasaan rezim
militer Sasharto dengan Golkar dan militer sebagai penopang
utamanya. Pasca reformasi diharapkan kita memiliki pesmilu
vang adil, “jujur dan bersih. Dengan begitu, melzlui permilu
diharapkan terjadi proses seleksi kepemimpinan palitik, baik
legistatif mau pun eksekutif, nasional maw pun daerah, yang
benar-benar mewakili aspirasi dan keberagaman masyarakat
Indoneasia.

Kedua, pemilu yang jujur, adil dan bersih sekaligus
menjadi sarana penggalian dan agregasi gagasan politik
menuju suatu kebijakan nasional dan daerah yang lebih
rmenjamin hajat hidup seluruh rakyat Indenesia. Ketiga, untuk
it dibutuhkan sistem dan lembaga kepartaian yang kuat,
mencerminkan kedaulatan rakyat dan mewakili keberagaman
rakyat Indonesia.

remzngarahi karsep dan canas bekerjanya susty sistern polivs.
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Savangnya, beberapa pemilu pasca reformasi justru
semakin kehilangan substansi demakrasinys dan mendorong
praktik politik vang vang kian tinggl, mendoreng kerupsi dan
semakin hilangnya kemandirian partai merumuoskan agenda
pembangunan berbasis aspirasi rakyat. Pemilik madal semakin
menguasai sisterm pemilu di indonesia dengan mendikte
hazil-hasil  pamily  ssbagaimana kepentingan ekenormi
politik mereka. Sacara teknis, pelaksanzan pemilu terlihat
baik-baik saja, namun praktik politik vang sshetulnya telah
menggiring orientasi pemilu kita kearah oligarki partai vang
berkolaborasi dengan kepentingan modal. Dalam konteks
inilah kehadiran Bawaslu {Badan Pennawas Permilu) serta DEPP
(Dewan Ksharmatazn Penyelenggara Pemilu) dipertanyakan
efektifitasnya karena secara maksimal hanya bisa mengadili
pelanggaran formal aturan pemilu, namun gagal mendarang
arah pemilu sebagaimanz cita-cita demokrasi yang divsung
pada raformasi 1ggl.

Oligarki Uang dan Kuasa

Manzrik sekali penelitian mengenai politik vang yang
dilakukan UGM Yogyakarta dan Australian Mational University,
Australia, bersama puluban peneliti, termasuk penulis, di
belasanprovinsidanpuivhantingkat dua dalampemilu Legislatif
zol14 lalu. Penefitian ini merupakan ranghkaian penelitian di
empat negara yakni Malaysia, Thailand, Philippines serta
Indanesia. Hasilnya sudah dapat diperkirakan, sama halnya
dengan tiga Negara ASEAN lainnya tersebut, politik vang [war
biasa menggerusi sistem pemilu. Dengan menggunakan istilah
patronase, penelitian ini membengkar modus, strategi dan
pilinan-pilihan jenis dan cara distribusi material atau jasa yang
dilakukan oleh wrmumnya para caleg, Sebagaimana pendapat
Ketua DKPF, Prof. Jimly Asshiddigie, politik vang berjalan
massif, sebagian ahli lainnya menyebut politik uang sebagai
brutal.

Fatronase sendini dimaksudkan sebagai ‘sebuazh
pembagian keuntungandiantzrapalitisiuntuk mendistribusikan
sesuaty secara individual kepada pemilih, para pekerja ataw
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penggiat kampanye, dalam rangka mendapatkan dukuengan
politik mereka’ (Shefter 1994 283 dan Hutcherofl 2oa4: 176-
1770 F Patronase merupakan pemberian vang tunal, barang,
jasa dan keuntungan ekonomi lainnya (seperti pekerjaan atau
kontrak proyek) yang didistribusikan oleh politisi, termasuk
keuntungan yang ditujukan untuk individu (misalnya amplop
berisi vang tunai) dan kepada kslompokikomunitas (misalnya
lapangan sepak bola baru untuk para pemueda di sebweah
kampung). Patronase juoa bisa berupa vang tunai atau barang
yvang didistribusikan kepada pemilih yvang berasal dari dana
pribadi (misalnya dalam pembelian suara) atau dana dari publik
{misatnya proyek-proyvek pork barrel vang dibiayai pemerintah),
juga ada vang disebut sebagei pregrammatic goods yaitu
materi yvang diterima cleh seseorang yang menjadi target
dari pregram-program Pemerintzh, misalnya program kartu
pelayanan kesehatan dan lain-lain.

Drengan pilthan-pilihan tertentu misalnya vote buying,
programmatic goods, pork barmel atav yang lainnya, pemilik
wang menjadi penguasa pemilu. Sistern terbuka proparsional
sermakin mandorong politik vang. Yang menarik, temuan
pernelitian juga membuktikan umumnya para caleg moulai
meninggalkan peran partzi dan memilih tim sukses dari
kalangan non partai. Artinya, jika praktik ini diteruskan, maka
peran partal akan semakin tergerus dan sebaliknya makin
menumbuhkan pelitik populisme. Mama besar dan kakuatan
wang akan lebih menentukan, arah demokrasi kita menjadi sulit
dikontral karenz kekuatzn individual vang menguasai vang
akbirnya mengendalikan palitik 3

Penelitianbersamayangtelahdibukukaninimenamukan
beberapa hal penting. Pertama, pelitik vang atau palitik

14 Stwalner, Martn, Palilical Patzes and the Siate) The Ameancan Histoncal Exganicnce,
Ldwera O Prass, Friceccton aqge, ot 1583 deas Hetchorall, Pead, Linking Capitafsnd Conrbngeca:
#atronage and Cherselism in Jasan, Thalland and che Phfippines, Jahin Hagkins Lnreersity Press,
Bslivmore, poay; hal 17817

EL foterand Sapinell dan Mads Sokmzyatb (ed), Polik Wong & inconesa, Fatmonasas San
Elanielrars paila Permdln Lesislagil amug, 2omug hel 5-5
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patronase merupakan aspek sentral dalam strateqi kampanye
sebagian besar kandidat. Hanya ada beberapa kandidat yang
mencoba melakukan pendekatan lain vang lebih bermartabat,
namun jumlahnya hanya segelintir. Kedua, di seluruh Indenesia
sebagian besar kandidat mengandalkan jaringan informal
perantara (oroker) atau yang biasa disebut Tim Sukses. Dengan
begitu, untuk menjangkau sebanyak-banyzknya pemilih,
urmurmnya kandidat tidak lagi mengandalkan struktur partai
secara formal, tapi lebih mengandalkan jaringan personal,
informal dan sedikit didvkung jaringan struktur formal partai.™

Peneliti yang lebih dulomelakukan studitentang pra kil
patronase atau politik vang sebetulnya telah menemukan
praktikini mulaimarakpadaFileq zo0g9, namunpada Filegtahun
20 lah praktik ini paling massif dan tentu saja menempatkan
kekuatan vang meanjadi faktor sangat deminan di dalam politik
Indonesia. Fenamena ini tentu semakin memperkuat kajian
dengan tesis "Qligarki® yang sebslumnya sudah ditulis oleh
Raobison dan Hadiz (2004, 2013) serta Winters (2o11, zo13)
yvang berargumen bahwa para aktor yang sangat kaya telah
mendominasi demokrasi Indonesia, juga menskankan tema
patranase sehagai perskat politik.

Selain itu cukup banyak pula kajian kontemporer yang
membahas topik Pemerintahan lokal yang juga menyinggung
tema politik vang melalyi identifikasi terhadap sindrom
karupsi, penggalangan dana ilegal, serta relasi informal yang
rmaryambunghkan birokrat, alite politik dan elite bisnis diting kat
lokal (misalnya Hadiz zea0, Hidayat acog, Chal 2oog, 2oia).
Praltik palitik vang bahkan sudah terjadi di dalam pemilihan
kepala daerah melalui DFRD, namuon pemilukada langsung
malah merebakkan politik vang lebih ke masyarakat di berbagai
tingkatan, individual mau pun kelompokfarganisasi.

Lebib fanjut, penclis lain Muehammad Madjib, Ketua
Badan Pengawas Pemilu DIY bahkan juga menambahkan

39 thid, hal 10
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praktik palitik vang ini juga melibatkan penyelenggara pemilu
di berbagai tingkatan, yakni berupa transaksi keuangan atau
material (vate trading) yang dilakukan sejak awal kampanye,
terutama pada masa pemungutan dan penghitungan suara,
namun karena lemahnys sistemn hukum dan kamitmen
penegekan hukurm, kebanyakan kasus-kasus yang terjadi
terlepas dar jeratan hukum .=

Kerawanan Pelanggaran Pemilu

Jadi, sermua penelitian di atas membultikan pula bahwa
karawanan gemilu sudah dimulai jauh sebelum tanhapan resmi
pemily berlangsung, demikian pula untuk pemilukada. Para
kandidat yvang memiliki vang vang banyak telah melakvkan
“kampanye” dan iohby politik dengan memanfaatkan barbagai
sarana media dan arganisasi sosal-keagamaan. Mamun, karena
aturan pemilu dan pemilukadz tidak menyentub tahapan ini,
maka kekuatazn maodal besar sudah "mengalahkan" pasaing
dengan modal yvang kecil, s=hingga asas “kesstaraan politik”
sudah mulzi ditinggalkan dalam tahap dini ini. Begitu juga
petahana, pendekatan "paolitik program® (dalam istilah politik
disebut progremmotic goods yang juga mervpakan bagian dari
politik uang wntuk mendapatkan dukungan). Kembali asas
kesetaraan politik ditinggalkan dalam tahapan paling awal ini.
Media rmassa dan organisasi sosial-keagamaan memiliki peran
vang besar di dalam memperkuoat kondisi ketidaksetarzan
politik, sementara atuvran pemile sama sekali tidak hisa
menyentuhnya,

Tahapan lain yang bermasalah adalah tahapan
pendaftaran dimana kembali politik vang bermain, baik yang
maju melalui calon partai mauv pun yang majue melzlui jaluer
perseocrangan. fual beli kursi berlangsung tanpa pengawasan,
demikian juga jual beli atau manipulasi KTP dukungan. Kembali
kekuatan vang ikut menentukan. Di beberapa daerah, sumber

&0 Ibes, b=l 511-517
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vang didapatkan dari “pebisnis™ baik kontraktor, pengusaha
tambang mau pun pebisnis lainnya, Kembsliaturan pemilu mau
pun perangkat pengawasan pemilu tidak berdaya menyantuh
tahapan ini.

Tahapan yang tak kalah kotornya adalah tahapan
lkkampanye, sekali lagi perangkat pengawasan pemily sangat
terbatas, baik karena aturan yang dibuat memang mambatasi
WEWE AN FIE-I'I':r'EIEI'Igg-EFEJIFIEI'IgEWESJ rmaL g karena aturan
vang ada mamang rmamberreang aktorpemilukada melakukan
pelanggaran. Salah satu aturan yang mesti direvisi adalah soal
audit kevangan.

Tahapan perhitungan suara juga rawan di semoa
tingkatan, sehingoa menimbulkan berbagai kenflik di beberapa
daerah. Hanya saja, proses pembuktian pelanggaran memang
sangal sulit pula, apalagi jika penyelenggara pemilu suda
sejak awal memiliki preferens: tertentu terhadap kandidat.
Di berbagar dasrah, kesulitan i dimolal dan proses selelks
komisioner KPU, badan pengawas dan paranghkat pemilo
lainnya. Petahana dan kekuatan partai besar diindikasikan
memiliki pengaruh yang kuat di dalam seleksi.

Lntuk itu dibutuhkan evaluasi yang mendasar
menyangkut bukan =aja kode =tik penyelanggara permily,
tetapi juga sistern dan aluran pemilu. Asas-asas keselaraan
politik menjadi penting dikemukakan, karena sejalan dengan
semangat reformasi politik 1998, demokrasi yang ingin
dibangun di Indanesia adalah demokrasiyang bisa memberikan
ruang bagi semua warga untuk tampil di dalam pentas palitik
sekaligus menjamin agregasi aspirasi palitik warga Indonesia
wvang beragam dan bukan sekedar berlangsungnya pamilu
sebagail penanda lancarnya sirkulasi kepemimpinan. Eondisi
politik sebelum reformasi yvang hanya didominasi kelompaok
elit tertentu tidak akan pernah berubah jika sistem pemilu
masih membiarkan berlangsungnya ketidaksetaraan politik
warga. Riskursus perubahan aturan-aturan pamilu selzlu gagal
menyeniuh dimensi ini dan karena ity sistern pemilu sslalu
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=dja menghadirkan sasaknya yang mahal, hanya didominasi
kalompok yvang menguasai sumber-sumber ekonomi. Kondisi
ini pula yang mendorong politik vang, mobilisasi politik
rmelalui media dan organisasi sosial-keagamaan. Belakangan
vang muncul adalah wajah populisme politik hasil perkawinan
kekuatan modal dan media sebagai antitesa dari oligarki
partai. Hasilnya semakin jauh dari pembangunan demokrasi di
Indanasia.

Peran Masyarakat Sipil

Sebenarnya masyarakat sipil adalah aktor utama yang
mendorong perubahan pelitik, khususnya sistern pemilu di
Indanesia.Yang paling terkenal adalah KIPP (Komisi Inde penden
Pemantau Pemilu) yang didirikan almarhum kMulyana Kusumah
bersama rekan-rekan aktifis, tokoh masyvarskat, intslektual
kampus, mahasiswa dan juga jurnalis. Artinya, masyarakat sipil
adalah kekuatan awal pembentuvkan sistem pemilu jujur dan
adil, mendorong sistem multi partai sebagai tandingan sistem
monalitik vang dijalankan Crde Baru., Gerakan demokrasi
inilah vang mendorong munculnya pemilu terbuka, dan sejalan
dengan perubahan politik 2o, maka sistem int diperkenalkan
pada Pemilu 1g99g.

Pada Pemilu agoo, bahkan keterlibatan masyarakat
sipil internasional mav pun badan-badan resmi internasional
lainmya juga terlibat di dalam memastikan pamilu yang bersih,
jujur dan adil di Indanesia. Ada lembaga Asian Netwoark for
Free and Foir Election (AMFREL), Carter Center, UNDFP bahkan
lembaga-lembaga hak asasi manusia internasional, selain yang
bersifat lokal seperti KIPP, lembaga-lembaga kampus, NGO
dan tentu saja media massa. Masyarakat sipil dalam dan luar
negeri bahu-rmembahu memantaw setiap tabapan pemilu, juga
turet mendarong kesadaran, pengetahuan serta ketrampilan
masyarakat terhadap detil pemilu. Pada era itu, bukan saja
tingkat partisipasi pemilih sangat tingqgi, dari seqi kualitas
pemilu pun bisa dikatakan sebagai yang terbaik setelah
refarmasi.
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Mamun, anehnya masyarzkat sipil sermakinditinggalkan
di dalam pemily, kecuali tabun 1999, Pelaksanaan pemilu
menjadi semakin birakratik dan domain negara atauv poelitik
formal, sermentara masyarakat sipil hanya menonton di luar
sistern. Kalau pun ada peran, maka peran itw tidak terlampau
signifikan lagi. Banyak aktifis baik dengan latar belakang
pengetahuan pelitik pemilu yang mencukupi maw pun yang
sekedarnya saja, masuk meanjadi penyelenogara pernilu, baik
di tingkat nasional (KPU Masional dan Bawaslu) hingga ke
tingkat paling rendah yakni PPK dan PP5, namun tetap saja
tidak bisa mewakili kekuatan non-state sebagaimana lembaga
pernantau pemilu swasta vang pemah ada. Ini membuktikan
bahwa kekuatan masyarakat sipil sebagai pihak pemantau,
penyeimbang, kekuatan penekan tetap saja dibutuhkan dan
mesii kuat serta tidak tergantikan dengan masukkan arang per
arang dari aktifis masyarakat sipil ke lermbaga farmal pemiie,
baik KPU mau pun Bawaslu.

Kesimpulan

Adih-alih melahirkanperubahanpolitik yangmendorong
kesetarzan palitik, pencapaian agregasi aspirasi politik yang
beragamdan kompleksdilndonesia, menciptakan sistermpalitik
yvang lebih adil, bersih dan memiliki kapabilitas vang memadai
di dalam menjalankan tugas-tugas palitik kenegaraan, yanag
terjadi justru sistem kepartaian dan sistem pemilu kita kian
hari justru semakin kehilangan makna substansial pentingnya.
Partai pemenang silih berganti, kepemimpinan dan indwvidu
wang memenangi pemilu dan memerintah silih barganti, namun
tetap saja oligarki wvang dan kuasa sebagaimana digambarkan
dengan baik oleh Robison dan Hadiz serta leffrey Winters makin
menguat. 01 tingkat lokal biasa disebut sebagai fenomena focal
tozsisen, maha ekononomi-politik atau kartel politik. Mereka
lab wang juga secara nasional menguasai kuasa wang dan kuasa
politik sekaligus di daerah dan juga tingkat nasional. Mereka
berada di balik oligarki partai yang s=lalu diributkan, bahkan

juga di balik kemunculan politik populisme dengan muenculnya
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persan-person pemimpin politik yang kini mulai "menyaingi”
kakuatan oligarki partai. Sekali lagi, politik mereka adalah
untuk kepentingan mereka, bukan untuk rakyast banyak
sebagaimana esensi demokras, sebagaimana pamimpin masa
dapan yang innin dibangun para pendiri bangsa maw pun aktifis
demokrasiyang berjuang beberapadekade Indonesia merdeka.
Belakangan, upaya mereka kian sukses karena ditopang oleh
kekuatan media massa yang juga mereka kuasai.

Aturan-aturan mmau pun kelembagaan kepemiluan
kita tidak cukup mampu menangkap “kejahatan politik” yang
mereka lakukan. Karena ity diperlukan perubahan mendasar
di dalam desain pemily, desain kelemmbagaan serta dibutuhkan
suaty peradilan pemily yang lebih khusws dan mandiri. Ide
mahkamah pemile tidak bisa berdiri sendin, tanpa perubaban
sistamn kepartzian dan kepemiluan kita, maka gagasan
mahkamah pemily akan tetap berada di pusaran kekuoatan
kartal pemilu yvang sudah kadung menguasai politik efectoral
kita. Di situ lah, pentingnya kekuatan masyarakat sipil yang
memang menjadi pianir gerakan perubahan pelitik Indaonesia
sejak era Orde Baru hingga reformasi 1998. Pervbahan ini tidak
mungkin diharapkan datang dan parlemen atau pemerintah
yang sesungguhnya menikmati kondist politik elektaral ini dan
kesulitan mencarn argumen untuk mengubahnya. Oleh karena
inl menyangkut format ketatanegaraan sekaligus, maka vrun
rembug ahli ketatanegaraan dari kampus-kampus terbaik di
Indonesia juga sangat dibutuhkan.
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Analisis Pemilukada zoig: Menuju Pemilu Berintegritas di
Indonesia (Kasus dif Sumatera Barat)

Lince Magriasti*'

Sebagai negara wyang menjunjung tinggi nilai-nilai
demokrasi dalam penyelenggaraan negara, pemily menjadi
salah satu syarat wtama yang harus dilaksanakan secara
kontinu, Sistermn politik demokrasi menempatkan rakyat sebagai
pemegang kekuaszan sehingga kesempatan yang sama bagi
rakyat untuk dipilih dan dalam menentukan pilihan menjadi
indikator penting dalam prinsip demokrasi. Banyak pakar
seperti Huntington, Schmitter dan Karl dan Diamond kemudian
menjadikan hak memilih dan hak dipilih sebagai pambeda
antara sistam politik dermakrasi dengan sistemn pelitik lainnya. >
Kedua hak ini terdapat dalam sebuah proses dan prosedur
vang kemudian dikenal dengan pemilihan vmurm. Dalam
kaitannya dengan demokrasi, Huntington menyatakan bahwa
pemily sebagai syarat utama menuje demokratisasi. Pemilu
yang dimaksud Huntington adalah pamilu yang bersifat format
orosedural dan sebagai instrumen yang menanamkan prinsip-
prinsip kebebasan dzlam berkompetisi dan berpartisipasi untuk
memilih dan dipilih.*

44 Lince Magiasty Dosan lumsan eSSt Mean Fakulas iimo Sosal
Lrlvarsibas Mecan Fadeng

57 Hushiasran Salar Usman, Fercepatzn dan Pedenoatan Cemokrod b Tingkat Lokat
Peimiblan Kupaa Cagrah dalaen Foltk Indaresie, Jakarta, PT Elex Media Kemputindo, 2o0g, hal g,

% ME. Totaktrumni Tianrang, Premlukads Serentak: Fesssuatan Demourasl df Indone==ia,
lakarta Pustcka, Kemzng 201h, Falz3 Separci vang dilcliszan akzh Senbngbon dalom butunya
srelomborg Fotige Damckrativesd
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Ketika hak memilih dan dipilih  dijalankan olsh
rakyat secara bersamaan, tidak tertutup kemungkinan
terjadinys konflik antar berbagai pihak dan memungkinkan
terjadinyz malaprakiik pemily atav tindakan manipulasi
dalam keseluruhan proses penyelenggarazn pemilu yang
bertujuarn untuk kepentingan yang sifatnya persecrangan
danfataw kelompol ssperti partai politic vang terkadang
mengenyampingkan kepentingan urnuom.* Untuk menghindzri
terjadinya konflik dan malapraktik pemilu ini, UMDEF bearsama
Open Scciety Foundation dan TIRI mengkampanyekan 11
prinsip-prinsip pemilu berkeadilan seperti dalam tabel a:

Tabel V.2
Prinsip-prinsip Pemilu Berkeadilan

No |Prinsip.  |Penjelasan

3 Ientergritas Ini merupakan alermen penting yang
didlasari dengan semangat kajujuran
dan akuntabilitas yang menjadi aspek
utarma dalam koseluruhan proses
permilu,

z Partisipasi Suara rakyal harus rlidq'narl rkan,
dihargzi dan diwakil: dengan baik.

1 | Penegakan hukurn Penagakan hukurn barus Legas dalam
I rangka mengukunkan Rgitimasi
| roses derokrasi perecakilan.

p P

& Irnparsial dan Seliap pernilib dan calon-raton wakil
Keacilan rakyat dijamin kzadilan maraka di
| rnata hukum.
g Prafesional e : Peayelenggarzan pemilu
ritansyaratkan pergetahuan teknis

penyrienggars gemilu dan meniliki
kompetensi untuk meanjelaskan
proses terse i,

W Hamian burbaks dbi, inbegqritas Pemily oows: Bajian Fdanggamn, Krkerasan
dan Peirpalihgunaan Lang pads Pemilo 2oay fabkama, Kemitraan Bagl Fernbaharian Taks
Aamerintahan ands, hal1r
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Mo | Prinsip Penjelasan

A Inclependsns Selurub pihak panyelenggara atay
pehak vang memiliki keweanangan
dalarm penyeianggarzan pemsilo

! harus independen yang dijarin dan
| dihargai di mata hwzum,

7 Tr.gnjpnrdn:.i hambuka sermiue informasi AN
relevan tantang proses prerailu.

a8 Tinelinecy FPentingnya kensistensi dalam
percncanaan penyalenggaraan
gamilu.

q Tanpa kekerasan Camua proses pemile harus bebas

| dar unsur kekerasan, intirnidas,
tindiazkan koersi, korupss dan semuia
tindakan wang melanggar aturan
pemilie yang arkaadilan,

10 Rieguiarity permily hares - dilaksanakzn secars
periodik.

a2 Penarimann Hasil pemitu hares diterima (Electanai
Integrity Growg) !

Eumbeor. Ramlan Surbast  dkk, Melegrites  Peonll 2014: Moo
Felanggaran, Kekernsan dan Penpelehgunean Uang prda Femly 2oag
[Kenmitraan Bagi Pernbafaruan Tata Peamerintahan 20140 29-30.

Prinsip-prinsip pemilu di atas kemudian oleh Indoneasia
dalam UUD 1045 menetapkan enam prinsip pemilu yang
disingkat dengan Luber-lurdil (Langsung, Umurm, Bebas,
Rahasia, Jujur dan Adil). Dalam perkambangan berikutnya
prinsip penyelenggaraan pemilu di Indonesia  khususnya
pada palaksanzan pemilukada ditetapkan bertujuan dalam
mewujudkan pemily  yang berintegritas, Pemile  yang
berintegritas adalah penyelenggaraan pemilu yang didasarkan
pada prinsip-prinsip demokrasi (dimaksudkan sebagai bentuk
pengzkuan atas hak kebebasan memilih yang sifatnya
universal) dan kesetaraan politik sesuai dengan standar
perjanjian internasianal, profesional dan tidak mermhak serta
meneraplkan prinsip transparansi mulai dari persiapan hingga
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administrasi selurvh siklus pelaksanaan pemilu.** Penerapan
pemilu yang berintegritas khususnya padzs penyelenggaraan
permilukada ini mulai terlibat ketika masa Pemerintahan SBY
yang terungkap dalam beberapa ketentuan pads Perppu
Momara Tahun 2o01g, sepearti;**

1] Pasal1iangka 2, Pasal3ayat(2), Pasal 5 ayat (3) huruf b,
dan Pasal 7 hurut d. Hal ini ditunjukkan dengan adanya
upi publik dari calon kepada daerah supaya terhindar
dari calon yang integritasnya buruk dan kermampuan
vang randah;

2] Paszal 6o, dengan adanyz pembatasan kampanys
terbuka untuk manghemat biaya dan menghindari
terjadinya konflik harizontal;

3) Pasal 7476 tentang pengaturan akuniabilitas
penggunaan dana kampanye;

dy  Fasal 47 tentang larangan politik uang dan biaya sewa
parpal pengusung yang berdampak pada tindakan
penyalahgunaan wewenang;

5} Pasal 68 huruf ¢ tentang larangan kampanye hitam
vang dapat menimbulkan konflik horizantal;

6] Pasal 7o tentang larangan pelibatan aparat hirokrasi
vang menyababkan pemilukada tidak netral.

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas merupakan
beberapa syarat yang mengacu pada pelaksanaan pemilu yang
berintegritas sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Felaksanazn pemilukada di Indonesia telah mengalami
beberapa perubahan pala pemilihan, sebelum refarmas: kepala
daerah ditunjuk aleh Permenintah pusat kemudian dipilih aleh

4% bhthtar Lermer, "Meznakar Kudlitas Pomiukada: Mapsirobborkan Setoah Bonooata
Aolinik wang Esentegrites” dalem Jornzl Eria 2 Palilk Vol 3 Mo 7 Agpostus 2oie, DEFF
Iakaimn, 2od g, Halas,

&4 IBid, a=.
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anggota DPRD namun perubahan pasca reformasi dilaksanakan
dengan rakyat wmemilih  langsung kepalz Daerahnya
(dikenal dengan Pemilukadasung kemudian pemilukadal.
Penyelenggaraan pemilukada secara fangsung di Indonesia
dilaksanakan pertama kali pada luni zoog, kemudian muncul
wacana untuk penyelenggaraan pemilukada secara serentak
vang mulai dilaksanakan pada g Dessmber 2015, Pemilukada
serentak zoag lalu mervpakan periode pertama dar enam
perinde yang akan dilalui menuju pelaksanaan permluokada
serentak secara nasional pada 2027 di Indonesia. Pelaksanaan
pertarma yang dilakukan secara serentak dan meninggalkan
banyak pelanggaran menjadi ajang pembelsjaran yang
berharga ketika tujuannya ke depan adalah peningkatan
kualitas penyelenggaraan pemilukads yang berintegritas,
pemilukada serentak pada o Desember zoig yang ditakukan
di 269 wilayah di Indonesia terdiri atas o provinsi, 36 kota dan
224 kabupaten. Selain itu, pelaksanaan pemilukada tersebut
juga menyisakan g daerah yang mengalami penundaan yaite
Praovinsi Kalimantan Tengah, Kota Manada, Kota Pematang
Siantar, Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Fakfak dengan
jumlah penyelenggara pemilukada mulai dari pusat hingga di
TPS sehanyak 2.6312.86g arang-*7

Penyelenggarzan pemilukada  yang dilaksanakan
serentalk pada Desember 2015 di 265 wilayah di Indonesia
tersebut meninggalkan permasalahan. Hal ini tedihat semenjak
tahapan permilukada mulai bergulic pada bulan April 201g
dengan pembentukan FPE, PPS dan KPP5. Pada saat tahapan
dimulai pada bulan luni zoag, pengaduan ke DKPF khususnya
dugaan pelanggaran kode stik penyelenggara pemile mulai
bertarnbah, seperti dapat dilihat pada tabel berikut:

o7 OEF= Cutlook zoas- Relleksi B Frayeksd | DEFP R Jakarts, seady Hal bg4-55.
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Tabel v.a
Pengaduvan Dalam Rangka Tahapan Pamilukada Tahun 2025

Bulan. . }iun hiE Agsin Sept - [Okt | Mew s Juwrdah
Fengaduan - _

Pemilukada e & A6 Fi 47 L1 #E 247
Fersentase 2% Z.24% 15 635 : ay Loy 1203w | tAA0% | th.84% | 100

sumber: Data diolah oleh Sekreterizt Bire Admiinistrasi DEPP par =9
Desember acas, Lihat DEPF, Outlook 2016: Bofieksi & Proyeks (DK PF Bl 2036)

&5-

Daritabeal 2 diatasdiketzhui bahwa hingga 28 Desember
2015, pengaduan pelanggaran kode etik yang dilakukan
penyelenggara pemilu berjurmlah 247 pengaduan dengan
penyelenggara pemilu yang menjaditeradu sebanyak 385 orang
yang berasal dari jajaran KPLU dan Bawaslu, Dari z6g wilayah
yang msalaksanakan pemilukada, terdapat 2o pravinsi yang
mengadukan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara
pemilu. g provinsi dengan pengaduan terbanyak yaitu Provinsi
Sumatera Ltara sebanyak sc pengaduan (18.22%), Provinsi
lawa Timur 28 pengaduan {11.34%), Provinsi Papua dan
Provinsi Sumatera Barat sebanyzk 13 pengaduan {g.za84)
dan Provinsi Papua Barat sebanyak 12 pengaduan (4. 86%:).
Fengaduan pelanggaran berasal dari unsur penyelenggars
pemilu sendiri, pesarta pemilu, tim kampanye, masyarakat)
pemilih dan parpol, dengan pengaduan paling banyak barasal
dari masyarakat/pemilih.=

Sermentaraitu, dari 385 teradu, 24 teradu diberhentikan
tetap, 4 teradu diberhentikan sementara, go teradu mendapat
peringatan, g teradu dengan ketetapzn dan 258 teradu
direhabilitasi nama baiknya ** Sumatera Barat sebagai salah
satu dari lima provinsi dengan pengaduan pelanggaraan

&8 kil bral g7, go-c1,

&9 I Halaog-110
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terbanyak yaituw 13 pengaduan berbanding lurus dengan jumilah
teradu sebanyak 25 orang (22%) dan merupakan provins ketiga
dengan jumlah teradu terbanyak setelah Provins: Kalimantan
Earat dengan 127 teradu (54%0) dan Provinsi Surmatera Utara
dengan &1 teradu (17%). Dari 25 teradu dalarm pelanggaran
pemilukada di Sumbar, teradue yang mendapatkan putusan
diberhentikan tetap sebanyak 3 teradu, § teradu dengan
peringatan dan 17 teradu direhabilitasi. Kondisi di atas
menunjukkan bahwa indikasi pelanggaran penyelenggaraan
pemilukada tahun 2015 tidak sepenuhnya menjadi tanggung
jawab dari penyelenggara pemilu. Prinsip berintegritas dalam
penyelenggaraan  pemilu  tidzk hanya berkaitan dengan
integritas dari penyelenggara pemilu, namun juga seluruh
stakehiolder yang berhubungan dengan penyelenggaraan
pemilukada seperti parpof, peserta pemilukada dan tim sukses,
serta masyarakat sebagai pemilih. Hal ini menjadi pertanyaan
ketika dilihat dari hasil putusan DEPP untuk Surnbar misalnys,
terdapat 8 teradu yang mendapat putusan, semeniara 17
teradu lainnya direhabilitasi nama baiknya karena dianggap
tidak melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu,
Pertanyaan dari kandisi ini adalah siapa saja yang terlingkup
dalam penegakan kode etik penyelenggaraan pemilukada
tahun 2oag? Berikutnya bagaimanakah sesungguhnya
inteqritas pelaksanaan Pemilukadza serentak tzhun 2025 di
Indonesia secara vmum dan Provinsi Sumbar khususnya?
Pertanyaan tersebut penting untuk dicarikan jawabannya quna
mewujudkan penyelenggarasan pemilukada yang berintegritas,

Penelitian yang dimaksudkan di sini adalah upaya
pencarian guna mermecahkan masalah dan mendapatkan
salusi perbaikan. Tulisan ini menggunakan metocde penelitian
kuzlitztif, di mana adanya vpays untuek mengetahui secara
cermat tentang pelaksanzan pemilukada tahun zo15 dengan
kasus-kasus yang dibatasi aleh waktu. Dalam hal ini yang
menjadi substansi yang dicermati adalah penyelenggaraan
pemilvkada tahun 2015 dan penegakan kode etik. Selain
menganalisa secara umum tentang penyelenggaraan
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pemilukada tahun 215 di Indonesia, tulisan ini membahas
secara khusus pelaksanaan pemilukada serentak tahun zoag di
Sumbar.

Teknik pengurmpulan data dalam penulisan ini dilakukan
dengan cara mencan sumber datz sekunder, seperti data
pemilih dan partisipasi pemilih, jumlah perzlehan suvara calon
kepala dzerah di Sumbar yvano dapat diperaleh melalui situs
KFU Provinsi Sumbar. Selain itu juga dilakukan pengumpulan
data melalu literatur atau referensi buku, jurnal dan dekumen
wamg berkaitan dengan permasalahan yvang dibahas dalam
tulisan ini. Pengumpulan data ini dapat dilihat pada tabel
berikut;

Tabel IV, 3
Teknik Pengurmipulan Data

| Teknik . !
Pengumpulan Data

denis Data. SumberData

Perolehan suara
Pemilihan Calon
Kepala Daerah
se-Sumbar pada
pemilukada tahun
2o1g; dan OPFT

Buku, jurnal, dan
sekunder | tulisan ataupun
berita yang

| diunggah dari
Literatur website yang
berkaitan dengan
penyelenggaraan
pemilukada tahun
2015 ,

Ciokumen
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Analisis dan Pembahasan
1. Integritas pemilukada Serentak Tahun 2015

Penyelenggaraan pemilukada serentak yvang pertama
kali dilaksanakan di Indanasia pada g Desember zoags menjadi
model pembelajaran bagi pelaksanaannya ke depan, jadi wajar
ketika banyak pihak kernudianmenganalisanya dengan meancari
kelebihan dan kekurangan dari pelaksamaan pemilukada
tersebut. Ketika tujuan pelaksanaan pemilukada adalah
mewujudkan pemilukada yang berintegritas, peru ditelusuri
lebih jauh secara hakikat hukum yang telah ditetapkan dalam
memayungi penyelenggaraan pemilukada tahun 2015, Tujuan
awal pada masa rezim SBY yang mengisyaratkan pemilukada
berintegritas yang tertuang dalam Perppu Mamor 2 Tahun
2014 yang kermudian ditetapkan dalam UL No. 1 Tahun 2015,
konsepnya menjadi berubah dalam UL Mo, 8 Tahun 2015 yang
merupakan revisi dari UU Mo, 2 Tahun zoag. Seperli yang
disampaikan dalam |latar belakang tulisan ini, beberapa konsep
pemily berintagritas yang tertoang dalam Perppue Mo. 2 Tahun
201y dan UL Mo, 2 Tahun zoag dihapuskan dalam UU Ma. B
Tzhun zo1g. Beberapa hal yang dihapuskan tersebut antara
T

Pertama, syarat uji publik. Paolitisi DPR beranggapan
bahwa tahapan uji publik tidak diperlukan karena merupakan
wawenang partai ketika proses penjaringan calon kepala
daerah. Kedua, syarat dukungan uvntok calon independen
dinaikkan dari minimal 3% menjadi &,5%-10% dari jumlah
penduduk. Ketiga, syarat pengajuan dari partai atau gabungan
partai menjadi 20% kursi di DPR-atau 26% suara pada pemilu,
Keempat, adanya syarat untuk mengikuti pemilvkada serentak
dan sanksi bagi calan yang mengundurkan diri. Bagi PHNS yang
mengikuti pemilukada diharuskan untuk mengundurkan diFi
dari PM5S. Aturan ini dianggap ielah merampas hak PR5S untuk

(o] Futhtar Sarman, Op.Cil 36-15 Beborepa rovedd larnve dapat dhiae Tahja Komeda,
Fohkk ko Peralozacls Saventak, Exoeoss, Iovamts, 1015, Flee ag-53
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maju dalam pemilukada. Kelima, adanya Pasal 7 huruf r yang
dianggap sebagat pembenaran atas politik dinasti tentang
hubungan calon dengan petahana.

Eeberapa konsep di atas, oleh banyak pihak kemudian
dianggap merusak makna pemilukada berintegritas yang
menjadi tujuan dari penyelenggaraan pemilokada serentak
zo15 lalu, sehingga pemilvkada 201t tidak dapat dikatakan
telah memenuhi prinsip integritas dalam penyelenggaraan
pemilu secara umun.

Selain perscalan di atas, penyelenggarzan Pemilu
Gubernur dan Walikota/Bupati vang difakukan secara sereniak
pun menimbulkan banyak perdebatan. Di satu sisi, pendapat
yvang pro atas pelaksanaan pemilukada sersntzk. Beberapa
pendapat seperti yang dituliskan eleh MB. Zubakhrurn
Tjenreng= dalam bukunya, bahwa sistern pemilu serentak
berpengarvh besar terhadap perilzku pemilih beserta hasil
pemilu itu sendiri. Ada dua argemen utama di mana tingkat
kehadiran pemilih meningkat di TPS, pertama, meningkatnya
kompetisi disebabkan oleh digabungkannya beberapa permilu
cecara serentak akan meningkatkan pemberitaan madia hingga
berdampak pada peningkatan kesadaran dan pengetabuan
pemilih tentang pelaksanaan pemilu. ¥edua, berkaitan dengan
biaya yang haruvs dikeluarkan pemilik untoke ke TPS yvang
menjadi berkurang dikarenakan pelaksanaan pemily yang
dilakukan secara serentak dibandingkan jika terpisah-pisah.

Dua argumen uvtama wyang disampaikan MB.
Zubakhrum Tjenreng di atas terbantahkan jika dilihat data
partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pemilukada serentak
tahiun 2025 lalu. Tingkat partisipasi pemilik yang dicanangkan
¥FU sebesar 77,5 tidak terpenuhi, bahkan di Kota Medan
Sumatera Utara partisipasi pemilih hanya mancapai 26,88%.
Kandisi ini menjadi menarik katika dilihat minimnya partisipasi

51 MEB. Zubzkhrm Tierrers, Opinab
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pemilih justru jumlah pengaduan pelanggaran pemilukada
2015 terhitung tinggi. Hal ini seperti di Sumut yang merupakan
provins yang paling banyak pengaduan pelanggarannya justru
partisipasi pemilih seperti di Kota Medan minim. Demikian juga
Pravinsi Jawa Timur yang mearupakan provinsi kedua dengan
pengaduan terbanyak namun tiga kabupatenfkota di Jawa
Tirnur menjadi tiga wilayah dangan tingkat partisipasi pamilib
rendah ssperti Kota Surabaya dengan partizipasi perilib
5z2,28%, Kabupaten Jember partisipasi pemilihnya hanya
gz2,25% dan Kabupaten Tuban hanya gz, 2£%0.

Selain itu, pendapat yang kontra atas pelaksznaan
pemilukada serentak pun tidak sedikit. Ketuaz DEPF, Jimly
Asshiddigie, menyampaikan dalam Kuliah Umum di Universitas
Brawijaya bahwa "pemilukada serentak kurang pas terhadap
mekanisme UUD 1945 Fasal 22E. Dalarm memperkuat sistem
Pemerintahan presidensiil yvang dianut Indonesia, idezlnya
pemilu eksekutif dan legislatif yang dilakukan secara serentak
bukannya pemilihan eksekutit dengan eksekutif".*! Ini berarti
pemilu presiden yang dilakukan serentak dengan Pemilu DPRE
dan DPD, Peamilu Gubernur dengan DPRD dan Pemilu Bupati/
wali kota dengan DFRD, sehingga penyelenggaraan Pemilu
dilakukan dalam tiga kali pemilihan. Hal ini dimaksudkan agar
pemilihan eksekutif fidak bergantung pada persyaratan hasil
Pemilu legislatif,

Pendapat kontra juga disampaikan Mukhtar Sarmans
bahwa pemilukada serentak mengandung masalah baru yang
dapat dilihat pada tiga perkara, yaitu: pertama, pemilukada
sorentak akan menimbulkan konsekuensi tata Pemerintahan
vang romit. Hal ini berkaitan dengan berakhirnya masa
jabatan kepala daerah berimbas pada penunjukkan pejabat

F ¥ Cripres nlelr chari Wadzl C1 vang diokh KPU R kabks clate meandh 2,43,

53 Fatpefivesis depp.gaddiindex phpfasdatdbecilafaf= i BE dizkses pada kznggd 21

i S

i Wukhear Sermen, Gp.Cit 315
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pelaksana tugas yang terkadang rangkap jabatan sehingoga
integritas pejabat wang bersangkutan pun dipertanyvakan.
Medua, sengketa pemilukada vang terjadi serentak di beberapa
wilayah akan mengakibatkan menurnpuknya tugas Mahkamah
Konstitusi untuk menangani perkarz apalagi adanya tenggat
waktu dalam penyelasaian perkara tersebut. Ketiga, jika pemilu
dilaksanakan dalam satu hari untuk seluruh Indonesia, yang
menjadi pertanyaan berikut adalah bueat apa diadakanmya KPU
dan Bawashe tingkat provinsi di seluruh Indenesia jika kerjanya
hanya untuk proses sats har pemilihan. Hal inilah vang
kemudian meragukan prinsip integritas pemilukada.

Terlepas dari penilaian atas pemilukada benntegritas
di atas, dalam penyelenggaraan pemilukada tahun zozg lalu
mermiliki titik rawan terjadinya konflik, seperti;»

1) Masalah kesalahan dalam akurasi daftar pemilih tetap,

2) Masalah dalam pengounaan anggaran dan fasilitas
negara terutama oleh incumbent,

3] Praktik karmpanye negatif,

4) Masalah netralitas bagi PMS,

5) Praktik politik uang,

B) Mencuristart kampanve,

71 Manipulasi hasil perhitungan suara.
8} Terbatasnya jurniah saksi-saksi,

9} Keberpihzakan KPU dan atau Bawaslu kepada salah satu
calon, sertz

10] Sesialisasi Pemerintah dan KPU vang belum maksimal,

gE RFahimat =& lpitn FAE dan So Sl Permtlusasds: Panpn Epfona, Biskin Makea,
Eectapy, Jakarn, zoLs, Hal 38,
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Dan beberapa konflik pemilukada di atas, dapat dilihat
bahwa persoalan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilukada
tidalke hanya dilakukan oleh penyelenggara pemile sepert
KPLU dan Bawaslu. Pelanggaran juga dapat dilakukan ocleh
peserta pemilukada sendiri baik yang barve mencalonkan diri
atau incumbent, partai pengusung dan tim kampanye ataupun
oleh masyarakatipemilih. Namun dari falkta penyelenggaraan
pemilukada tahun zoag lalu, penyelenggara pemilu dalam hal
irm K.PU dan Bawaslu menjadi sasaran pengaduan pelanggaran
permilu yvang dillaparkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilu {DKFP) dan tidak ada ruang khusus untuk melaporkan
pelanggaran yang dilakukan cleh pihak diluar penyelenggara
pemilu. Seperti yang dapat dilihat pada tabel 2, dari 247
pengaduan permilukada vang dilaparkan ke DEPF terdapat 385
taradu yang terdiri darn jajaran KPU dan Bawaslu yang dapat
dilihat pada tabal berikut:

Tabel IV, 4
Perbandingan Teradw pada Perkara pemilukada Serentak Tahun 2025

tembaga | Rehab | Peringatan | Pember | Pember. | Xete | Sumniah
penyelengoars iR ~{ hentian ihm_ﬁ_aﬂ.. Yapan | Teradu
= ' ] E-Frwm.t.i!m-iﬁﬁw S| [ earangy
Jajaran KPU _I_zg,-:l 5g | 3 ag o 311
Jajaran BEawacsly i 2B 3k ' 1 q [ il
Tatal { =58 50 | 4 1L 9 385

o | 67,00% | 23,26% | 104 6,23% | 2,94% | 100%

Gumber: DKPF Gutlank aoz b Refleks & Proyeesi (OK PP Bl 2028) 2aa.

Dari tabel & di atas diketahui bahwa 311 teradu atau
31% berasal dari jajaran KEPLU dan 74 teradu {10%) dari jgjaran
Bawaslu, Mamun demikian, dari data di atas dapat dilihat
bahwa penyelenggara pemile yang dinyatakan barzsalah
baik dengan putusan pemberhentian tetap, sementara,
peringatan ataupun ketetapan sebesar 32,99% (127 teradu)
cementara yang tidak bersalah dirghabilitasi nama baiknya
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sebesar 67,01% (258 teradu). Hal tersebut menunjukkan bahwa
pelanggaran pemilukada tidzk semata karena faktor kesalzahan
vang dilakukan aleh penyelenggara pemilu namun pihak di luar
penyelenggara pemnilu juga memiliki andil dalam pelanggaran
yang ferjadi pada pernilukada 2015, Akan tetapi, hal tersebul
tidak dapat dijangkav cleh DEFPP atau pihak lain yang
menyidanglkan kasus pelanggaran kode etik permilukada. Pada
akhirnya penegakan kede etik penyelenggaraan pemilukada
berintegritas tidak dapat tercapai pada pemilukada serentak
tahun zoag lalu.

2. pemilvkada Serentak Tahun 2015 di Sumbar

Surmatera Barat merupakan salah satu provinst yang
rmenyelenggarakan pemilukada serentak tahun 2015 bersama B
provinsi lainnya. Selain pemilihan Gubernur, z kota (Kota Solok
dan Kota Bukittinggi)l dan 11 kabupaten (Kabupaten Pesisir
Selatan, Kabupaten Solck, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten
Tanah Datar, Kabupaten Padang Fariaman, Kabupatan Agam,
K.abupaten Lima Puluh Kota, Kabupaien Pasaman, Kabupaten
Dharmasrayva, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten
Pasaman Barat) di Sumbar juga melaksanakan pemilukada
serentak tersebut. Pada penyelenggaraan Pemilukada tahun
2a15 lalu di 14 wilayah yvang menvelengoarakan pemilukada
di Sumbar, partisipasi pemilih tergelong rendah. Partisipasi
pemilih di ¢ wilayah Sumbar vang menyelenggarakan
pemilukada 2015 lalu berada pada kisaran rata-rata go-7a%.
Lebih lengkap dapat dilihat pada tabal berikut ini:
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Tabel 1V, g
Partisipasi Pemilih pada pemilukada Serentak Tahun 2ous di 1y Wilayah
Surnbar
| Mo | Prowinsif - | lumidah | OPT % DFT dasi | Partsipasl | Partiipasi |
e N repdaduk ! Jumbah | Pemilih - | Pemiiihis) |
Kabupaten/ | el ==
Haota I :
1 Frowinsi 5350418 | 3296530 | Ha.6E 2.079NE2 | 5H.65%
Surnnbera f
Daral : =
2 Kahupaten | £13.462 | 310.576 FlLSH 205,202 G4 SRS
Eginir
Salznan
2 Kabupat=n I71.804 rdrdr i T EH% 155 505 E5.3E%
Zalghk !
4 Kabupaten | 230.a0 147,346 e 43.599 = REE T
! Sijursang
g Kabupaien JE2.030 67260 | TREIH 142068 55.3vH
lmnah Cata
b Kanupaler) AS3.053 176.0657 | 60.25% 150.521 53.BL%
Fzddang
Eonarnan
. #abupat=n 518,044 IFD A G4.04% 123.LE1 R
Agam
F Kakupater ZHE.A50 FEZ 020 r1.93% 161 341 7 W= i
Lirna Pufah I
Eria 1
= Kabupatiern 313707 ISr.148F i 549.54%, 133 047 T
Fa s
10 Kshupaten | 201,455 133,502 | BEATH 99.73% T2.90%
11 Kabupalen E748.885 1113151 B3O TeRLIL BT 4h%
Zolak
Tefanan
i . Eahwpaban 424 5846 25536 Ca.4l 160.550 &2, 03%
Fazarman |
| Rarat
13 Kota Sclok | BA.416 44870 =E R L 52,452 | 7a1s
14 Ko 113407 FEALE G, 155, 43,518 | semaes
Eukittinggl
Curmilbier: Papnulis alah clari e L-uu-ﬁg!E-I;an":.'-:!-'.'.gl_:l.icl.lirld-;-ﬁ.
phpopticrecen contentdview=aticlofic«qs1fllarmid=218 diakses
wanggzl ag Mei 2016, Formulic Madel DE2-KWE, dan wwee kpu-sumbargngs,
ge.idfindsx.phg#option=gom contentBviewsgricle fid-g3 2 lremid=ayy

diaksas tanggal 12 luni 2016
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Cari tabal ¢ ada beberapa hal yang dapat dilihat
selain partisipasi pemilih. lika dilihat partisipasi pemilih di 1&
wilayah Sumbar yang menyelenggarakan Pemilukada tahun
2015 hanya dua wilayah dengan partisipasi pemilib di atas 700
yaitu Kabupaten Dharmasraya dengan 72,90% dan Kota Solok
sebesar 70,41%. Sementara s daerah dangan partisipasi pemilik
antara Bo-7ol yaitu Kabupaten Pasaman Bg,76%, Kabupatzn
Solok Selastan &7,6c%:, Kabupaten Pesisir Selatan 6,550,
Kabupaten Fasaman Barat 6z.92% dan Kabupaten Lima Puluhk
Kota 6o,g98%. Selain itu ada 7 wilayah dengan partisipasi
pemilih antara go-60l yaitu Kabupaten Sijunjung £8,93%,
Kota Bukittinggi 58,86%, Provinsi Sumbar 58,65%, Kabupaten
Sclok 55,36%, Kabupaten Tanah Datar gg,32%, Kabupaten
Agam gg,c7M, dan Kabupaten Padang Pariaman g3,86%, Jika
dilihat secarz keseluruhan, rata-rata partisipasi permilih di 13
kabupatenkata di luar pemilu Gubernur adalah 62,0804,

Mamundilihatdaridatapadatabel gdiatas menunjekkan
bahwa persentase ratz-rata penduduk yang tercatat sebagai
pemilih tetap di 14 wilayzh berada pada kisaran Sa-7ob4, di
mana Kabupaten Tanah Datar yang terbanvak penduduknya
menjadi pemilih tetap yaite 267,280 jiwa dari 362,030 jiwa atau
73,82%, sedangkan Kabupaten Pasaman Barat yang tersedikit
pemilih tetapnya vaitu 248.536 jiwa dari 424.846 jiwa atau
58,50%, lika diperhatikan lebih seksarma, partisipasi pemilih
dari jurnlah penduduk keseluruhan akan menjadi persentass
ketarwakilan kepala daerah terhadap penduduk, maksudnya
adalah persentase keterwakilan kepala dasrah menjadi sedikit
terhadap keseluruhan jurnlah penduduk apalagi persentase
keterwakilan kepala daerzh terpilik.

Kandisi tersebut penting wntuk diperhatikan ketika
pemifukada dilakukan secara langsung maka ada dua hubungan
vang akan terbentuk dan perlu diperhatikan vntuk kemenangan
calan kepala daerah yaitu pertama, hubungan langsung
antara calon kepala daerah dengan rakyat sebagai pemilih,
dan kedua hubungan tim sukses dan partai pengusung calon
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kepala dasrah dengan pemilih. Ini- berarti jumilah penduduk
keselurvhan dan vang kemwudian tercatat sebagai pemilib
retap menjadi penting suvaranya bagi keterpilihan calan kepala
daerah. Hal ini sekaligus sebagai bentuk legitimasi kekuasaan
vang diberikan rakyat kepada calon kepala daerah yang akan
dipilih demi kebherlangsungan jalannya Pemerintahan ataupun
keterpilihan kepala dasrah pads periode berikutnya. Fersentase
keterwakilan kepala dasrah terpilih di 14 wilayah Sumbar yang
menyelenggarakan Pemilukada serentak tahun 2016 lalu dapat
dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1V. &
Persentase Ketarwakilan Kepala Daerah Terpilih Terhadap Jumlah
Pandudulk
pada pemilukada Serentak Tahun 20ag di Sumatera Barat

No | Mama | Pasangan | Jum Por - | %Per. I %Ee
- Pravinsif | Kepala. | ah'Pe = | obehan | olshan® | terwa- |
Eabupatenf | Daerah ) ndu {suara - | Sussa | kilan
Kota | Forpleh i - | S e | FASE Y e
; - | iNomor T o oy ~ | Templlik
1 4 e fiiru) A e iy

1 | Bray Sumalera | Praf, O naxd 4% | #175.858 | 58.63% | 11.41%
Harwt L H. Irwan
Hrargitnio,
Pl R %50
dar

Ors. H.
Masrul okit
LE]

2 Kak. MPeslsr Hendrajur 513 457 I H1.3209 qET1x § 17.75%
Selatan SH, rdkt dan |
Ces. Busma
Tl Srsr, |

s pd X

| £ah. Sclok . Gusmal, IT1.A04 ES. 300 45245 | I5.55%
=z saka dan
LG Tes|

| Huzdin, 5H
111

L




ID&[

Reformmulas Sslem Peoegakoan Kode ok Panyvslsnogang Paimidy

kab. Spunjung

Ors. e

Yiusair arilic |

Oe, Ind
Maraje dan

H. Arrraal

Bay, 5H 7]

30540

37.154

41.38%

16149%

Kab. Tanzh
Datar

Oirs. H.
Irdiransyah
Tarmizi dam
Fuldatri
Darmm= (1)

Anl.NEn

53.557

| 37.67%

1.5 |

L

Kabk. Padang
Fariaman

Qra, H. aAli
FMukhni dan

Sdihatyi g,

B3R
#ufiah (1}

A58 083

84157

I Sk B

19,245,

Eah. Agam

i«. H. Indr=
Catr, MEIP
Ot Pdalakn
Pdan Putiah
dan

- Irinca
Farhan
Coblris, =T,
T (2}

R

254104,

15.165%

Eak. Lims
Fiilah Kok

Ir; Irfemss
arhi, MF
oan

F=rizsl
R,
550k 1)

50733

| 32725

14,555

Eak. Peszman

st Luhis
dan

Blns

L Pralara |21

3iZ.20%

o5.624

Z21.1I13%,

1a

K0,
Canar masraya

Zutan Alska
Tidariku
K=mjzan.

53k cam-H.
Aamrieal o
Faja MMedan,
E.Su=dl)

§ 2. 455

£1.855

an. e
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H. Muni
Eah. Solok TS : i & i
11 | =caztan LTL U5 AT L 50.33% | 21.63% |
2 H, Ahiuil
RFabiman {11 I

1 firs. H,
Spahiean,
Kab. Parsaman IR Ean

12 Barat 424,845 B 551 FRaAR | 14.25%

Yuliants,
SH 3] |

13 Kok Sclak H. Fidl Eifian 54.41h 14547 dG. 835 | 23.11%
C=. Tiansu,
SH, RS

[ =T

Arinicr

. Entan
Batualy, 5T,
KikA |10
14 | xota M. Ramlan | 212807 | 17ema | 4ledaw | 15.76% |
Auidthngsl Hurmmatizs,
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:anggnl 15 Bei 20ah:

Ada beberapa catatan yvang dapat diambil dari tabel &
di atas, pertama, persentase keterwakilan kepala daerahterpilih
terhadap jumlah penduoduk keselervhan di masing-rnasing
dasrah akan mempengaruhi legitimasi kekuasaan dari kepala
dasrah Lerpilih. Persentase keterwakilan kepala daerah terpilih
di 14 wilayah Sumbar yvang menyelenggarakan Pernilukada
tahun 2025 secara umum berada pada kizaran di bawah 20%,
hanya di Kabupaten Dharmasrays pasangan kepala daerah
terpilih, Sutan Riska Tuanku Kerajzan, SE dan H. Amrizal Dt
Rajo Medan, 5.505, dengan persentase keterwakilan di atas
0%, Kedua, dari 14 pasangan kepala dagrah terpilih terdapat
& orang yang rmerupakan incumbent baik incumbent kepala
dasrah maupun incumbent wakil kepala daerah yang tarpilib
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menjadi kepela daerah, selain itv ada pula z kepala dzerah
terpilihyang meruvpakanmantan kepala daerah. & kepala daerah
vang mervpakan sncumbent yaitu Prof, Dr. H. lrvan Prayitne,
Fsi, M.5c yang terpilih kembali menjadi Gubernur Provins:
Sumbar sedangkan Wakil Gubernur terpilib, Drs. H. Masmul Abit
mervpakan mantan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, Drs. H.
Yuswir Arifin Dt Inde Marajo (Bupsti Kzbupaten Sijunjung],
Drs. H. Ali Mukhni (Bupati Kabupaten Padang Pariaman), Ir,
H. Indra Catri, M5P Dt Malako Man Putiah (Bupati Kabupaten
Adgam), H. Muzni £akaria (Bupati Kabupaten Saolok Selatan)
dan Dirs. M. Irdinansyash Tarmizi (Bupati Kabupaten Tanah Datar
terpilih yang sebelumnya mearupakan Wakil Bupatil. Sementara
z mantankepala daerah vang terpilih kembali pada Permilukada
tahun zoag lalu yaitu Yusuf Lubis (Kabupatan Pasaman) dan
Drs. H. Syahiran, MM (Kabupaten Pasaman Barat).

Lekih lanjut, rendahnya partisipasi pemilih  dan
persentase keterwakilan kepala daerah terpilibh di atas pada
dasarmmya dipengaruhi minimal oleh tiga faktor. Faktor
pertama, kurangnya sosialisasi KPU. Sasialisasi KPU dalam
penyalenggaraan pemilu sangat penting untuk menambah
pengetahuan dan minat pemilih untuk menggunakan hak
pilihrrya. Mamun hal ini tidak dapat dibarapkan maksimal
karena masa kerja KPU untuk penyelenggaraan satu pamilu
mulai daritahapan persiapan hingga selesai terbatas dan belum
lagi tugas KPU yang tidak hanya saty pemilu seperti pemilu
legislatif, pemilu presiden hinggas pemilvkada. Contohnya
untuk peryelenggaraan pemilukada 201g laly, tahapan mulai
dilaksanakan April 2015 dengan permbentukan PPE, PPS
dan KPPS hingga pelaksanaan pemilukada pada Desember
zoag, jefas merupakan waktu yang singkat bagi KPLU uniuk
melakukan sosialisasi penyelenggaraan pemilukada termasuk
dalam mensesalisasikan calon kepala daerah yang akan
berpartisipasi.

Faktor kedua, calon kepalz sendiri, Minimnya sosialisasi
dan gebrakan yang dilakukan calon kepalz daerzh sangat besar
mempengaruhi tingkat keterpilihannya di pemilukada, justru
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peluang besar sebenamya dimiliki oleh incombent dengan
menunjukkan kapabilitas yvang mengedepankan program-
program pro rakyat pada masa Pemerintahannya sebelurmnya.
Marmun kenyataannya hal tersebut tidak dimanfaztkan secara
rmaksimal khususnya oleh incumbent dalarm manarik pamilib
untuk datang menggunakan hak pilih mereka, ini dibuktikan
dengan tidak signifikannya pemilih menggunakan hak pilik
mereka dan peralehan svara vang didapat calon kepala daerah
khususnya /ncumbent serta persentase keterwakilan kepazla
daerah terpilih. Faktor ketige, tim sukses dan partai pengusung.
Selain faktor kepala daerah sendini, mekanisme yang dijalankan
aleh tirm sukses dan partai pengusung untuk mameanangkan
calon mereka juga sangat penting, Saosialisasi dan pendidikan
politik yang dilakykan oleh tim sukses dan partai pengusung
calonakanefektifjikadilakukanjauhsebelumproses pemilukada
dilaksanakan, namun tidak akan efektif ketika mesin politik
calon peserta pemilukada tidak berjalan maksimal apalagi baru
dilakukan menjelang pemilukada. Akan lekih maksimal hasil
vang didapat ketika partai telah manentukan calon yang akan
dimajukan sebagai calon kepala daerah minimal dua tahun
sebelum penyelenggaraan pemilukada dan membentulk serta
rmenjalankan tugas permeanangan oleh tim sukses,

Tiga faktor di atas selain berkorelasi dengan partisipasi
pemilih, perolehan suUara dan keterwakilan  kepala
dzerah terpilih, juga akan memberikan pengaruh terhadap
peryelenggaraan pemilukada  fermasuk  pelangoaran.
oemilukada vyang berintegritas  yang menjadi  tujuan
penvelenggaraan pemilu memerlukan kerjasama  berbagai
stakeholder didalamnya baik penyelenggara pemilu seperti KPL
dan Bawaslu, peserta pemilu, tim sukses dan partai pengusung
maupun masyarakat sebacai pemilih. Ite berarti pelanggaran
pemilu pun tidak hanya bisa dilakukan oleh penyelenggara
pemilu. Mamun yang sering menjadi sorotan terutama pada
penyelenggaraan pemilvkada ssrentak tahun zoag lalu
hanyalah penyelenggara pemily, hal ini dibuktikan dengan
banyaknya pengaduan kepada DEPP tentang pelanggaran
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kode etik penyelenggara pemilu dan kondisi tersebut juga
terjadi di Sumbar. Pada penyelenggarazn permilukada tabuon
z015 lalu Sumbar merupakan provins: ketiga bersama Papua
dengan pengaduan terbanyak yaitu sebanyak 13 pengaduan
dengan 25 taradu yang barasal dari jajaran KPU dan Bawaslu.
Hal ini dapat dilihat pada tabel bankut:

Tabel IV, 7
Pengaduan danTeradu pada pemilukada Serentak 2025 di Sumbar

Provinsi - Peng | Teradu :
: | mehat | Peri Pember | Pember | Kete | #md
il | | ngatan | hontian - | hentian: | tapan |
! f | Sementara | Tetap |3
Sannalea 13 | 17 5 (i a 0 15
Barat f
3 &A% 0% | on | 12% o% | 100%
Sumber: LIE IEF" Chtloar zoadh; Rr:'_,F.'nl:'ir':l'F.- F'.r;:_:r'q'r'ct.l' [OEFP Bl 20z26) Go-c4 dan
104,

Pada tabel 7 dapat dilihat dari 13 pengaduan terdiri dari
25 teradu yang berdasarkan putusan tetap dari DEPP, 8 teradu
{32%) mendapat putusan berupa pemberhentian tetap dan
perngatan sedangkan 17 teradu (68%) yang direhabilitasi nama
baikriya. 3 teradu yang mendapatkan putusan pemberhentian
tetap vaitu Ketua KPL Dharmasraya, Kasasi, berdasarkan
Putusan DEPP MNa. 100/DEPP-PEE-INVz015. Pamberhentian
Ketuz KPU DCharmasraya ditetapkan karena diangoap
berpihak pada pasangan calon nomor urdt z yang secara nyata
disampaikan pada kamentarnya di media sosial, facebook.
Samentara 2 teradu lainnya berasal dari jajaran Bawaslu yaitu
Afrianta yang merupakan anggota Panwas kabupaten Pesisir
Selatan dan Movridel Rahman sebagai anggota Pameascam
1Y Jurai Kabupaten Pesisir Selatan. Kedua panwas tersebut
diberhentikan tetap berdazarkan Putusan DEPP Mo, 87/DEKPP-
FEE-IV{zo1g karena terbukti memadi pengures DPC Partai
Demakrat Kabupaten Pesisir Selatan. Putusan perngatan
dibarikan pada lima anggota KEPU Kabupaten Sijunjung yang
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diadukan karena dianggap tidak cermat dan tidak profesianal
dalam prozes perencanaan, penyortiran, pengepakan dan
pendiztribusian logistik pemilukada tahun 2015.

Selain putusan berupa pemberhentian tetap dan
peringatan, 17 Leradu lainnya diznggap tidak bersalah oleh
DEFPP dannama baiknya direhakhilitasi. Kendisiini rmenimbulkan
pertanyaan baru apakah pelanggaran murni hanya dilakukan
penyelenggara pemilu atau justru ada pihak lain yang turut
menjadi pemicu terjadinya pelanggaran, Mamun persoalan ini
pada penyelenggaraan pemilukada lalu hanya dapat ditelusuri
pada penyelenggara pemilu karena wilayah kerja DEPP yang
hanya menyidangkan pengaduwan atas pelanggaran kode
etilk yvang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Ke depan
diperlukan peluasan hidang kerja DKPP dalam masalah
pelanggaraan penyelenggaraan pemilu tidak hanya pada taraf
penyalenggara pemilu namun juga pihak lain seperti peserta
permilu, tim sukses dan partai pengusung serta masyarakat.
Kalaupun tidak menjadi wilayah tugas DKFPF, setidaknya
ditutuhkan lembaga lain yang mendukung tugas DEPP dalam
penyelasaian masalah pelanggaran penyelenggaraan permilu.

3. Pelanggaran Koede Etik Penyelenggara Pemilu

Pelanggaran kode etik penyelenggara permilu adalah
pelanggaran terhadap kode etik penyslenggara pemilu yang
dilakukan oleh jajaran KPU dan Bawaslu yang ditangani
DEPP dan bisa memberikan sanksi berupa teguran hingga
pemecatan.t® Ketua DKPP, Jimly Asshiddigie, pada sosialisasi
penagakan pelanggaran kods stik penyelenggara pemilu di
Bali pada 18 September 2015 menyarm paikan bahwa ada 3 jems
pelanggaran yang dilakukan aleh penyelenggara pemilu yaitu
pelanggaran administras;, kode etik dan pidana. ¥

55 "Hulam Pamily, e mahPerrdilaocrg dizkses tanggal 16 ke e,

il "CHPP Somiplises Paneca kan Kode Stk Ponyelenggars Pemil & 840, 22 Soptomber
o1, dipabal.com dhakes Seggalab Pl =oi b



112 | Rexlcrrnulas Sistern Penegakan Eocle Mg Penvalenggans Parnils

Pelaksanaan pemilukaca serentak tahun 2015 yang
dilakukan untuk tahap pertama tersebut tahapannya mulai
dilaksanakan sejak bulan April 2015 dengan dibentuknva PPE,
PPS dan KPPS. Sejak terbentuknya perangkat pemilukada
tersebut pengaduan atas pelanogarazn pemilukada mulai
muncul dan terus bertambah di DKPP. Pada akhir Desember
2o2g, setidaknya terdapat 385 crang teradu perkara pemilukada
dengan jumlah teradu dari KFU lebih banyak daripada
Bawaslu. Dari 385 orang teradu seperti yang dapat dilihat pada
tabel 4, 311 crang dari jajaran XPU dan 74 orang dari Bawaslu
yang menghasilkan putusan mulai dari rehabilitasi hingga
pemberhentian tetap.'®

Pelanggaran pemilukada yang dilaporkan ke DEPP
tersebut terjadi sejak tahapan berlangsung termasuk dalam
kategeri pelanggaran kode etik. Dan datz KPLU setidaknya
terdapat 12 permasalzhan yang muncul dalam pemilukada
serentak zo1g. Pertama, ditemukannya dokumen palsu di 8
daerah dan menjadi salah satu alasan tidak terlaksananya
pemilukkada di Kabupaten Simalungun pada g Desember acas.
Kedwa, dualisme kepengurusan parpal di 28 daerah, contohnya
di Surnba Timur. Ketige, permasalahan tentang persyaratan
dukungan parpel yang terjadi di 16 daerzh seperti di Belitung
Timur dan Sareng Selatan. Keempat, yang berkaitan dangan
rmasalah wzktu pendaftaran seperti vang terjadi di Supiori.
Kelima, masalah pemenuhan dokumen dar instanst lain
separti vang terjadi di lambi dan Katawaringin Timur. Keenamn,
persyaratan yang harus dipenuhi oleh mantan narapidana yang
maju dalam pemilukada, hal ini terjadi di lima dasrah seperti
di Bengkule Selatan dan Sidoarjo. Ketujuh, masalah dalam
status petahana yvang maju kembali dalam pemilukada tahun
201t yang terjadi di enam daerah di antaranya Tanjung Jabung
Tirmwr dan Ogan llir. Kedelapan, masalah dukungan pada calon
persecrangan yang terjadi di 25 dasrah. Kesembilan, yang

oH LIE #F, Do R 1ol dan "Modes Fdanssamn Femin, SPL &8 Terecn Tarbanyvak di
SKPPY, 2g Mesemiter zon g, alicFemivkzda.com dizgkses rangga =5 Mei and
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berkaitan dengan syarat kesshatan terdapat di tiga daerah
seperti di Musi Rawas dan Musi Rawas Utara.” Kesepuivh,
permasalahan dalam perubahan dokumen pencalanan yang
terjadi di 3 daerah. Kesebelgs, calon kepala daerah yang
bearmasalah dengan statusnya sebagai Lersangka di solu daerah
yaitu Benokalis. Kedvabelos, pergantian calen di luar ketentuan
yaitu di Simalungun dan Sigi™

Catatan pelanggaran yang disampailkan Ketua KPU,
Husni Kamil Manik, tersebut secara umum terjadi pada masa
awal tahapan pemilukada. Dalam catatan DEFP pengaduan
tersebut mulai terjadi sejak bulan Juni 2015, Menurut furu
Bicara DKPPR, Mur Hidayat Sardini, kelalzian menjadi modus
pelanggaran yang paling banyak dilakukan penyelenggaran
pemilu dalam pelaksanaan pemilukada serentak tahun zoag™
Beberapa modus pelanggaran kade etik penyelenggara pernilu
tersebut dapat dilihat pada tabel barikut:

= "EFL. Ini 2z Masalehorsrsg Ade di Pervlukade Serenkek 203", wwiy henenterbn
remiharqempobitirasd! aon ofoalngliiartaioaliE ML nR 2 -Plassl abr-Yang- Acls—F-Pamib b acds-
Serenlak-aiag diskses langgal 18 ke oan.

H "Kelalaan Ladi Bedus Tabanpak Felangsaan Pamide®, 3B Dosentar 20y,
i et o R a ks Coggal 46 Ml e 5



114 Raformuaias Sicten Penegakan £oae Ele Penyalenggant Pami

Tabel Iv. B
Madus-modes Pelanggaran Kade Etik Penyvelenggara Permillu Tabun 2odg

| Mo | Modus Pelanggaran Jumiah
{1 Elaripulasi Suars £
a Penyuapan 0l
g Farlakuan tidak adil 11
A Felangsaran hak pilik 4
g Kerahasiaan svara dan tugas a
B Fenyalahgunaan kekuasaan
7 Kontlik kepantingan
E Kelalalan pada proses pemilu 26
_3 Intimidasi dan keksrasan =
10 Felznggaran hokum aF
R Tidak adanya upaya hokumn yang efcktif | 1o
| 12 Fenipuen s&at gamuniuelan suadia ol
! 13 Felenggaran netralitas dan keberpihakan | zg
14 E;:I'!il: intarmal institus 3
! 15 Lain-lzin 0
| Total iog

Sumbes; QEPE Cublsak 2006 Rerleksi & Proyeksi (OXFP BRI 2016) 115-116.

Berdasarkan tabel 8 di atas diketabhw babwa madus
pelanggaran kede etik yang dilakukan oleh penyelengogaran
pemilu pada tahun 201t dapat dikelompokan dalam beberapa
tipplogi pelanggaran. Sebaran pelanggaran tersebut aleh
KPP dikelompokkan dzalam empat jenis tipolegi utama yaitu
(1) persyaratan calon dan pencalonan, vang terdiri atas 142
pengaduan {gg,51%), (2) sengketa administrasi 4 pengaduan
(17, 81%), (3} kampanye 32 pengaduoan (12,56%), dan () DPT
10 pengadvan (4,05%).% Sementara itu, pelanggaran kode
etik penyelenggara pemilu dibagi dalam beberapa jenis yaitu

ol DEFFE - Dp.Cir, £2 Cany).
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(1) pelanggaran formal dan materil, {2) pelanggaran yang
bersifat commisian (aktif melakukan) dan emmision {melanggar
dengan tidak melzkukan apa yang seharusnya dilakukan),
dan (3) pelanggaran yang disengaja dan karena kelalaian. Dari
heberapa modus pelanggaran di atas dapat dilihat babhwa
palanggaran banyak terjadi pada tataran pelanggaran farmal
darn materil.

Sementara ity pelanggaran yang terjadi di Sumbar
pada penyslenggaraan pemilukada tahun zoag lalu, seperti
dapat dilihat pada tabesl 7 bahwa putusan pemberhentian tetap
dan peringatan dibesrikan pada B teradu. Dari 3 teradu yang
diberhentikan tetap, satu teradu berasal dan KPU yaitu ketuzs
KFU Dharmasraya yang dianggap melakukan pelanggaran
kode etik karena melakukan postingan komentar di medis
sosial focebook yakni di akun facebook Zalksai Kasni (istri Ir. Adi
Gunawan, M, Calon Bupati Kabupaten Dharmasraya nomoaor
urut 2}, pada hari Senin tanggal 16 November 2015 pukul 16.36
WIB. Postingan tersebut berbunyi "selamat malam pok atas
suksesnyadebat kita tadisaya berharap jangan sampai terpancing
oleh paslon 2 g Komentar ini secara jelas menunjukkan
keberpihakan ketva KPU Dhammasrava, Kasasi, terhadap
calen nomer vrut 2 dan ini merupakan pelanggaran kode etik
penvelenggara pemile, Sedangkan dua penyelenggara pemilu
lainnya yang diberhentikan tetap mesrupakan Panwas yaitu
anggota Panwas Kabupaten Pesizir Selatan dan Panwascam IV
Jurai Kabupaten Pesisir Selatan. Dua arang im bersalah karens
terbukti sebagai pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten
Pesisir Selatan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan
Pusat Partai Demokrat Momor 61.08/SE/DPP-PD/DPCNV 2012
tentang 5Suvsunan Kepengurusan Dewan Fimpinan Cabang
Partai Demokrat Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera
Barat Masa bakti z011-2016 tertanggal 31 Mei z012.%

Semantara itu penyelenggara pemilu yvang mendapat

Ri Litaal Fuliran DEAP Mo anatlEFR-PEEd Yin:a s,

B3 Lifat Fureean OEAP Fo, ST FP-FEE- s
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peringatan di antaranya adalah Ketva dan anggota KPLU
kabupaten Sijunjung vang diadukan karena ketidakcermatan
dalarm proses penyelenggaraan pemilu teretama  dalam
penge pakan dan gpendistribusian lagistik pemilukada. Beberapa
pelanggaran koede etik yang dilakukan penyelenggara pemilu
di atas, dapat diketahwi bahwa faktar kelalaian merupakan
pelanggaran wang banyak dilaskukan oleh penyelenggara
pemilu di Sumbar selain masalah netralilas dan lain-lain.

Meodel Pemecahan Masalah

Ketika tujuan dari penyelenggaraan pemilu adalah
pemilu yang berintegritas maka fakter penyelenggara pemilu
tidak hanya menjadi bagian penting dalam pensgakan kode
etik penyelenggaraan permnile. Peserta pemilu, tim sukses,
partai pengusung dan masyarakat merupakan bagian perting
lainnya dalam kesuksesan penyelenggaraan pemilu yang
berintegritas. Banyak aspek yang harus diperbaiki ke depan
dalam mencapai tujuan pemilu yang berintegritas mulai dan
proses tahapan, pelaksanaan hingga penetapan pemsnang
oemilu dan pelantikan. Pada proses tahapan vang berkaitan
dengan penvelenggara pemilu periu diperhatikan rekrutmen
panitia seleksi {pansel) penyvelenggara pemily, idealnya pansel
harus dipilih dari orang-aorang yang memiliki kompetensi dan
integritas yang baik dalam menyelaks: penyelanggara pomilu.
Selain itu pansel yang bebas dar doktrin atavpun titipan dari
pihak lain perlu menjadi catatan penting, hal ini melibatkan
banyak unsur masyarakat secara representatif.” Demikian pula
dalam prosss rekrutmen penyelenggara pemilu, diperlukan
regulasidan sistem yang transparan agar penyelenggara pemilu
yvang tempilih bekerja sesuai dengan kapabilitas, akuntabilitas
dan bertanggung jawab dalam menghasilkan pamile yang
berintegritas.

Ly Smpestipang litlul=ka: aloh Muli. Saksan Caneis, dand secgza kil doonbdogis hal
pang haws diserrankzr dalarn memlih korisioner pere o enggara Pemis yacu penguatan groses
selcixd can poncuatan skstem yong mendukung selekse Hal inldaam kenyztzanmea sennglal tm
seieb= cibesnus Danva ber=afat formalias dan pmivk menenoh bewapban. Dacm l=bih lesvgiem
lun Salman Rermis, “hesakar Inclepeescle ns Pery el enggarg Penniy clalam Pemilfan Kepaa
Marrah Serenlak aiz15%, Liensd Stika & Peomiboe el 2 Mmoo &, Agusbons auas (EEPF anasg) oA-5e.
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Feryelenggara pemile yang  terpilih pun perlu
ditingkatkan kemampuwan dan pengetabuoannya tentang
pemilu agar tidak terjadi keszlahan yang sifatnya administratif
dalarm setiap tazhap penvelenggaraan pemilu. Selain itu,
peningkatan pengeltahuan dan pendidikan politik masyarakat
juga harus meanjadi perhatian Pemerintah, penyelenggara
permilu dan terutama oleh partai politik. Kegiatan sosialisasi
dan pendidikan politik perlu semakin dimarakkan dan
dikermbangkan bukan hanyamenjelang penyalenggaran pernilo
namun dilakukan secara berkesinambungan tanpa henti. Hal
ini dimaksudkan agar partisipasi pemilih dapat meningkat
dan dapat memberikan pengarvh positif pada legitimasi
kekuasaan. Pada tahapan kampanye pun tidak luput menjadi
persaalan dalam penyelenggaraan pemilu, hal ini berkaitan
rmasih ditemukannya praktik politik vang, mencuri start jadwal
kampanye ataupun ftransparanszi dalam sumbangan dana
kampanye seperti terjadi pada pemilukadz 2025 lzlu di Sumbar
vang merupakan salah satu pengaduan terhadap KPU Provinsi
Sumbar tentang pembukaan rekening pasangan calan hanya
karena faktor kefalaian dalam nama akun rekening misalnya.
Sementara kv dalam masa pemungutan suara diperlukan
untuk memperbanyak jumlah saksi dan pengawas diTPS untuk
menghindar terjadi manipulasi suara ataupun praktik politik
uang baik kepadza pemilih atavpun penyelenggara pemilu,
demikian pula pada saat penghitungan suara.

Penegakan kade etik penyalenggarsan pemilu selain
vang berkaitan dengan penyelenogara pemilu, peningkatan
partisipasi masyarakal sebagai pemilih sekaligus pengawas
penyelenggaraan juga penting. Sosialisasi dan pendidikan
politik  yang  dilakukan oleh Permerintah, penyelenggara
pemilu, peserta pemilu dan partai kepada masyarakat
akan mempengaruhi tingkat partisipasi dan  kepekaan
masyarakat ternadap kesuksesan panyelenggaraan pemilu.
Tingginya tingkat partisipasi dan hkepekaan masyarakat
juga akan memberikan imbas terhadap kepercayoan atau
lagitimasi kekuasazn. Sosialisasi dan  pendidikan politik
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kepada masyarakat tidak akan efektif jika hanya dilakukan
menjelang  penyelenggaraan pemilu, setidaknya kegiatan
tersebut dilakukan secara berkelanjutan dan kontinyoe dalam
bentuk program yang tepat sasaran. Haf ini bukan hanya
untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan tingkat legitimasi
kekuasaan namun juga akan berpengaruh terhadap upava
minimalisir politik vang dalam penvelenggaraan permilu.

Secara khusus dalam penyelenggaraan pemilukada
ke depan, calon kepala daerah yang bary mencalonkan
diri hendaknya melakukan sosialisasi pencalonan minimal
dua tahun menjelang pemilihan. Hal ini dimaksudkan agar
masyarakat mengenzl secara pribadi serta program yang
akan dijalankan nantinya, selain itu tingkat keterpilihan akan
semakin besar ketika upaya sosialisasi kepada masyarakat
pemilih dilakukan secara efektif. Peluang besar justru diperoleh
oleh calon incwmbent, selama lima tahun masa pemerintahan
yang sedang berjalan merupakan bentuk sosialisasi yang efektif
untuk menunjukkan kemampuean dengan program kerja yang
prorakyat, dan bukan tidak moengkin hal ini akan berpengaruh
terhadap keterpilihan incombent pada periode benkotnya.
Eetika berbicara pencalonan kepala daerah, proses tersebut
berawal dari partai yang akan mengusung dan membentuk tirm
sukses kemenangan calon kepala daerah. Wilayah tugas calon
kepalz daerah yang terbatas akan dapat disempurnakan oleh
partai pengusung dan tim sukses, sehingga partai pengusung
dan tim sukses pun sudah harus muolai bekerja jauh sebelum
proses  penyelenggaraan pemilukada  berlangsung  seperti
kalmva seluruh komponen penyelenggaraan pemilu.

Sementara ity untuk  penegakan  kode  etik
penyelenggaraan pemilu, seperti yvang telah disinggung pada
bagian sebelumnya bahwa hal tersebut tidak dapat dilakukan
cleh penyelenggara pemilu saja namun peran aktif dari
stekehalder lainmya juga menjadi penting. Penyelenggaraan
pemilukhususnyz pemilukada yvang bertujuan mencapai pemilu
yang berintegritas mervpakan tanggung jawab Pemerintah,
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penyelenggara pemilu, peserta pemilu, parlai pengusung
dan tirm kampanye serta masyarakat. lm berarti pelanggaran
kode etik dalam  penyelenggaraan pemilu juga menjadi
tanggung jawab semwua pihak tersebut. Eetika pelanggaran
kode etik dalam penyelenggaraan pemilu yvang dilakukan
oleh penyelenggara pemilu menjadi tanggung jawab DKFP®,
maka perluy lembaga lain vang kredibel dalam mengurusi
pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu yvang dilakukan
oleh peserta pemily, partai pengusung dan tim kampanye
serta masyarakat. Namun muara dari sermua itu akan menjadi
efektif ketika kebijakan atau regulasi yang dibuat mendukung
peryelenggaraan pemiluy yang berintegritas tersebut dan
menaungi seluruh aspek penvelenggaraan pemilu. Hal ini
penting untuk dipertimbangkan ketika tujuan penyelenggaraan
pemilu ke depan adalah permilu yang berintegritas dan menjadi
tanggung jawab semua komponen penyelanggaraan pemilu,
Cecara sederhana, masukan di atas dapat dirangkum dalam
tabel berikuwk:

=14 Ambvasshddigie, Manegakban Etika Feyelengoara Femiy, FT HajaGrafnln
Parrada, Jekpeta, 2o, Hal gR-Ag.

L Hanil prranalitiars LFE joga memberiicn masoken tentan; gagasan Prvilucada =o
tepaan dalamn Eumiswati Hastuot Dewl dam Mvimas Latifah Lesby &zic (el f, Gagasan Fomdlinan
Umum Espak Cacrahubsimeins, Meanups Tase Kelola Penecetdlsan Dasrzh Demeknotis, Axurtabel

da Berkelanutan, Calools, lzkerta, 2oub, Halshie-21s.
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Model Perbaikan Penyelenggaraan pemiukada

| Penanggung Jawahb

Saran

Tujwan

| Pansel Penyelenggara
Pamilu

Parsal harus dipilib
dari erang-crang yang
berasal dam I:ue‘ri:-.dgﬁi

| ureEdr I'I'IEIE-':.'ETEI{ET

secara reprasentatif,
kreditnl dan mermiliki
kermampuan serta benar-
henar berintagritas.

Agar Lerhindar dan
doktna penguasa
atavpun parrtai dan
dapat |r|-.'_-n|:'_|h;-a'."|||‘cdr|
penyalenggaraFermilu
wang meniliki kradit=l
dan akuntalbilitas yvang
tinggi.

Penyelensgara
Pemilu

=+ Digalih dari orang-
QFANG Yang
herintegritas dan
rnemiliki kemampuan
dalam bidang
kePomiluan,

v Meningkatkan
kemarmpuan rmelalui
palatihan rvulai
dan adrninistras
hirgoa penancanian
tak terduga di
lapangan dalam
panyelanggaraan
parmiliu.

Agar pemyelenggara

| Pamilu tidak

bergantung pada
pihak lain yang

dagat rmenimbulkan
peiangoaran kods elik,

Partai Politi% dan Tim
Karmpanye

Malakukan sasialisasi
dan pendidikan palstik
secara kontinyu dan
berkelanjutan dalam
bentuk program partai
alaupun program calan
vang akam divsung dalam
pemilukada.

Untuk meninokatkan
partisiprasi pemilib
dan reaningkatkan
keterpilihan.

Fesaita pemtlukada

FMelakukan scsialisasi
diridan pragram
dalam pencalonan
kapalz daergh minimal
dua tahun sebelum
penczionan

| Agar masyarakat

s=baoai pernilin
mengenal calan

dan progranmeys
carta meningkatkan
Ieggitirmasi rmasyara=al
terhadap calon.
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Paserta Incymabesd | Menunjukkan Agar incumbent dapat
kemampuan dan terpilih kembali pada
melakukan program periode berikulnya
vang pro rakyat selama dan maningkatkan
rasa Pemerintalian ketarpilihan serta
berjalan. partisipasi pemilih,

Masyarakat Terbuwska terhadap Agar seanakin
infoermasi politik dan | mengenal politik dan
tizrst partisipatif. cabon serta turot aktst

 serta maelakukan dalam marminimalisir
| pengavwasan erhadag pelanggaran permilu.
peayelenggarzan pemily

FPenutup

Penyelenggaraan pemilukada serentak tahun zo2g
relah dilaksanakan pada g Desember 2015 di 265 wilayah di
Indonesia dan meanyisakan 247 pengaduan yang melibatkan 385
teradu dari jajaran KPU dan Bawaslu. Sermeantara itw di Sumbar,
1 wilayah vang menyelengoarakan pemilukada tahun 2015
tarrnasuk pemilihan gubernur menjadi provinsi ketiga dengan
pengaduan terbanyak yaitu 13 pengaduan dengan 25 teradu.
Putusan yang dikeluarkan DKPP atas pelanggaran pemilukada
di Sumbar berupa pemecatan tetap kepada 3 peryelenggarzan
pemilu dan g peringatan sedangkan 17 lainnya direhabilitasi.
Seperti pandangan DKFP bahwa pelanggaran kode etik
merupakan hasil interaksi antara berbagai pihak yang tidak saja
dari dalam penyelenggara pemily namun juga dari dorongan
yang bersumber dari eksternal penyelenggara pemilu.®

Penegakan kode stik penyelenggaraan pemilukada
khususnya merupakan  tanggung  jawab  banyak  pihak
wang saling berhubungan guma mewujudkan pemilukada
yang berinteqritas. Banyak pendapat yang pro dan kontra
teritang penyelenggarzan  pemilukada  secara serentak,
namun keadaan untuk kembali pada pemilukada yang

br nicgckppogoadimces phpf a-delilbernalod-cz Ciakzes bangyal 3o Fdzi 2005
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dipilih oleh DPRD merupakan satu kemunduran, Belajar dari
pengalaman penyelenggaraan pemilukada ssrentak tahun
zo1g, pemilukada yang berintegritas mervpakan tujuan yang
perlu diikuti dengan perbaikan oleh berbagai pihak mulai dari
panszel penyelenggaraan pemilu, penyelanggara pemilu, partai
pengusung dan tim sukses, peserta pemilu dan masyarakat
sebagai pemilih, Mamun semua it memerlukan lembaga
vang dapat menyidangkan kasus-kasus pelanggaran kode
etik dalam penyelenggarzan pemilu yang mencakup semua
pihak terkait, bukan hanya penyelenggara pemilu seperti pada
penyelenggaraan Pemilukada tahun zoag,

Keterdibatarn  banyak pihak dalam  mewojudkan
penegakan kode etik penyelenggaraan pemilu dimaksudkan
agar manipulasi, ketidakadilan, politk vang dan berbagai
bentuk pelanggaran lainnya dapat diminimalisic kalaupun
tidak dapat dihilangkan. Semua itu membutuhkan kebijakan
atau regulasiyang jelas dan mengikat semua pihak agar tujuan
penyelenggaraan pemilu berintegritas dapat terwrurjud.



Aefomuolos SEfem Fonoopoaearn KEads Bk Pernpeeiorsgoonm Fesmilo 123

Mengupas Problematika Pelaksanaan pemilukada

hMaria Heny Pratiknjo®

Permilihan Umurm yvang dilaksanakan secara langsung
pertama kali, vakni pemilu untuk memilih presiden dan wakil
presiden, serta anggota MPR, DFR, DPD, DPRD di tahun 2c04,
Tentu saja, ketika itw masih terdapat banyak masalah dalam
pelaksanaanmya, namun tetap masih dapat disebut sukses,
Setelah kesuksesan proses pemilihan langsung presiden
dan wakil presiden di tahun zoog itu, maka sejak Juni 2005,
madel pemilu langsung ini juga kemudian diterapkan berupa
FPemilihan Umum Kepala Dasrsh {pemilukada) di 226 dasrah,
vang meliputi 11 propinsi serfa 215 kabupaten dan koia,
Tujuannmya tetap sama, vakni agar warga dapat menentukan
pemimpin dasrahnya menwrut hati nuraninya sendiri. Barbada
dari tahun-tahun =ebelumnya, ketika tv metade pemiliban
kepala daerah menggunakan sistem perwvakilan partai-partai di
dewan legislatif, maka pemilihan kali ini sepenuhnya dilakukan
oleh masyarakat, dengan harapan prosesnya nanti lebih
aspiratif dan dermokratis. Rupanya, sistem pemilihan langsung
vang diterapkan dalam pemilukada juga menuai masalah,
Muncul berbagai penyimpangan, mulai dari masalah data
adrministrasi bakal calon sampai dengan yvang berhubungan
fangsung dengan pemilih.

LY Flznas Hery Fresienpa, Doser Pakgdbas o Sesial dan Hmo Folti: Linieersilay
Samrabulaegi Manson, Sulseessi Likara
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Pengertian dan Landasan Hukum pemilukada

Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos
vang berarti rakyat, dan kratos, yang berarti Pemerintahan,
dapat diartikan Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan
untuk rakyat. Pemerintahan yang kewenangannya berada dj
tangan rakyat. Semua anggota masyarakat (yang memenuhi
syarat pilih) diikutsartakan dalam kehidupan kenegaraan dalam
aktivitas pemilu. Pelaksanzan demokrasi ini telah dilakukan
sejak dahuly di berbagai daerah, hingga Indonesiz merdeka
sampai sekarang ini.

Pemakrasi di Indonesia bersumber dari Pancasila
dan UUD 1945, vang kemudian dissbut sebagai Demokrasi
Fancasila. Inti dari Demokrasi Pancasila adalah musyawarah
untuk mencapai mufakat, menganut paham kekeluargaan
dan kegotongroyongan. Indanesia pertama kali melaksanakan
pernilu pada akhir tahun 1955, vang dilkuti aleb banyak partai
ataupun perseorangan. Perilukada secara langsung ini
merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Ada lima
pertimbangan penting penyelenggaraan pemilukada langsung
bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Pemilukada
langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakvat,
karena pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DFR, DPD,
bahkan kepala desa selama ini telah dilakukan secara langsung.

Femilukada langsung merupakanperwujudanbkonstitusi
dan UUD 1945 Seperti telah diamanatkan Pasal 18 Ayat (g)
LD 2545, Gubernur, Bupati dan Wali Kota, masing-masing
sebagai kepala pemerintahan dasrah provinsi, kabupaten, dan
kata dipilih secara demokratis. Hal ini telah diatur dalam UU Mo
32 Tahun 2a0g tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan,
dan Pemberhentian Kepala Dasrah dan'Wakil Kepala Daerah.

Femilukada langsung sebagai sarama pemmbelzjaran
demokrasi (palitik} bagi rakyat (civic education). la menjadi
media permbelajaran praktik berdemokrasi bagi rakyat vang
diharapkan dapat membentuk kesadaran kolektif segenap



Reformulas’ Sstem Poregakan Koce Effk Penvelengoars Permili 1 125

unsur bangsa tentang pentingnya memilih pemimpin yang
benar sesuai nuraninya.

Pamilukada langsung  sebagai  sarana  untuk
memperkuat otonomi dasrah. Keberhasilan otonomi daerah
szlah satunya juga ditentukan oleh pemimpin lokal. Semakin
baik pemimpin lokal yang dihasitkan dalam pemilukada
langsung, maka komitrmen pemimpin lokal dalam mewujudkan
tyjuan otonomi daerah; antara lain untuk meningkatkan
kesejahtersan masyarakat dengan selalo memerhatikan
kepentingan dan aspirasi masyarakat agar dapat diwojudkan.

Pemilukada langsung merupakan saranz penting bagi
proses kaderisasi kepemimpinan nasional, Disadari atau tidak,
ketersadizan kepemimpinan nasional amat terbatas. Dari
jumlzh penduduk Indonesia yang lebih dari 200 juta, jumlah
pemimpin nasional yang kita miliki hanya beberapa. Mereka
sebagian besar para pemimpin partai politic besar yang
memenangi pemilu zoo4. Harapan akan lahimya pemimpin
nasional justru dari pemilukada langsung seperti ind.

Pelaksanaan dan Penyelewengan Pemilukada di Indonesia

Pemilukada dilaksanakan olah Komisi Pemilihan Urmnum
{(KPU) di wilayah keria mereka masing-masing. Adapun twugas
dan tanggung jawab merska yaitu mengatur pelaksanaan
pamilukada agar dapat terlaksana secara demokratis dengan
tahapan sehagai berikul:

1)  Mulai dari seleksi bakal calon,
2) persiapan kertas suara dan alat peraga lainnya

3} Pelaksanaan pemilukada.
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Permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan
pemilukada:

1}

2)

3}

4]

3]

Pemakaian ijazah palsu oleh para bakal calon. Hal
i sangat mempribatinkan sekali. Seandzinya para
hakal calan terssebut kemudian berhasil menduduki
posisinya, bagaimana nantinya nasib dasrah tersebut,
karena tefah dipimpin oleh crang yang bermental
korup. i sisi lain,

Biaya yang digunakan dalam masa pencalanan yvang
tidak sedikit, untuk membayar partai pengusung,
biaya karmpanye dll sehingga orang dari etnis tertentu
yang nota bene mempunyai vang lebeh vang bisa
mencalonkan diri menjadi kepala daesrah. seringkali
membuat calon terpilih melakukan segala cara agar
biaya vyang telah dikelvarkannya selama proses
pencalonan dan pemilihan berlangsung, dapat kembali
secepatnya, alias “balik modal”. Ini sangat berbahavya.

Rekruitmenn  KPU  wyang sarat muoatan  politik
menghasilkan produk  yang bisa  dikatakan the
Right Man but not the Right Place juga tidak sedikit
menyurbang perscalan. Orangz yang direkruit banyak
yang tidak paham aturan sehingga kasus Pilwakot
Manada menjadi ajang tarik ulur boleh atauv tidak boleh
bekas Mapi mencalenkan diri dalam pemilukada.

campur tangan ataw intervensi dari Pemerntah
setempat dalam rangka melofoskan calon {mengingat
dama KEPLID berasal dari APBED).

Capatlah dilihat seperti apa rendahnya mentzl para
penjabat publik ini. Bahkan yvang paling memalukan
adalah, wnivk sekadar meloloskan bakal calon yang
tidak memunihi syarat, anggota KPUD meminta dana
puluhan juta rupiah dari para bakal calan.
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Kecurangan yang dilakukan oleh para bakal calon, antara
lain -

1. Politik Uang.

Masih rendahnya pendidikan palitik serta stalus sosial
ekonomi  masyarakat sehingga Politik vang ini selalu saja
menyertai setiap pelaksanaan pemilukada. Para bakal calon
membagi-bagikan vang kepada pemilih dengan syarat harus
memilih bakal calon tartentu.

2, Intimidasr.

Dknum  pegawai Pemerintah  ditingkat  kelurahan)
desa melakukan intimidasi ternadap warga agar mencablos

salah satu calon. Ini jelas-jelas melanggar peraturan pemilihan
LIETEUTT.

3. Start Kampanye Lebih Awal

Jncumbent  sering melakukan  aktivitas kampanye
secara terselubungatavpun terang-terangan, antara lain;

v Pemasangan baliha, spandulk, pembagian
selebaran,

+  Maotif kunjungan kerja, khususnya bagi calon
incembent. Intensitas kunjungan kera ini akan
makin tinggl saat mendekati pemilu (kampanys
terselubung).

media lokal digunakan sebagai zlat karmpanye dini. Para
balon manyembunyikan visi-misi kampanyenya di balik berita-
berita media. Ini juga disebabkan kurangnya pemahaman
jurnalis terhadap pemilihan umum.

4. Kampanye Negatif.

Pembunuhan karakter yang dilakukan aleh team
pemenangan  terhadap calen yang lain  menggunakan
perpanjangan tangan sosck yang dianggap tokoh dalam
masyarakat. Masyarakat hanya "menurut” pada sosok tertentu
yang selarma ini dianggap tokoh masyarakat. Kampanye negatif
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seperti ini dapat mengarah pada fitnah yang dapat merusak
inteqgritas daerah tersebut.

&. Instritwsi Agarna

Institusi agama memberikan dukungan tampa batas
kepada calon tertentu dengan prinsip timbal balik artinya calen
memberikan sejumlah vang kepada tokoh agama atas nama
institwsi, dengan maksud mendapatkan dukungan suara pada
saat pelaksanaan pemilukada. Bahkan tokoh agama secara
wvulgar berada diarena kampanye sebagal simbol dukungan
kepada calan tertantu.

&, Dena

Laporan penggunaan dan perianggungiawab dana
permily antara lain, kampanye perlu transparan dan akuntabel.
Ada kecenderuvngan terjadi antara dana yvang digunakan dan
vang dipertanggungjawabkan tidak seimbang.

Solusi

Lintuk meminimalisic masalah yang muncuol seperti
tersebut di atas, maka diperlukan peran serta masyarakat,
tidak semata-mata tanggungjawab permerintah saja. antara
lain

1] Sistemn rekruitmen organ penyelanggara pamilu haruos
dilaksanakan secara terbuka dan profesianal. Artinya
meamilih orang sesuai kualitas dan kompetensi yang
diperlukan. Sebaiknya komisioner harus ada wang
berlatar belakang ilmu hukum,

2] Sistem pengawasan bharus ditingkatkan dalam arti
penerapan  “reword  and  purnishment” hamos  jelas
rmengacuh pada aturan hukum positif yang berlaku.

3} Seleruh perangkat pelaksanaan pemilu, di doerah
sampal pusat, bersama-sama menjaga ketertiban dan
kelancaran pelaksanaan pemilukada.
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4] Tokoh-tokoh masyarakst yang merupakan panutan
diharapkan memberikan contoh yang baik bagi
warganya. Ini akan manekan munculnya konflik.

5} Tokoh agama sebaiknya menjadi ogent yang bekerja
untuk spiritualitas anggotanya dan tidak teraly jauh
masuk dalam arena palitik praktis.

6] Dana yang disiapkan oleh calon perlu ditinjau kembali
untuk menghindari teradinya upaya mendapatkan
kernbali vang yvang sudah dikeluarkan, atau prakiik
korupsi dan kolusi.

7} Sosializasi kepadawargaditingkatkan, agarmasyarakat
dapat memperoieh informasi yang akurat tentang ing
dari pemilukada. Memilih dengan hati nurani sebagai
bagian dari tanggungjawab sebagai warga negars,
tanpa paksaan dar arang lain. Sehingga prinsip-prinsip
pemilu dapat terlaksana dengan baik.

Bangsa yang belajar adalah bangsa yang setiap waktu
mau berbenzh diri. Pemerintah Indonesia telah berusaha
membenzhi sistam yang telah ada vniuk mengedepankan
kepentingan  rakyat. Walaupun dalam  pelaksanaannya,
pemilukada masih kerap memuncuelkan masalah, tetap harus
dihargai sebagai sebuah proses yang akan Lerus disempurnakan
hingga didapati sebuabh sistem yang benar-benar menjamin
keakuratan dan kredibilitas sebuah proses demokratisasi.
Sebagai bahan pendidikan politik bagi masyarakat, baik
perscalan maupun prestasi yang timbul karens proses paolitik
tersebut harus sselalu diapresiasi dengan  paositif, balwa
menghargai pendapat, kebersamaan dalarm  menghadapi
sesuatu, adalah hal positif lainnya dari seboah demokrasi.
Manusia yang bodoh dan pandir adalah manusia yang masuk
lubang kesalahan berulangkali, tanpa ada sikap dan dan niat
untuk memperbaikinya. Sebisa mungkin, persealan-parsoalan
wvang pernah terjadi pada pemilukada lampau, tidak terulang
pada pemilukada kali ink.
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Catatan Singkat Pelaksanaan pemilukada

Joke Punuhsingon®?

Sekitar enam bulan laly negara kita telah sslesai
melaksanakan pemilukada serentak wakni pada Rabu g
Dezember 2o02g di 264 dasrah. Pelaksanaan pemilukada dilirma
daerah harus ditunda karena masalah hukum dan 62 TPS akan
menjalani pemungutan suara uvlang karena berbagai masalah™.

Secara vmum pamilvkada serentak sudah barjalan
lancar. Hal ini menunjukkan kamatangan demokrasiyvang makin
meanggembirakan dan dapat menjadi contoh negara-negara
lain. Publik berharap kepala daerah terpilih dapat mengemban
amanah rakyat dengan baik meslalui inovasi dan kreatiftas
dalam mempercepat pembangunan untuk hkesejzhterazan
rakyat daerah.

Weski berjalan lancar bukan berarti FPemifukada
serentak zoag tidak memiliki persoatan. Maszalah viama
terdapat pada tahapan pencalonan, rendashnya partisipasi
pemilih, politik vang dan netralitas PMN57. Perlu ada evaluasi
terkait pencalonan yang masih bermasalah hingga pelaksanaan
Pemilukada serentak digelar, sengketa pencalonan masih
berlanjut.

(7] Jokie Funursingon, Doser Imu Bukom Univarstos Kriston Indonasia Tomodhian.

a0 Fetpe ftwrarse morvaagad retiacagta st Ptemi ok sy ~ee ranbab-d e s -Traerahi-hesjalan
hired| diazses pacda tanggal g Wei angh
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b sirwe= e Sed mag A SR sk Dl Feovilubad s Ssoroemae o menjaidi- ke niscaysan B o mal=2380,
dizksas sada tangged 15 Mei aoas.
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Dalam pencalonan merupakan isu yang membuat
banyak masalah dalam pemilukada, baik terkait dengan proses
pendaftarannya, verifikasinys, kemudian penetapan pasangan
calon, sampai pada penstapan pasangan calan di Bawaslu, di
Panwaslu, maupun di Pengadilan Tingogi Tata Usaha MNegara,
seperti yang dizlami aleh safah sate pasangan calon dari Kata
Manado™. Porue ada tata cara persidangan yang cepat dan
sederhana, agar para calon yvang merasa dirugikan dalam
pencalonan dapat segera melakukan vpaya hukum ssbelum
pelaksanaan pemilukada atau selambat-lambatnya ssbelum
pengadaan kertas suara dan logistik pemilukada.

Melihat beberapa persoalan tersebut, maka perlu
dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan
pemilukada zoag, terutama terkait dengan perubahan arah
regulasi atau sistarm pemilukada. Regulasi pemilukada harus
lzbikh menegaskan perindungan hak pilih dan dipilih setiap
warga Megara. Misalnya terkait validitas daftar pemilib tetap
{OPT). Hal ini disebabkan karsna masih buruknya sistem
administrasi kependudukan dimasing-masing daerah. Sehagai
contoh di Kota Manado, Daftar Penduduk Potensial Pemilik
Pemilihan (DPFg) vang diberikan oleh instansi terkait, sangat
Licdak valid.

Berdasarkan pada PEFPL Momor 2 Tahun 2015 Tentang
Tahapan, Pregram dan Jadwal Penyelenggaraan pemilukada,
dalam menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DP5) KPL
melakukan pencacckan dan pemutakhiran data pemilih yang
Lersurnber dar Daftar Penduduk Paotensial Pemilih Permilihan
(OP4} yang kemudian disinkronkan dengan DPT  pemilu
terakhir {DPT Pilores ao0z4). Persozalannya adalah DP g itu tidak
permah dilakukan pemutahiran aleh instansi dalam hal ini Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado.

Disinilzh letak peran petugas pemutakhiran data

71 hizp:iberimamenadocony) Pamilok aca: manado-kpud-Eoberkan-krenales danaiua-
morzk-acwan-penessocan:imba), diakses pada canggal ag Mol ooLs.
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parmilih (PPOP) yang di tunjuk oleh KPU untulk melakulkan
verifikasi faktual data pemilih dengan mendatangi setiap
mumah penduduk untuk melakukan pandataan pemilih, Maka
sehamusmya jika KPU dan Jajarannya disetiap tingkatan bekerja
secara profesicnal DPT yang di hasilkan adalah data vang valid.

Dengan demikian, tidak peru ada lagi penambahan
daftarpcmi[ihdﬂng anmenetapkan DPTBa. Secaranomenklatur
saja Daftar Pemilih Tetap. Frasa “Tetap™ disim artinya tidak
dapat berubah lagi, baik di tambah maupun dikurangi. Oleh
karena itu PEPU terkait DPT ini harus lebih menjarin bahwa
data yang ada adalabh data wvang valid dan tidak pedu lag:
zda celah penambahan data pemilih dengan menggunakan
nomenkiatur DPThHL.

Terkait Paolitik Uang dan Netralitas PNS, maka perlu
ada penegasan terkait larangan pelitik vang, lenis palitik
wvang yang terjadi cukup bervariasi, di antaranya pambagian
undian, pembagian sembako, pembaglan vang vang dilakukan
oleh oknum tim sukses. Politik vang bahkan ditenggarai
terjadi melalui penyalahgunaan Bantuan Sosial (Banses) dan
program Pemerintah lainnya. Kita sermua mengetahui bahwa
dalam setiap event pemilukada, money politics itu tidak dapat
dipungkiri dalam berbagai bertuls itu,

Selama ini setiap aduvan atauw temuan wvang masuk
ke panwasly masih minim penindakan ofeh pihak terkait,
baik itu kepalisian ataupun kejaksaan yang tergabung dalam
santra Gakundu. Panwas sealah hanya menjadi hiasan dalam
pemilukada karena tidak mampu berbuat banyak dalam
menindak segala bentuk politik vang. Begitupun dengan
oturan yang terkait netralitas PMNS dalam pemilukada. Selama
ini Fanwaslu tidak dapat berbual apa-apa jika menemukan ada
oknum PMS yvang hadir dalam kampanye.

Banyaknya kepala SKPD yvang melakukan intervensi
dan intimidasi terhadap jajaran di bawahnya mambuat hak
pilih para PNS menjadi dikebiri karena selaly mendapatkan
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ancaman pemindahan ztavpun mutasi®. Oleh karenanya
regulasi terkait netralitas PMNS perlu diatur lekih ketat. Peru
ada larangan PMS menjadi anggota PPE, PPS, KPPS, ataupun
Penyalenggara pemilu lainnya. Karena amatlah sulit untuk
mengukur independensi secrang PMNS jika terlibat juga dalam
prases penyelenggaraan. D lain sisi pesisi sebagai PHNS sulit
melepaskan conflict interest dengan atasan atau pimpinan yang
maju dalam pemilukada.

Berkaitan dengan sengketa pemilukada clah PT TUR,
bahwa wang berwenang menangani sengketa pemilukada
adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha MNegara (FT TUM)
setempat. Oleh karena ite Mahkamah Agung {MA) harus segera
memperbanyak Pangadilan Tingg: TUM vang sekarang hanya
ada di Medan, Jakarta, Semarang, Surabaya dan Makassar™,

Keputusan KPL tentang rekapitulasi hasil pemilukada
dan penetapan pasangan pemenang pada hakikatnya adaiah
putusan PT TUM. Sebagai putusan pejabat TUM dalam hal ini
anggota KPU, maka yang paling berwenang mengadilinga
adalah pengadilan TUM. MNamun uvntek lebibh cepat, mazka
langsung PT TUMN, PT TUN dapat membatasi waktu
gemeriksaan perkara pemilukada miszlnya 30 har kerja sejak
perkara didaftarkan.

PT TUM juga tidak perlu menciptakan yurisprudensi
wang terlalu luas seperti dibuat ME dalam mamerilsa perkara
pemilukada; yakni harus ada selisih 2 ¥ perolehan suaradan ada
tidaknya pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan
Massif [ TSM)= serta seqala proses yvang mengiringi pelaksanaan

73 ks Mid-d fare ook comfdpera e ersorats by 1 yygyfisgRaagz, diska e et
tanggal 77 fde 2ok

" hiLges-Md. mikipedia crgimikiFongadian_Tingg_Tata_Usahz_HMegara, ciakses pads
langgal =y i =a: B,

T b v mahkamahkmnsbios go s diind=x o-ppageawe b Deatafud o pgsd
vehmcaHF XA, dizkse= pada canggal 27 kA ao10
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pemilukada. Majalis hakim PT TUN cukup mengadili sengketa
pemilukada ssperti layaknya sengketa TUM dengan beberapa
penyesuaian yang diperlukan,

Penggqugat dalam  sengketa pemilukada  cukup
membuktikan apakah tergugat, dalam hal im KPL, dalam
rmemutuskan hasil rekapitulasi dan menetapkan pasangan
permenang, dzalam prosesnya bertentangan atau tidak dengan
peraturan perundang-undangan yang berlakuy, berteniangan
atau dengan asas-asas umum pemerinizhan yang baik dan
asas-asas  penyelenggaraan pemilu danfatau  pemilukada,
atau tidak. Kalau bertentangan, maka majelis barwenang
untuk membatalkan Keputusan EPU tersebut. Selanjulnya
tergantung petitum dan amar putusan yang didasar oleh
pertimbangan apa yany digunakan dalam memeriksa gugatan
pemilukada tarsebul. Bisa saja majelis membatalkan SE KPU
dan memenntahkan pemilukada uvlang, atau putusan lzin
sebagaimana putusan ME selarma ini.

Balalui prases seperti ini, para pencari keadilan dalam
sengketa pemilukada lebih punya kesempatan mendapatkan
keadilan. Dengan begitu hukum dapat menjadi mekanisme
mengatasi konflik dan memberikan kepastian huekom dalam
penegakan hukum dan prinsip-prinsip pamile. Beberapa
masalah tersebut di atas periv mendapatkan perhatian khusus
oleh penyelenggara permilu dan pembentuk undang-undang,
sehingga  penyelanggarazn pemilihan kepala daerah yang
jujur adil dengan tingkat partisipasi para pemilih yang dapat
melahirkan pemimpin dasrah vang kredibel, berintegritas
dengan partisipasi atau dukungan publik yang tinggi menjadi
sebuah keniscayaan.
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Pangawasan Terhadap Integritas Penyelenggara pemilukada
dan Prospek Penegakan Kode Etik di Masa Datang

Ad bi Wibowo®

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah {pemilukada)
serentak merupakan amanat Pasal 201 ayat (1) Undang-
Undang Mamor & Tahun zoag. Pemilukada serentak 2ea4 diikuti
26g daerah, di g provinsi dan 260 kabupatenfkota, termasuk
di Provinsi Sumatera Barat yang menyelenggarakan 14
pemilukada, yaitu 1 Pemifihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Sumatera Baral dan 11 kabupaten untuk pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati, yaituy Kabupaten Pesisir Selatan,
kabupaten Salak, Kabupaten 5Sclok Selatan, Kabupaten
Sijunjung, Kasbupaten Dharmasraya, Kabupaten Limapuluh
Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten  Adgam,
Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman, Kabupaten
Tanah Datar, serta 2 kota wntuk pernilihan Wali kota dan
whakil Wali kota Bukittinggi dan Kata Salok. Pemilukada yang
diselenggarakan serentak di Provinsi Sumatera Barat ini
merupakan pemilukada yang terbanyak dibandingkan dengan
provinsi lainnya yang menyelenggarakan Pemilukada serentak
tahun aoas.

Pelaksanaan Pemilukada di Sumatera Barat, secara
urmurn telah berjalan dengan aman, tertib, dan lancar sesuai
dengan tahapan, namun bila dicermati dari perspsktif etika

2h Adhisitoma, 5. H, M. Hom, Damen Fabultas Hubom Deiverdtas Eiasakt #adang dan
Ti-n Fe-neikss Daemhb (TR0 Dan Takeok Masysrakas Deman Kehomatan Fenye mnggars Pemik
|DEPP) Frowingi Serabers Uamwl
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penyelanggara pemilu (KPU dan Bawaslu Pravinsi serta KPU
dan Panwaslih Kabupaten dan Kota) masih banyak yang harus
digvaluasi dan dicermati, karena sunggquhpun pemilukada
Lelah usai diselenggarakan tetapi masih menyisakan persoalan
yang harus diselesaikan berkaitan dengan adanya dugaan
pelanggaraan kode etik penyelenggara pemilukada, walaupun
sudah ada putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilu
{DKPF) vang dijatuhkan berdasarkan hasil permeriksaan sidang
Tim Femeriksa Daerah (TPD) terkait pengaduan dari berbagai
pihal.

Fada penyelenggaraan Pemilukada di Pravinsi
sumatera Barat, pengawasan yang dilakukan aleh pernangku
kepentingan (stakesholder) terhadap etika penyelenggara
pemilukada berdasarkan hasil verifikasi formil dan materiil oleh
DEPF terhadap pengaduan yang masuk menghasilkan § (enam]
perkars, yaitu Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Padang
Parizarman karena tidak tertib administrasi; ketua dan angota
PES Eelurahan Gates Man XX Kecarnatan Lubuk Begalung Kota
Fadang yang melakukan rekayasa administrasi rapat pleno DPT
Pilgub, Anggota Panwaslu Kabupaten Pesisir Selatan dan Ketua
Panwas Kecamatan Pesisir Selatan yang masih tercatat sebagai
Fengurus Partai Palitik Ketua KPU Kabupaten Dharmasraya
vang menunjukkan sikap dan gestur keberpibzkan kepada
salah satu. Pasangan caslon bupati serta ketua dan anggota
KPLU Kabupaten Sijunjung yang menunjukan sikap arogansi
terhadap Panwaslu dan kelalzian dalam pencetakan formulic
L1 KWE Flana serta ketva dan anggota KPL Pasaman Barat
yang menerapkan standar ganda dafam persyaratan rekening
dana karmpanys pasangan calon bupati dan wakil bupati,

Lar semua dugaan pelanggaran kode etik yang
dilakukan oleh penyelenggara pemilukada pada permilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat dan
Pamilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil
Wali kota di Provinsi Sumatera Barat tersebut, semuanya
sudah diperiksa dan disidangkan serta dijatuhkan sanksi vang
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barvariatif sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan,
yvaltu tequran, peringatan keras dan pemberhentian dengan
tidalk harmat. Menariknwa dari perspaktil penjatueban sanksi
tersebut, ada penyelenggara pemilukada yang dilaporkan
lebih dari satu kali dan diputus dengan sanksi yang sama, yaitu
tegquran Keras.

Permtilihan Umum ¥epala Daerah dengan segala cerita
suksesnya ternyata masih banyak menyizakan perscalan yang
harus segera di atasi dan dicari solusi sebagai bahan untuk
penyempurnazn pelaksanaan pemilukada vang akan datang.
Preblamatika dalam penyelenggaraan pemilukada dalam
perspektif evaluasi kritis setidaknya menyangkut 2 (dua) hal,
vaitu: pertama, persoalan integritas dan etika penyelenggara
pemilukada, dan kedvd, prospek penegakan kode etik
penyelenggara pemilukada oleh DKPP yang masih belum
memberi kejelasan dan kepastian.

Metadolagi vang digunakan dalam penulisan ini adalah
bersifat deskriptif, yaitu penszlitizn yang memberikan data
secara jelas dan teliti yang kemudian dengan data tersebut
dianalisa permasalahan yang ada serta dicari penyelasaiannya
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan
lainnya yang masih memiliki relevansi dengan penelitian.™
Hanya menggambarkan tentang persazlan integritas dan
etika penyelenggara pemilukada, dan prospek pensgakan
kode etik penvelenggara pemilukada oleh DEPP yang masih
belum memberi kejelasan dan kepastian. Adapun pendekatan
vang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis
mammiatif yang dilakukan dengan cara mempelajari ketentuan-
ketentuan dan peraturan perUndang-undangan Penelitian
huskum secara yuridis narmatif, yaitu mencari lagisnya aturan-
aturan hukurm, di mana hukem merupakan gejala normatid
vang bersifat otonom dan lebih memfokuskan pada low in the

T7 Seziond, Meinds Fealfian oo Sosidl, AFabem, Bandung, zoa3, hal g7
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bogks,’® Pendekatan yuridis empiris adalah svatu penelitian
yang dilakukan terhadap keadzan nyatz di masvarakat atau
lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk
menemukan fakta, vang kemudian dilanjutkan dengan
menemukan masalah, kermudian menuju pada identifikasi
rmasalah dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian
masalah. =

Analisis dan Pembahasan
1. Problematika Etika Penyelenggara pemitukade

Secara umum prinsip etika penyelenggara mengacu
pada prinsip dasar atau asas sebagai penyelenggara pemily,
sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Mamor
15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yvang berbunyi:
"Fenyelenggara Pemilu berpedoman pada asas: mandiri,
jujur, adil, kepastian hukurmn, tertib, kepentingan uwrmum,
keterbukaan, proporsionzlitas, profesionalitas, akuntabilitas,
efisien dan efektivitas”. Adapun vang dimaksud dengan Kode
Etik Penyelengmara Pemilu adalzh: "sugty kesotuan filosofis
yang menjadi pedoman tagi perilaku penvelenggora pernilifian
e wang amajibkan, dilerang, potut atav tidak patut dalam
semud tindakan dor vcapon”,

Felanggaran  kode etik  penyelenggara  pemily
adalah: "pelanggoran terhadap saty kesatuan fandasan norma
moral, etis dan filasofis yang menjadi pedeman bagi perilaku
penyelenggara pemilifian umum yang diwafibkan, dilarang, patut
ataw tidek patut dilokekon dalom semua tindakan dan vcapon™,
Pangertian sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama
E.PU, Bawaslo, DKFPF Momor 1,114,313 Tahun 2012 tentang Kode
Etik Penyealenggara Pemilihan Umum. Pelanggaran Kode

xd Suishyora, Padaman Fonmulsan SKapsi Aol ek, soor, Yooyskarta, hal 1%

I Soekanta Soerjono, Pengortor Peneitian Hocnm, Uinfeessitas Indaoesiz Prass,
Bkarta, aieng, hal 5
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Etik Panyelenggara Pemilu diselesaikan oleh DEPP yang
putusannya final dan mengikat.

Prinsip-prinsip dasar Kode Etik Penyelenggara Pemilu
wang harus dipedomani oleh Penyelenggara Pemilu adalah:

1) Menggunzkan kewenangan berdasarkan hukurmn
2] Bersikap dan bertindak non partisan dan imparsial
3] Bertindak transparan dan akuntabel

4} Melayani pemilih menggunakan hak pilihnya

5y Tidak melibatkan diri dalam kanflik kepentingan
6) Bertindak prafesional

71 Administrasi pemilu yang akurat.

Menganalisis mengenai faktor-faktor yang
menyebablkan  penyelenggara  pemilukada melakukan
pelanggaran kode etik dalam penyelenggaraan  pemilihan
urnum kepala dasrah, maka setidaknya ada 2 (dua) faktor, vaitu
faktor urnum dan faktar khusus,

Faktor wmum  yang  menyebabkan  terjadinga
palanggaran kode etik panyelengoara pemilukada adalah
adanya persepsi bahwa pemilukada menipakan pintu maswek
untuk teradinya borgoining dan ekspetasi untuk terjadinya
politik balas budi {political kick back. ). Faktor khususnya adalah
adanya relasi yang langsung sehingga tercipta hubungan
emasicnal antara pasangan calon dengan penyelenggara yang
dapat mempengaruhi netralitas sebagai penyelenggars,

Kedua faktor tersebut di atas berkorelasi sehingga
membuat penyelenggara pemilukada mengabaikan prinsip-
prinsip dasar Kode Etik Penyelenggara Pemile yang harus
dipedemani oleh Penyelenggara Pemilu. Pengabaian prinsip-
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prinsip dasar kade etik tersebut dilakukan oleh penyelenggara
dengan pasanpan calon kepala daerah maupun tim kampanye
dengan berbagai rmodus dan strategi untuk menggolkan
kepentingan pasangan calan kepala daerah tarsehbut,

2. Prospek Penegakan Kode Etik Penyelenggara pemilukada
L Mosa Mendatang,

Cengan  terbitnya Undang-Undang Momor  ag
Tahun zoaa tentang Penyelenggara Pemiliban Umum yang
membearikan  mandat  pembentukan Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemily maka seharusnya independensi dan
integritas penyslenggara pemilihan umum kepala daerah
semakin kuat, sehingga seharusnya peryelenggara pemilukada
dzlam  menjalankan tugasnya berindak profesionzl dan
berintegritas. Pada kenyataannys, para penyelenggara
permilukada cenderung mengabaikan prinsip-prinsip dasar Kode
Etik Penyelenggara Pemily, sehingga banyak penysienggara
pemilukada diadukan oleh stakeholders karena diduga
melakukan pelanggaran kode etik dalam menvelanggarakan
tahapan pemilihan umum kepala dasrah ke Dewan Kehormtan
Peryelenggara Pemilu {DEPE).

Fada salu sisi, terhadap dugaan pelangaran kode etik
penyeienggara  pemilu/pemilukada, sesunogubnya Dewan
keharmatan Penyelenggara Pemily (DEPP) telah melakukan
pernegakan kode etik bagi penyslenggara pemilufpemilukada
vang diduga melakukan pelanggaran kode etik. Mamun yang
menjadi masalzh adalah masih adanya putusan DKPP vang
belum ditindaklanjuti aleh institusi penyelenggara pemilu (KPU
dan Bawaslu Provinsi maupun Kabupatenjkota), bahkan masih
banvak wang mengsjukan “perlawanan hukum™ terhadap
putusan DEFPP ke Pengadilan Tata Usaha Megara (PTUN], Selain
ity belum adanya ketentuan yang mengatur batasan berapa
kali penyelenggara pemilu/pemilukada bisa dijatuhlkan sanksi
terberat, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat setelzh
sebelumnya dijatubkan sanksi peringatan dan peringatan
keras karena berkali-berkali dilaparkan dan atau diadukan
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karena melanggar kade etik. Sebagai contoh KPU dan EPU
¥abupaten Pasaman Barat. Sisi lainnya, dengan pensrapan dan
panacgakan kode etik penyelenggara pemilufpemilukada oleh
DKPP terbultti dapat meminimalisir perilaku penyelenggara
dalam melzksanakan tugas, kewenangan dan kewajibannya
menyelenggarakan pemilvkada, sehingga penyelenggaraan
pemilukada lebih baik dan berkualitas karena terhindar dari
snasir-anasir kepentingan pribadi komisioner dan mencegah
arogansi dan kesewenang-wenangan panyelenggara.

Berangkat dari perspektif di atas, maka sesungguhnya
prospek penegakan kade etik penyelenggaraan pemilukada
akan menjanjikan dan diakui serta diakui exsistensinys
sebagai garda terdepan dalam mengawal pelaksanazn dan
penyelenggarazn pemilufpemilukada di masa yang akan
datang. Hal ini seharusnya dijadikan "pintu masuk” bagi DEFP
untuk meniadikan Pemeriksaan Kode Etik Penyelenggara
pemilu sebagai "ermbrio” lahirmya “Peradilan Etik™ di Indanasia,
sungouh pun masib membutehkan wakto, preses dan tidak
sesederhana yang kita bayangkan serta kajian mendalam
secara akademik dan yuridis.

Fenutup

Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas maka
dalam rangka penyelenggarsan pemilukada serentak yang
akan datang, perle dilakukan penguatan dan pembinaan
olsh jajaran KPU dan Bawasly untuk melakukan supervisi
dan keterampilan yang berkesinambungan [sustaingble)
dan menyvelorvh fkomprehenshif) khususnya terhadap aspek
integritas, profesional, tertib administrasi dan keberpihakan
sorta independensi. Hal lebih penting lainnya adalah
perunya evaluasi terhadap prases rekruitmen penyelanggara
pemilukada dengan fokus pada rekam jejak calon, sehingga
akan terpilin penyelenggara pemilukadz yang “mumpuni®
dan kualifaid serta tidak permah bersinggungan dengan parta
palitik sebagai syarat mutlak untuk mewujudkan pemilukada
vang berkuzalitas,
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Selain itu perlunya dibuat standar operasional prosedur
bagi DEPP untulk mervmuskan batasan tentang sanksi yang
dijatuhkan penyelenngara pemilukada yang  berkali-kali
melakukan pelanggaran kode etik dan telah dijatuhi sanksi,
sehingga ada kejelasan dan kepastian serta dapatmenimbulkan
efek jera bagi penyelenggara sekaligus membuat formulasi
untuk mendorong lahir dan terbentuknya Peradilan Etik di
Indonesia.



Eefarmutasi Jistem Penegokon Koas Bk Penvalancgarg Pamila 145

Menuju pemilukada yang Ideal
(Elemen=-Elemen Penting dalam pemilvkada)

Stephanus Tilung Arifin®

Sebelurn tahun zoos, kepala dasrah dan wakil kepala
daerah dipilih aleh Dewan Perwakilan Rakyat Dasrah ([2PR1T).
Sojak  berlakunya Undang-Undang Momar 3z Tahun 2a0g
tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara
langsung oleh rakyst melalui Pemilihan Kepala Daerah dan
wakil Kepala Daerah atav disingkat pemilukada, pemilukada
pertaima kali diselenggarakan pada bulan Juni z2oog, Sejak
berlakunya Undang-Undang Momor 23 Tahun 2007 tentang
Pemyelenggara Pemilihan Umum, pemilukada dimasukkan
dalarm  rezim  pemilu, =sehingga secara resmi  bernama
Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
atau disingkat permilukada. Pemilihan kepala daerah pertama
vang diselenggarakan  berdasarkan Undang-Undang  ini
adalah pemilukada DEI Jakarta zoo7. Pada tahun zo1a, terbit
undang-undang bary mengenai penyslenggara pemilihan
umum yaitw Undang-Undang Mamor ag Tahun zoaa, Di dalam
undang-undang ini, istilah vang digunakan adzalah Pemilikan
Gubernur, Bupat, dan Wali Kota. Pada tahun 2o01g, DFR-RI
kembali mengangkat isu krusial terkait Permilihan Kepals
Daerah (pemiluvkada) secara langsung. Sidang Paripuma
DRI Rl pada tanggal 24 September 2ot memutuskan

fin Shephances Tilisg &iifin, S H., M B4,
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bahwa Pemilihan Kepala Daerah dikembalikan secara tidak
langsueng, atau kembali dipilih cleh DPRD. Keputusan ini Lelah
menyebabkan beberapa pihak kecewa. Ksputusan ini dinilai
sebagailangkah mundur di bidang "permbangunan™ demokrasi,
sehingoa masih dicarikan cara untuk menggagalkan keputusan
mu melalui uji maten ke MK, Dalam melzksanakan hak-hak
demekrasi dimaksud dan sesuai harapan dan cita-cita reformasi
pada tahun 1998 yang menjadi sasaran utama adalah s=suai
dengan tujuan pembangunan Masional vaity meningkatkan
kesejahteraan rakyst dan adanya permerataan pembangunan
di sefuruh Indonesia. Dalam pelaksanzan pemilukada maka
elemen-elermen penting yang harus ditingkatkan vaitu kualitas
Surmber Daya Manusiz (SOM), Peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan pemilufpemilukada, mekanisme/
metode, peralatan pendukung dan sistem pengelolzan yang
tepat dan zkurat sehingga mendapat hasil yang bernar-benar
sesuzi dengan suara rakyal yang bebas dari seqala bentuk
praktik kecurangan, dan/atau rmonesy politics.

Fembahasan

Fengertian pemilukada yang dilzksznakan di setiap
dasrah di Indonesia adalah untuk memilih pemimpinnys vai
tu gubemur, bupati dan wali kata, Untuk memilih pemimpin
terssbut, maka pemerintah pusat melaksanakan permilihan
fangsung yang dilakukan oleh rakyat dalam satu daerah. Pami-
lukada dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah ad-
ministratif seternpat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepa-
la dasrah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepalz
dasrah. Kepala daerah dan wakil kepala dzerah yang antara lain
gubernur dan wakil gubarnur untuk provinsi, bupati dan wakil
bupati untuk kabupaten, serta walikota dan wakil wali keta un
tuk Kata. Pelaksanaan permilukada tidaklah terepas dari berb-
agai faktar yaitu;

1) Sumber Daya Manusia (SDM) yvang terdibat dalam pelak
sanaan pemilukada, mizalnya mereka yang duduk sebagai
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pejabst KPU {Kemisi Pemilihan Urmum), Tim Seleksi,
Badan Pengawas dan seluruh elemen yang terkait ha-
ruslah benar-benar paham akan ssluruh peraturan dan
perlUndang-undangan berkaitan dengan pemilu sehingga
dapat dirmnimalkan berbagar penafsiran keliru akan pera-
turan-perundangan yang akan berdampak pada berbagai
pihak yang akan ikut sebagai peserta pemilukada. Kuali-
tas SDM ini berkaitan dengan ketrampilan {skill), pengeta-
huan (knowledgel dan sikap perilaku (Attitede) dari semua
elemen pelaksana pemilu, Cantoh; mereka yang duduk
sabagai komisioner KPLU, Badan Pengawas memiliki latar
belakang pendidikan ilmu hukum, ilmu sasial dan disiplin
ilmu terkait dan memilike track record yang baik dari sisi
sikap, perifaku dan moralitas.

1) Sanksi yang tegas apabila terbukti money politics ha-
rus dijatuhkan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam
proses penczlonan, dan pelaksanaan pemilukada. Sanksi
vang diberikan sesuai peraturan, perundang-undang yang
berlzku baik berkaitan dengan suap (KLHFP) dan juga un-
dang-undang pemilukada. Sanksi berikutnya adalah yang
bersangkutan tidak dibolehkan terlibat dalam berbagai
aktifitas pelaksana permilu.

Contoh kasus yang terjadi di kota Manado adalah da-
flam kasus gqugatan pasangan Jimmy Rimba Rogi-Boby Dawd
vang awalnya dikabulkan seluruhnya aleh PT TUN Makassar,
ini artinya, duet yvang dikenal dengan sebutan imba-Boby itu
kembali menjadi peserta Pilwakot Manado yvang sebelumnya
telah ditetapkan sebagai calen Wali kotafWakil Wali kota Ma-
nado gleh KPLU vang dibatalkan. Dengan diterbitkannya putu-
san Mahkarmah Konstitusi Mo, 42/PUU-XIIfzo15 tertanggal g
luli 2025, menjadi dasar hukum bagi Jimmy Rimba Rogi un-
tuk ikut serta dalam pemilukada Manado sebagai calon Wali
kota Manado yang kemudian meminang Baby Daud sebagai
calon Wakil Walikota Manado periode 2015-2020. Selain pu-
tusan MK, keikutsertaan Jimmy Rimba Rogi didukung oleh
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Undang-Undang Pemilukada Momeor 8 Tahun 2015 pada Pas-
al 7 huruf H tentang syarat pencalonan yang berbunyi “tidak
sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan
vang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”, Sebab, pada
putusan pengadilan dalam kasus yang menjerat Rimba yang
dibacakan tanggal 30 Oktober 1954 tidak mencabuot hak pali-
tikmya, yang dibuktikan pada Permilihan Presiden (Pilpres) ta-
hun zoig lalu, limmy Bimba Rogl ikot menvalurkan pilihan
poalitiknya. Selanjutnya, dalam putusan kasasi, Mahkamah
Agqung (MA) telah mengabulkan kasasi yang diajukan KPL
Manado. Putusan yvang telah dikeluarkan MA terkait cengan
adanya kasasi KPL, membuzat banyak pihak merasa bahwa

keputusan ituy merupakan suatu keputusan yang berpibak.

Kesimpulan dan saran-saran:

1) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana
pemilukada sangatlah menentukan kuvalitas calon.
Diharapkan bahwa calon peserta pemilukada vang
suclah dibuat dengan keputusan KPU telah benar-benar
dianalisa dengan baik dari berbagai sisi khususnya
pertimbangan  hukum agar masalah-masalah
penganuliran calon pemilukada dapat ditiadakan,

2] Kepastian hukumn  bailk  peraturan, perUndang-
undangan, maupun pelaksanaannya hams diawasi oleh
seluruh pemangku kepentingan pemilukada.

3] Sanksi yandg tegas harus diberikan kepada siapa saja
vang melakuekan money politics berkaitan dengan
pemilukada baik sanksi hukum maovpun sanksi sosial.
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Penegakan Dugaan Pelanggaran Etika dan Pelanggaran
Hukum: Belajar dari Pemilukada Sumatera Barat

Crtong Rosadi®

Permile, termasuvk pemilekada adzalah piliban model
pelaksanaan demokrasi®. Demakrasi di Indonesia merupakan
perwujudan dari paham kedaulatan rakyat yang dianot UUD
1045 "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan
menurut Undang-undang Dasar)” {(Pasal 1 Ayat =z Hasil
Amandemen Kedua). Berdasarkan pemahaman (norma
konstitusional) ini, maka model pelaksanaan demakrasi di
Indonesia haruslah menjadikan "kedaulatan rakyat’ sebagai
prinsip utamanya dan dilaksanakan menurut Undang-undang
Dasar harus berdasar kedaulatan bhukom {nomokrasi). ladi
dengan demikian demokrasi kita adalah demokrasi yang
berlandas narmokrasi. Atau paling tidak nomokrasi (kedaulatan
hukuerm) menjadi penyeimbang atas demckrasi (kedaulatan
rakyat).® Dalam bahasa yang lebih populer demokrasi berdasar
atas hukurn,

Ha CEnng Rnsack, Smail: ntong s esdhgepaboeo, oo ik Do s o Fakeottas ko Line.
Fhaxakti, Farlarag.

ax Eemuokrasi berasal dord kata demaoarscy {Inggre) sdaptasi dan demakratis {Peranns)
sormo hersumber dan bahzzavunan Cemakresie” dan asal Zala decrer’ B=ranti rakpal e kralery’
kratain’ bebuazsantberbuass staconemeninkah. Pemenintah oleh sakyat atao gosermant ar ruls
ke thie preple Lihat dablun S8 matal Hods, Goio MR ga, Rajasali Fress, lakarts, o1, bl o

iy St Mlalilhod WD, Eanstibes Can Hubam dalamn Konboyvers 2y, Rejaszdl Pers,
lakama, =241, hal 415,
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Dalam praktik penyefenggaraan pemilu di Indanasia,
pelangoaran terhadap aturan hukum pernile menjadi bahan
diskusi yang tak habis-habisnya. Baik sebagai bahan diskusi
anggota masyarakat, artikel di surat kabar, kajian dalam
artikel ilmiah, riset hingga legal issues untuk penulisan tugas
akhir skripsi, tesis dan disertasi. Dari banyak diskusi ini, maka
muncullah pandangan bahwa selain penegakan hukum harus
pulaz disertar penagakan etika bagi penyslenggara pamilu
agar pemilu berjalan lebih baik dan sesvai dencan asas pamilu
Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, danadil {Luber-Jurdd).

Bagi penulis, penyelenggaraan pemilu, di setiap
tingkatannya yakni pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Dasrah {pemilukada)
haruslah diselenggarakan secara kredibel dan berintegritas,
berasal Luberdurdil baik dalzm pengaturan, praoses, mauvpun
hasilnya. Penulis berpandangan sama dengan pandangan
yvang menyebutkan penegakan etika harus bersamaan dengan
penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemilu,

Etika pada dasarnya lebih luas dari hukum. Setiap
pelanggaran hukum, juga merupakan pelanggaran terhadap
etika. Sebaliknya tidak setiap pelanggaran etika juga
melanggar hukum, Etika "vniverse” yang lebih luas dibanding
derngan hukurn. Etika lebih luas, bahkan dapat dipahami
sobagai basis sosial bagi bekerjanya sistern hukpm. Jika etika
divmparmakan ssbagai samudera, maka hukum mervpakan
kapalnya. Demikian pula halnya ketika dalam sistam hukum,
dikenal adanya prinsip rule of law vang terdiri atas perangkat
code af law {kitab undang-undang) dan court of low {pengadilan
Fukum). Dzlam sistem etika juga perlu diperkenalkan adanya
pengertian tentang rule af ethics yang terdiri perangkat code of
ethics (kode etik) dan court af ethics {pengadilan etik) B

lika dipahami bahwa etika lebih luas dari hukwrn, dan
pelznggaran etika otomatis pelanggaran huekum. Peradilan

=5 Lihst dalarm hitp e npcpor coizlal-cpeaal-wocsma pemdian etk hemil s,
WaryteSKCIL, dliaks s pada teraged 3 lumi zead pamop g 3z WIE.
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terhadap pelanggaran etika menjadi kebutuhan yang penting,
bahkan =angat penting. Menjadi pertanyazan  kemuodian
bagaimana penegakan etika bagi penyelengoaraan pemilu
dapat dilakukan bersamaan dengan pelanggaran hukum guna
mengawal  penyelenggaraan pemilufpemiiukada menjadi
pemilu/pemilukada yvang benntegritas? Lalu bagaimana peran
pengaturan (hukum) kepemilvan vntek menjawab masalah ini.

Artikel ini mencoba menjawab pertanyaan utama
bagaimana penegakan etika bagi penyelengogaraan pemilu
dapat dilakuvkan bersamaan dengan pelanggaran hukum
guna menjadi pemilukada vang berintegritas? Dengan fokus
pada model sistem penegakan kode etik penvelenggaraan
pemilukada di masa datang, terutama pada pala rekrutmen
penyalenggara pemilukada. Lalu bagaimana pembangunan
hukum  kepemiluan di Indonesia dapat rmengatur
penyslenggaraan pemilufpemilukada  vyang  barintegritas.
Peny=lenggaraan pemilukads g Desamber 2015 di Sumaiera
Barat menunjukkan bhahwa pola rekroimen terbadap
Penyelenggara pemilu/pemilukada dilzkukan belum dilakukan
dengan baik, kredibel dan berintegritas.

Metode yang dilakukan melalui pengamatan baik
berdasarkan informasi yang dipsroleh dari surat kabar dan
media massa online mauvpun telaah terhadap hasil Puiusan
DKFPP. Berdasar hasil pengamatan dan telzah atas Puiusan
CKPF terhadap pelenggaraan etika penyelenggara permiluf
pemilukada di Surmatera Barat maka dilakukan analisis berdasar
pendekatan hukum, perenungan etis dan pendekatan politik
(pembangunan) hukum.

Analisis dan Pembahasan

Penulis menggunakan isitilah pelanggaran  (etika)
penyelenggaraan pemilukada, karena dalam amatan penulis
vang melakukan pelanggaran penyelenggaraan pemilukada
tidak hanya Penyelenggara permilukada narmun juga Pesearta
dan bahkan pihak-pihak lain vang terlibat dalarm halat permiluo
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dan pemilukada. Subjek utama dzlam proses penyelenggaraan
pemilukada tentu saja para penyelenggara pemilukada, subjsk
lainnya tentw saja partai palitik pengusung/pengusul, pasangan
calon dari parpal/perseorangan, tim sukses, dan masyarakat
luas. Jika pelanggaraan etika diarahkan pada subjek yang luas
vakni penyelenggaraan pemiilukada, maka kode etik dan model
penegakan kode etik juga tidak hanya diatur dan diberlakukan
terhadap penyelenggaran pemilvkada saja namuon  juga
terhadap partai pelitik dan pasangan calan yang melanggar
kode etik dalam masa tahapan pemilukada. Bagaimana model
sistem penegakan kode etik penyelenggaraan pemilukada di
masa datang, diatur dalam Hukurmn KePemilvan di Indonesia?

Dalam pemiliban GUBERNURE DAN WAKIL GUBERMNUR
(Pilgul) Sumatera Barat o Desember 2015 lalu, diikuti oleh
dua pasangan calen {paslon). Paslon nomor urut 1 Muslim
kasirn-Fauzi Bahar {MK-FB} divsung ofeh koalisi empat parpol
vaitu Partai Hanura, PAM, Masdem dan PDIF. Dan sempat
juga didukung oleh lima partai lainnya (Partai Golkar, PPPR,
FPartai Demaokrat, PEB dan PEB). Sedangkan Paslon namor
urut z Inwan Prayitno-Masrul Abit {IP-MA) diusung aleh koalisi
Gerindra dan PES.

GSejak awal pendaftaran menumut pengamatan Penulis
sudah nampak ada fenomena wyang terkesan merupakan
pelanggaranetika dan pelanggaran hukum {sekaligus tentunya)
misalnya rencana awal pendaftaran Paslon ME-FE akandiusung
aleh koalisi g partal di Surmatera Barat dengan tagline Suombar
Banogkit. Ternyata hanya diuvsung oleh g partai, Karenanya
balihe kecil dengan lego tanda gambar sembilan partai pun
dicabuti kembali. Karena Partai Golkar, Partai Demokrat, PP,
FKEEB dan FPBEB tidak hadir diacara pendaftaran paslon ketika
mendaftar di Komisi Pemilihan Umum {KFL Sumatera Barat,
di Jalan Pramuka Kota Padang, Selasa, z8 Juli 20455

He hidp: e bpbdnuchij ek comizoicimpicatatan-pel-an -k fe-dusung-pen-ooi b=,

disksers paala baragnala lune geaé famoagqay
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Fakia lain dalarmn Pilgub Sumbar adalah perscalan
larangan terhadap petahana (lncumbent)®™. Pada Pasal 71 ayat
z Undang-Undang Momar 1 Tahun zoig dinyatakan bahwa
"Petahana dilarang melakukan pergantian pejabat & bulan
sebelum masa jabatannya berakhir".

Terkait pasangan calon Gubermurfakil Gubernur
Sumbaryang berposisisebagai petahana adalahlrwan Prayitna,
Masrul Abit dan Muslim Kasim. Khusus untuk pengangkatan,
penggantian dan mutasi pejabat, wewenang ini harya dimiliki
lnwvan Prayitno (Cagub) dan Masrul Abit (Cawagub). Masrul Abit
vang habis masa jabatannya a7 September zous, terkait hal
di atas tercatat melakukan pelantikan pejabat di antaranya
mutasi ratusan kepala sekolah di Kabupaten Pesisir Selatan
yang dibuktikan dengan menangnya gugatan para kepsek
tersebut di Pengadilan Tata Usaha Megara Padang terkait S5k
wang diterbitkan oleh Masrul Abit tentang Mutasi; Pelantikan
wWali Magari, oleh Bawaslu dipertanyakan apakah Wali Magari
adalah pejabat negara sedangkan menurut Undang-Lindang
Momor & Tahun zo1s tentang Desa disebutkan bahwa Kepala
Desa (Wali Magari) adalah pelaksana Pemerimtahan, dengan
dermikian adalah juga pejabat Pemerintah.®

irwean Prayitno yang berakhir masa jabatannya
tanggal 15 Agustus zoig tercatat mengeluarkan lebih 3 kali
Sk di antaranya; Pelantikan pejabat di Bira Umum sub bidang
kearsipan an. Sdr. Putra Hermanto dengan alasan mengisi
jabatan kosong. Pelantikan Direktur RSU Pariaman Dr.lila
Yanwar yang ditarik ke Dinkes Provinsi dan digantikan oleh
dakter Hj. Indravelutina yang berasal dari Sarolangun.™

an Pengerizn Patashana weadici diplakan pada Fasel 1 angka la) Feraturan K2 Hamaor
4 Tahun 2ozc tentang Fercalanan Pemiihan Subemur dan Waks Gubere, Bupari dan'dokil
Buzab, Walitnts dan Wakil Walkota menpotaban: "Gubsrar alaonWakil Gotemmur, Buoabeie
ekl Rupeai, Wakkona ot W okl afibota yang sedang mengabat®.

S Poreus Pemiukada OPFFED foruaters, Laporan Hasll Pembehasan Pretia et
Pamiluboct Gubernor & Waki Gube e Sumanena Saret, yeng cizampaiban gacla Bapat Gabungan
Eombs DPRD ®mvinst Sundl era Banal, § Mamt zoeb hal 4-c

Bz o
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Fenomena yang tidakx kalah menariknya adzlah
persoalan rekening dana kampanye. Ketentuan Pasal Pasal
74 Ayat 3 Undang-Undang Mamor & Tahun 2025 mengatur:
"Partai politik atau gabungan partai politik yang mengusullkan
pasangan calonwajib memiliki rekening khusus dana kampanye
atas nama pasangan calon dan didaftarkan pada KPU Pravinsi
atau KPU Kzbupaten/ Kota”. Selanjutnya Pasal 74 Avat (g}
mengatur: "Calon persearangan bertindak sebzgai penarima
sumbangan dana Kampanye. sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan wajib memilki rekening khusus dana Kampanye
dan didaftarkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupatan/
Kota.”

Praktiknya rekaning dana kampanye yang diqunakan
kedua pasangan calon tercatat juga bermasalab, yakni
satu atas nama tim kampanye dan satu lagi atas nama tim
pemenangan. Hal ini dapat dibuktikan diweb KPU. Penggunaan
z rekening juga tidak dibenarkan seperti rekening kampanye
Irwan Prayitno dan Masrul Abit ada 2 vaito: Rek BNI 46 dan Rek
Bank Magari Syariah. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 1
Peraturan KPL Momor 8 Tahun zoas dinyatakan bahwa:

“Partal Palitie atou Gobungon Partoi Politic yang
mengusuikan Posargan Calon dan Paosergan Calon
persecrangan meloporkan hanva 1 (satu} romaor Rekening
Khusus Dana Kompanys sebagaimana Dimatsod dalam
Pasal 23 ayat (1} kepada KPU ProvinsifKiP Aceh untok
Pemilifan Gubernur doan Wakil Gobernur dan KPUKIP
Kobupaten/Mota vntuk Pemilihen Bupati dan Wakil
Bupati atay Walikota dean Wakil Walikotg,

Dari dua hal di atas dapat dilihat telah terjadi
pelanggaran vang ditegaskan oleh Bawaslu berdasarkan Model
A. 12 divmumkan tanggal & Oktober 2015 yang menyatakan
mernang hal tersebut meropakan pelanggaran administrasi.
Persoalan rekening muncul setsiah penstapan calon karena
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sesuai Peraturan KPU MNamor g7 Tahun 2028 tentang Pedaman
Teknis Tahapan, Pragram dan Jadwal pemilukada di mana
katas akhir memasukan persyaratan calon dan pasangan calon
adalahtanggal 7 Agqustus apag kemudiantahapan penelitian dan
perbaikan sampai 14 Agustus 2015 dan Penetapan Pasangan
calon 24 Agustus 2015, namun sampai penetapan calon tidak
ada perbaikan rekening dana kampanye tersebut sehingga
kedua pasangan calan seharusnya tidak mamenuhi syarat s

Dari persoalan ini yang menarik adalah pandangan
dari DEKPP bahwa kasus aduan pelanggaran kode etik aleh
KPL Prowvinsi Sumatera Barat terkait dugaan membiarkan
penggunaan ijazah palsu Calon Wakil Gubernur Masrul Abst
dan membiarkan pembukaan Momor Rekening Ehusoes Dana
Kampanys dalam Perkara MNomor gg/DEKPP-FEE-V 2018
dan Momar Perkara gog/DKPP-PEKE-INV{2045. DKPF dalam
Futusannya:

“berpendopat  bahwa  wrgensi  pembukaan  dan
pendafiaran nemar rekerming khusuvs dana kampanye
Bertujuan untuk menjega diterimanya sumbangan dana
kampanyedarsumberyangtidaklegal. Disampingitu, juga
bertujuan untuk mewwjiudkan kesetaraon dan keaditan.
Tindakan Para Teradu mensrima rekening khuzsus dona
Kampanye pasangan calon Gubernur dan calon Wkl
Gubernur yang divselkan olefh partad afor gobungan
partai politik sudah sezvar dengai peratunian perlindang-
wndangan. Dalam hal rekening khusus dana kampanye
yang disampaiwan belum sesval, Terady memberikan
kesempatan kepada pasangan calon untuk memperbaifi.
Apabila kesempatan tersebut tidak digunakan pasangan
calon, maka menjadi wewenong Kantor Akuntan Publik
untul melgkukon oudit kepotuhen terbodap peroturon
perlUindaeng-undarngan. Oolom  persidangan  terongkop
fakic, Para Teradu menerma pendoftaran pasangan

Fiz Ihat, hah =
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calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barad
Berdasarkan rekomendasi Bawasly Provinsi Sumatero
Barat, Para Teradu meminta pasangan calon Gubernor
dan Wardl Gubernur Nomor Uret 2 untuk memperbaiki
relening  khusus donoe kampanyve. Permintaan Pam
Terady  ditindakanfuli  posaorgan  colen dengan
memindahbukukan dard Rekening Bank Magari Syariah
Sumeaterg Barat Wamor 7200.02.20. 358555 ke Rekening
BN Marmor zoigerzqef serta menutue Rekerning Sank
Magart Syanah. Menggogurkan dalil aduan Pengady |
yang menyatakan Para Terady menerimo duva narmor
rekening khusus dana kampanye darl pasangan calon
Gubernur dan calon Wakil Guberriur, *=°

FPersyaratan pencalonan salah secrang calen yang
banyak terjadi kejanggalan yaitu ijazah Masrul Abit (Cawagub).
Hasil temuan Pamwas Pesisir Selatan Tahun zoio menjelaskan
bahwa : ada dua Masrul yvang bersskolah di 5T Balai Selasa
tersebut, satu Masrul A yvang bapakmyva Abit dan Satwe Masrul
saja yang Bapaknya Al Umar. Masrul A bersekolah di ST
tersebut sampai kelas tige caturwulan pertama tidak sampai
menamatkan 5T. Bagaimana proses ijazah Masrul sampai
ketangan MNasrul A karena Masrul A datang kerumah Masrul
dengan tujuan Masrul A meminta ijazah MNasmil untuk menjacds
pegawai di Lampung. Masrul bersedia memberikan karena
hanya bekerja sebagai petani dam ijazah tersebut akan
dipergunakan Masrul A di Lampung bukan di Pesisir Selatan.

Kejanggalan lain juga terjadi pada ljazah Strata 1 dari
Universitas Bandar Lampung di rmana terdapat Prodi vang
sama dan Universitas yang sama yaitu Universitas Bandar
Lampung telah dikelvarkan z Surat Keputusan yaitu BP 86
sid 8g dan BP BE-88, selanjutnya legalisir ijazah yang penuh
kejanggalan, sekolah 5TM 1 Padang tapi dilegalisir di Dinas
Fendidikan Painan, padahal dalam Undang-undang jefas bahwa

g0 kg dkoe. ga. F_Rleftlel s cusannogs setabunaols kpuosrovsurmbar gaf, hal ag,
div=szish © Jume fam 15 52 WIE
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lenalisir basah harus dari sekolah kalaw sekolah masih ada dan
dari Dinas pendidikan tempat di mana sekalah tersebut berada
kalau sekalah tersebut sudah tidak ada.

Pandangan DKPP penhal dugaan Penggunaan ljazah
palsu aleh CalonWakil Gubernur pandangan DEPF adalah:

“Klarifikasi Para Teradu terhadap ijasah dan nama orang
tua yang berbeda pada setiap ijjasah pasangan calon Wakil
Gubernur atas nama Masrul Abit hingga ditetapkan sebagai
pasangan calon yang memenubhi syarat, telah dilakukan secara
patut oleh Para Teradu baike secara etik maupun menurut
peraturan perlindang-undangan yang berlaku, Berdasarkan
hal tersebut seluruh dalil aduan Pengadu tidak terbukti dan
jawaban Para Teradu dapat diterima. Mamun demikian, DEPP
memandang perlu mengingatkan Para Teradu untuk bekerja
lebih cermat dan teliti dalam melaksanakan penelitian syarat
calon Gubernur dan Wakil Gubernur, sehingga tidak terulang
permasalahan yang sama pada tahapan lainnya.""

Berdasarkan tiga perspalan di atas, mzaka Penulis
berpandangan penyelenggara pemilukada, dalarm hal ini KPU
Provinsi Sumatera Barat, juga penyelenggara pemilukada
sebelumnya (untuk kasus dugaan ijazah palsu MasrulAbit) dapat
dipandang tidak cermat dan teliti. Juga tidak menuntaskan
persoalan dugazan ijazah palsu ini dari sudut hukum, akhirmya
persoalan jadi meluas dan tidak tuntas pada tahapan yang
seharusnya diselesaikan. Persgalan  penggunaan nomaor
rekening khusus secara urmum, mermang Terjadi di banyak
dzerah di Indonesia, bahkan dihampir semuz perrhelatan
permilukada. Jika saja klarifikasi hal rekening khusus dana
kampanye yang disampaikan belum sesuai, KPL Provinsi
Sumbar harusnya memberikan kesempatan kepada pasangan
calon untuk memperbaiki. Apabila kesempatan tersebut tidak
digunakan pasangan calon, maka menjadi wewenang kantor

'E] htpidepp gaadi heilikipuiesansoscegtafarams baprossomzarpdf, kim 26,
diakses nada tanggal = lum fanm Le=50WWI1E
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akuntan Publik untuk melakukan zudit kepatuhan terhadap
peraturan perUndang-undangan. Tidak berlanjut saja ke
tahapan berikutnya,

Demikian juga dalam kasus pelanggaran-pelarancan
untuk petzhana dua laparan untuk petahana Irwan Prayitna
Guberbur Sumbar Petahana diputus oleh Bawaslu Sumbar
sebagai tidak mamenuhi unsur pelanggaran. Karena sekali
pun Irwan Prayitno memang melakukan mutasi terhadap salzsh
=earang pejabat eselon IV di lingkup Permprov Sumbar pada 26
Februan apas. Dihitung dari akhir masa jabatan IP yang jstuh
pada 15 Agustus, masuk dalam enam bulan sebelum habis
masa jabatan. "Namun, melihat dari tanggal SK mutasi, pada
saat itu yang berlaku adalah UU Momor 1 tahun 2015 di mana
dalam UL tersebut ada klavsul penjelasan bahwa petahana
dibalehkan melakukan penggantian pejabat sepanjang untuk
mengisi kekosangan jabatan,"UU Namor 8 Tahun 2015 diakui
memang melareng petahana malakukan penggantian, namun
ULl perubahan tersebut baru disabkan pada 15 Maret z0ac. IP
mengeluarkan 5K pejabat yang dijadikan bukti aleh pelapor
pada 26 Pebruari untuk mengisi kekosongan jabstan, ladi
berdasar kajian Bawaslu Sumbar dengan mempedamani kedua
Undang-undang, maka hal itu bukan merupakan palanggaran
karena tidak memenuhi unsur pelanggaran, "

Fenulis, berpandangan Putusan Bawaslu Sumbar
cenderung sangat positivistik dan jauh dari pertimbangan
subsstansizl maksod dan pengaturan larangan Petahana untuk
melakukan mutasi di masa & bulan sshzlum masa jabatan
berakhir, yaituy menjage konflik kepentingan dan palitisasi
birokrasi. Terhadap tiga persoalan utama dalam Pilgub Sumbar
g Desember 2015 lalu, Penulis berpandangan bahwa Keu
Sumbar dan Bawaslu Sumbar tidak menjalzankan TUGASMYA
dengan cermal dan penuh kehati-hatian, terkesan tidak
profesional. Pengaoalan kalimat akhir dari Putusan DEPP dapat

g rpifpadongmedida vindiprd-cumbee miesa-banfikasi ni pwahan-Sawasiy,
Claktes pacla tangoal 1 0onl 2016, Jaasi ag:00 WIE
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menunjukkan hal ini: "Para Teradu untuk bekerja lekih cermat
dan teliti dalam melaksanakan penealitian syarat calon Gubernur
dan Wakil Gubernur, sshingga tidak terulang permasalahan
vang sama pada tahapan laimrya. ™

lika ditelusuri menuvrut Penulis tidak ada kasus besar
dan penyelesaiannya mempunyai hubungan yang eral dengan
proses rekrutmen penyelenggara pemilukada yang cenderung
dapat ‘diintervensi’ dan kurang transparan. Mekanisme
rekrutmeanfpamiliban, sejak Timsel, pemilihan anggota KPU,
KPLU Provins: dan KPU Kabupaten/Kota; Bawaslu dan Panwas;
juga DKPP daerah yang kurang transparan ini akbirnya
menghasilkan Penyelenggara pemilukads yang 'dapat disoal’
pada akhimya {di vjungnyz). Hal yang paling mencolok
adalah tidak adanyz transfaransi dan tidak dibangunnya
argumentasi rasianal-ilrmiah alasan pemilihan anggota Tim
Seleksi KPL Pravinsi dan Bawaslu Provinsi Sumbar, Demikian
halnya Tim Seleksi di Kabupaten/Kota. Selain itv waktu dan
media vang disedizkan untuk meminta masukan masyarakat
atau kualifikasi calon penyelsnggara pamilu/permilekada saat
Seleksi juga terbatas. Ujungrya mudah disoal juga. Contoh dua
anggota Panwas di Pesisir Selatan, menunjukkan transparansi
dan masukan dari masyarakat tidak berjalan karenanys
pengurus dan anggota aktif parpol bisa jadi Panwas. Lebih
patal lagi dalarm hal rekruitmen panitia Ad Heo yakni Panitia
Parmungutan Swvara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan
{PPK). Untuk hal ini, Kamisi Pemilihan Umum {(KPU}, kabarnya
juga menyampaikan dua keluban {persaalan}, yaitu kurangnya
penyelenggara ad hoco terpilih dan ketersediaan anggaran
penyelenggaraan tahapan salanjutnya.

Deskripsi di atas hanys menggambarkan sedikit
saja  rnasalah-masalah dugzan pelanggaran hukurn dan
pelanggaran etika yvang dilakukan dalam penyelengoaraan
Pemilukada di Sumbar g Desember 2015, D luar masalah-

g3 bt ekl g o ady efikipunesannesc gaahroraoig kouprovsomoarpdf, Blm 2o,
diakses puarla Cangrged = Joie S 4 6: 20 WIE
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masalah di atas, lentue saja masih banyak masalah lain yang
tidak menjadi sorotan/kajian artikel ini. Misalnya kisruhnya soal
dugaan pemalsuan tandatangan dukungan katua umum parpal
terhadap salah satu pasanoan calon di Kabupaten Limapuluhb
Kota,

Desain Model Pemecahan Masalah

Terhadap beberapa permasalaban hukom dan
pelanggaran etika dalam pemilufpemilukada di Indonesia
termasuk kasus di Sumbar di atas, maka usulan pemecahan
masalahnya adalah, pertama, hukum kepemiluan vang
cenderung sangat luas (kampleks) harus didisain ulang, dengan
(z) Menyusun kedifikasi undang-undang pemilu di Indonesia,
karena pada saat ini undang-undang yang mengatur mengenai
pemilufpamilukada diatur dalam Undang-Undang yaite UU
Mamar 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Wali kota. U Momar 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Urmom
PresidendanWakil Presiden. U Momor 25 Tahun zo11 Tentang
Penyelenggara pemilu, dan UU Momor 22 Tahun 2012 Tentang
Pamilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Melakui
kodifikasi atau unifikasi undang-undang pemilu diharapkan
adanya satu kepastian penyvelenggaraan, kepastian proses dan
kepastianhasil permiluf/pemilukada; (b)Menata kembalilembaga
penyvelenggaraan pamilo mulai dari DKPP, KPU, Bawaslu dan
peradilan pemilu, partai poltik, peserta pemilu, pasangan
persearangan, tim sukses dan pemility (©) Membangun
pernahaman baru mengenai penting penyelenggaraan permiluf
pemilukada yang kapabel dan berintegritas untuk mewujudlkan
proses dan hasil pemilu yaang berintegritas guna menghadirkan
Femerintabhan yang bersih dan berwibawa. Melalui pelibatan
sebanyak mungkin masyarakat sipil {kalangan kampus, pers,
orsosformas, LSMIMGO, tokah masyarakat, dan civil society
lzinnya). Sebagaimana yang dapat terasakan saat menjelang
pemilu pertarma di masa reformasi 19494 lalw.

i antara rmasalah-masalah  yang  krusial vang
nampak dalam penyelenggaraan pemilukada g Desember
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zoay  adalah  pertamo, Rekrutmen Penyelenggara pemilu,
vang dalam pandangan penulis belum akuntabel, transfaran
dan bertanggungjawalb; Kedua, tugas KPL yang terlzlu
luas, tugas dan wewenang KPLU sebagaimana yang dimaksud
Pasal 11 terlalu luas, sehingga sealah-plah sermua kegiatan
pemilukada menjadi tanggunojawab KPLU (saja) misaliya;
Pasal 112 humf p menyatakan, melaksanakan sosialisasi
penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur
danfatau vang berkaitan dengan tugas dan wewenang KFLU
Provinsi kepada masarakat. Hal ini menyebabkan pelaksanaan
cosializasi tidak berjalan secara aptimal, sebhaiknya sosialisasi
atau kegiatan-kegiatan lain yang bersifat tekm= pelaksanaan
diserahkan pada pihak ketiga vang independen dan diawasi
dengan baik dan uvntuk itu seharusnya tugas dan wewenang
KPLU dibatasi. Sosialisasi pemilukada yang juga bermasalah,
karena kurangnya sosialiasi pemilukada vang dilakukan cleh
KPU menjadi faktor rendahnya partisipasi pemilih. &4 sisi lain,
barkembang pula kesanaligarki partaivang telah menyebabkan
keterbatasan pilihan terhadap calon dan pasangannya juga
menjadi penyebab rendabhnya partisipasi. Padahal peran partai
sendiri bukan faktar penting bagi pilihan pelitik masyarakat
dalarn pemilukada, karena faktor personal figur lebih berperan.
Pengalaman atas kepemimpinan incumbent, bkaik yang
tergolong buruk seperti halnya terlibat kasus kanipsi, maupun
sukses menjalankan kinerja Pemerintahannya, dapat menjadi
antiklimalksterhadap partisipasipemilih. AlatPeraga Kampanye
Perlupengaturandana kampanye dikembalikan kepada masing-
masing calan kepala daerah vntuk mengaturnya sendiri. KPU
hanya berfungsi mengatur angka (jumlah) kvantitatifnya,
separti batasan maksimal dana kampanye untuk memastikan
perlakuan yang diterima setiap calon kepala dasrah sama dan
adil. Selain itu, juga perlu diatur mengenai titik-titik peletakan
alat peraga kampanye agar tetap tertib dan teratur, Hal ini
urntulke memhbserikan kesempatan berapa banyak dapat dibuoat
alat peraga kampanye, dan siapa yang mengganti terrnasuk
kalau ada yvang rusak dapat mereka ikut menjaga. Hal ini dapat
rmengurangi dan mengefisiensi biaya, juga dapat mengurangi
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potensi sengketa yang dapat ditimbulkan akibat adanya pihak-
pihak vang tidak puas terhadap kinerja KPU dalam mengawasi
Alat Peraga Kampanye mercka jika tak sesuvai harzpan,
Fengaturan alat peraga kampanye yang diselenggarakan oleh
KPL, terbukti tidak effektif

Ketiga, penguatan fungsi pengawasan oleh Bawaslu,
dan penindakan pelanggarzan pemilu oleh Bawaslu, harus
kembali diatur dan ditata ulang. Kewenangan Bawaslu dalam
menangani pelanggaran. Perlu menambah peranan Bawaslu
mulai dari kampanye hingga pasca pemilukada, dengan
mearnbuat dua klasifkasi penanganannya, yaity; (1) Klasifikasi
tindak pidana yang dapat berpengaruh secara tidak langsung
bagi hasil pernilukada, Untuk penanganannya, Bawasly harus
menyelesaikan  kasusnya sebelum KPU  mengumumkan
hasil pemungutan suara pemilukada. Alternatif bagi langkah
penyelesaian kiasifikasi pelanggaran ini, perkara politit vang
dapat ditempatkan salusi penanganannya melalui administrasi
saja, dibandingkan secara administrasi dan pidanasebagaimana
dipraktekkan selama ini; dan (2} Klasifikasi tindak pidana yvang
secara langsung berpengarub terhadap hasil pemilukada. Pada
klasifikasi tindak pidana semacam ini, Bawasiu harus segera
memprosesnya dengan  bekerjasama Bareskrimn Palri dan
penuntutan oleh kejaksaan Agung.

Fenutup

Bardzsarkan uraian di atas, maka dapatlah disimpulkan
beberapa hal sebagai berikut:

1} Fertama, pengaturan hukum kepemiluan yvang kampleks
hkarus di disain vlang, dengan menyusun kodifikasi
undang-undang pemilu di Indenesia. Caranyva Undang-
undang yang mengatur mengenai pemilu/pemilukada
yvang ada sekarang ini yaitu UU Momoer 42 Tahun 2008
Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,
LU Momor 15 Tahun 2013 Tentang Penyelengoara pemily,
dan ULl Momeor. 12 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Urmum
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2}

3

Anggota DPR, DFD, dan DPRD, termasuk UL Nomaor B
Tahun 2oag Tentang Permilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota, sevogyanya dibimpun dalam suatu kodifikeasi
hukum kepemilvan di indonesia. Melalui kedifikasi atau
fminimal} unifikasi undang-uvndang pemilu dibarapkan
adanya satu kepastian penyelenggaraan, kepastian
proses dan kepastian hasil pemilufpemilukada.

Kedua, pengaturan undang-undang kepemiloan itu
harus disertai dengan upaya melakukan penataan
wlang kedudukan, fungsi, dan wewsnang lembaga
Penyelenggaraan Pemilu mulai dari DEKPF, KPLU, Bawaslu
dan Peradilan Pemilu, Partai Politik Peserta Pemily,
Pasangan Persearangan, 'im Sukses dan Pernilih; dan

Ketiga, yvang tidak kalah pentingnya adalah mambangun
pemahaman baru mengenai penting penyelenggarzan
pemilufpermilukada vang kapabel dan berintegritas untuk
mewujudkan proses dan hasil pemilu yang berintegritas
guna menghadirkan Pemerintahan yang bersih dan
berwibawa., Melalui pelibatan  sebanyak mungkin
masyarakat sipil (kalangan kampus, pers, arsos/ormas,
LSMINGQ, takoh masyarakat, dan civil seciaty lainnyal,
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Menuju Hasil Pemilu yang Berkualitas
Aaltje C. Tumbelaka®s

Sejakk awal berdirinya Megara Kesatan Republik
Indonesia ini para pendiri negara menyadari bahwa keberadaan
Masyarakat wang majemuk merupakan kekayaan bangsa
Indonasia yang harus dizkui, diterima, dihormati; dan yang
kemudian diwojudkan dalam semboyan Bhineka Tunggal lka.
Mamun disadari bahwa ketidakmampuan untuk mengelola
kemajermukan  tersebut  dan  ketidak siapan  sebagian
masyarakat untuk menerima kemzjemukan tersebut serta
berkelanjutan dari palitik kolanizl vaitu palitik vang di mana
kelas maka jelas mengakibatkan terjadinya berbagai gejalah
yvang membahayakan persatvan dan kesatuan bangsa.

Dalam periglanan negara Indanasia telah terjadi
berbagai pengolahan sebab dan akibat dar ketidak siapan
masyarakat dalam menghormati perbedaan pendapat dan
menerima kemajermukan, penyalahgunaan kekuasaan serta
tidakterselesaikannya perbedaan pendapat diantarapemimpin
bangsa. Hal tersebut jelas melahirkan ketidakadilan, konflik
vertikal antara pusat dan daerah mavpun konflik horizantal
antara berbagai unsur masyarakat, pertentangan ideclegi, dan
agarna, kemiskinan struktural, kesenjangan sosial dan lain-lzain.

a5 DRA. Aallje C. Turnoelaka Msi
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1. Pilpres

Megara Kesatuan Republik indonesia (MERI merupakan
bentuk negara yang dipilih sehagai komitmen bersama, MNERI
adalah pilihan yang fepat untuk memada kemajemukan
bangsa. Oleh karena itu kamitmen kebangsaan akan keutuhan
MERE ini menjadi sangat penting vang harus dipahami oleh
seluruh kormponen bangsa dan negara Republik Indanssis ini.
Dalam negara yang terikat erat hubungan antara kekeluargaan,
para penyelenggara negara wajib memelihara budi pakerti,
kemanusiaan yang luhur, dan memegang tegub dita-cita
moral rakyat yang baik itu. Kesadaran-kesadaran kebangsaan
vang lzhir dari masa senasibk dan sepenanggunoan, akibat
penjajahan jelas membentuk wawasan kebangsaan Indonesia
seperti komitrmen yvang tergadi dalam Sumpah Pemuda pada
tahun 1gg8, yailu tekad, berbangsa satu dan menjunjung
bahwa persatuan Indanesia.

Mamun sejak terjadinya krisis multi dimensi nasional di
tahun 1907, muncul ancaman yang serius terhadap persatuan
dan kesatwan nilai-nilai luhur kehidupan berbang=a. Hal in
tampak dari konfiik sosial yang berkepanjangan, kekurangan
sapan santun dan budi pekerti lvhoer dalam pergaulan sasial,
mealamasnya kejujuran dan sikap amanat kehidupan berbangsa
dan menoabaikan ketentuan hukump dan persatuan dan
sebagainya, wang disebabkan aleh berbagai fakitor yang
terkandung baik dari dalam maupuen dari luar negeri.

Fada waktu krsgis ekonom melanda negara-negara
Asia maka Indonesia adalah negara vang paling menderita
dari dampak krisi ekonomi tersebut, di mana sistem ekonomi
wvang ditbangun oleh orde lama tidak dapat sepenubnya
vntuk mewujudkan kesejahteraan sosial, maka terjadilah
kesulitan ekonami, kesenjangan sasial dan melvasnya ks
kepercayasn, yang pada gilirannya Lerjadi ketidak puoasan
masyarakat memuncak dengan tuntotan  reformasi total
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disegala bidang. Mamun dampak dari reformasi total ini
bukannya mamberikan nuansa ysng baik bagi kehidupan
politik dan kehidupan berbangsa dan bernegara pada republik
ini tapi sebaliknya membuat hal pads satuan politik dan satuan
pemerintahan. Gerakan reformasi pada hakikatya merupakan
tuntutan untuk  melaksanakan dermokratisasi | disegala
bidang, menegakkan hukurmn dan keadilan, menegakan hak
asasi manusia memberantas koropsi, kolusi dan nepotizme,
melaksanakan atonomi daerah serta perimbangan kevangan
antara Pemerintah pusat dan daersh dan menata kembali
peran kedudukan angkatan bersenjata Republik Indonesia.

Usaha untuk mawujudkan gerakan reformasi secara
konsekuen dan untuk mengakhiri berbagai kanflik yang terjadi
ini, jelas menentukan kesadaran dan kamitmen seluroh warga
masyarakat uritule memantapkan persatuan dan kesatuan
masional. Persatuan dan kesatuan nasional hanya dapat
dicapau apabila setisp warga masyarakat mampu hidup dalam
kemajemukan, yang dalam artian mau menerima perbedaan
vang ada dalam kehidupan berbangsa dan bemegara di
Republilk Indanesia yang kita cintai ini, perbedaan ideclogi,
perbedaan budaya, perbedaan agama.

Pada saat ini bangsa Indanesia sedang meanghadapi
berbagai masalah vang telah menyebabkan tejadinya krisis
yvang sangat luas. Milai-nilai agama dan nilai-nilai bedaya
bangsa vang balum sepenuhnya dijadikan sumber etika dalam
berbangsa dan bernegara oleh sebagian masyarakat,

Hal inilah vang kemudian melahirkan krisis akhlak dan
maral yvang berupa ketidakaditan pelanggaran bukum dan
pelanggaran hak asasi manusia. i mana kemajemukan suky,
budaya dan agama tidak teratasi dengan baik, dan adil oleh
penyslengoara negara dan masyarakat, sehingga terjadilah
konflik sosial, budaya yang semakin meluas di mana-mana dan
barkapanjangan, untuk itu diperlukan penyelenggara negara
yang mampu memahami dan mengetahui kemajernukan
bangsa secara baik dan adil sehingga dapat terwuojudnya
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toleransi bersosial, ada rasa kebersamaan dan kesetaraan
berbangsadanbernegarayangbaik.Sitvasiyangdemikianrurmit
ini memerukan penanganan yang serivs guna menghindari
terjadinya dampak negatif terhadap kehidupan berbangsa dan
bernegara yang baik di negara Republik Indonesia yvang kita
cintai ini, jadi jelas kita memerlukan penyelenggara negara
yang baik, jujur dan berwibawa serta takut akan Tuhan, untuk
it perlu adanya pelaksanaan Pamilihan umum yang kehih baik,
untuk ity semboyan jujur dan adil diterapkan dengan sangat
baik bukan hanya sekedar sermboyan dan simbalik belaka.

Mempelajari kenyataan akan harapan masvarakat
yvang sangat patuh terhadap hasil pemiliban umum vang baik
dan setiap pelaksanaan tahapan Pemilihan vmum saat ini
maka perlu adanya sistem pemilihan vmum yang berkualitas.
Indonesia adalah suatu negara yang memeliki potensi menjads
negara yang tangogueh, negara kuasa di duniz dewasa ini,
Indonesia sebagai negara dan bangsa adalah kebebasan,
keluasan, kemajemukan inilah yang mengsejahterakan negara
kita ini. Mamun pada kenyataan yang ada bahwa negara serta
nilai-nilai kemasyarakatan yang sudah ada sejsk lama sudah
Bergeser javh dari komitmen persatuan dan kesatuan bangsa
yangdisepakatioleh pendiribangsa ini. Komitmen berupa adnya
etika moral berbangsa dan barnegara dan mengutamakan
kepentingan umum dar pada kepentingan pribadi atau dini
sendiri, sehingga vang bukanlah menjadi salah satw alat vang
dapat merjadi kekuatan dalam memecahkan satu masalah
pribadi ataupun yang dapat menentukan kehendak pribadi
SESEDrandg.

Indonesiasudahmenjalani beberapatahapan pemilihan
urnum yang sudah kita lewati tapi sampai saat ini hasil-hasil
permilihan umuom im keluar secara adanya dampak yang terjadi
dalarm kehidupan. Bangsa Indonesia dari tizp hasil pemilu yang
telzh diselenggarakan itu pada untuk semua meninggalkan
masalah yang kesan dan rumit katakanlah hasil pemilu yang
mambawa Presiden Sceharto duduk di puncak kepemimpinan
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bangta Indonesia bukannya membawa penclakan  dari
arde lama ke orde baru tapi sebaliknya membuat pekerjaan
yang rumit bagi bangsa Indonesia selanjutnya Presiden
Abdurrahman Wahid (Gus Dur) belum tiba masa barakhirmya
jabatan sudah dilengserkan, Presiden 5Susile Bambang
Yudhovone (SBY) mengakhiri masa jabatan tapi meninggalkan
PR {(pekerjaan rurmah) bagi bangsa dan negara karena sebagian
besar anggolanya melakukan perbuatan tercelah karena
mangambil hak orang lain dengan melakukan korupsi, kolusi,
dan nepotisme disegala bidang.

Sistern pemilu di indonesia tidak tuntas karena setiap
kali pergantian merian maka selalu ada perubahan Undang-
undang dan perataan kebutuhan zaman. Proses penyusunan
undang-undang pemilu ini sendiri cenderung mengutamakan
kepentingan bervpa hal-hal yang berbau elit sehingga proses
dan hasil penyelenggaraan pemilu tidak selalu menghasilkan
pemimpin-pemimpin yang di harapkan rakyat,

limly Asshiddigie mengatakan pula babhwa tujuan
politik meliputi 4 macam yaitw:

1) pemilu diselenggarakan untuk meyakinkan terjadinya
peralihan kepemimpinan Pemerintahan secara tertip
dan damai.

2} Untuk rmamungkinkan terjadinya pergantian pejabat
vang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga
perwakilan,

3)  Untuk malaksanakan prinsip kedaulatan rakyat, dan
4] Untuk melaksanakan prinsip hak asasi warga negara.

Setelah memperhatikan {tulisan  pernyataan  yang
kami kutip dari Tulisan ini, menegakan etika penyelenggunaan
pemilu oleh Jimly Asshiddigie maka jelas babhwa proses
penyelenggaraan dan sampai pada hasilnya telihat sudah
melenceng dari tujuan pelaksanaan pemilu, yang pada intinya
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dalam proses pelaksanasannya tidak adanya etika moral yang
baik dari para elit politik dan elit bangsa serta ketidak adanya
saling menghorrati hak asasidari rakyat danmeraka menyusun
Undang-yndang dengan mengutamakan kepentingan batin
sendiridan kepentingan pribadi masing-masing, dan dari pemilu
vang telah berlalu terjadinya pelaksanaan pemilu terkendalinya
menjzlankan kebebasan rakyat dan di perkecil jumlzh kontestan
peserta pemilu, sehingga analisis R. Williarm Liddle dalam
limly Asshiddigie dikatzkan proses penyelenggaraan pemilu
pada wakiv itu, lebih merupzkan sebagai selebrasi-selebrasi
yang tidak menyentuh substansi penyimpangan kehidupan
demokrasi akan berlangsung pada maraknya KKN (korupsi,
Kalusi, dan Mepotisme), sehingga melemsabnya kewajiban
Permerintah yang sekaligus hilangnya keparcayaan masyarakat
kepada Permerintah. Munculnya krisis maoneter regianal, telah
menjadi pemicu munculnya gerakan reformas, yang pada
puncaknya menyatakan anti orde baru dan terjadi pula krisis
rnoneter dan krsis ekonomi yang menjurus pada krisis multi
dirnensional dan pada akhirnya berkuasanyz ards baru selama
32 tabhun larmanya.

Hasil pemilu dewasa ini tarlihat ada sedikit demi sedikit
perubahan tapi belumn menyentuh pada akan permasalahan
yang penting karena, adanya KKN, yarte adanya politik kotor,
adanya pergerzkan massa yang tidak beraturan sehingga
sekali-sekali terjadinya konflik ditengah masyarzkat, isu
agama, isu budaya, serta isu etnis sering diangkat aleh
sebagian pihak untuk memperkuat susana proses pelaksanaan
pemily, sehingga hasil pemilukada dewasa ini banyak
bermasalah bahkan membuat terpecahnya satuan bangsa.
Crapat dipastikan bahwa bila dalam proses penvelengoaraan
pernilu baik itw presiden dan wakil presiden serta pemilihan
bupatifwali kota beseria wakilnya dilaksanakan dengan diikut
sertakan Dewan Kehormatan Penvelenggara pemilu (DEPP)
untuk setiap tahapan prosss penyelenggaraan pemilu ini haik
dari pemilhan calon sampai pada penetapan calan tidak zkan
terjadi kekacavan pada hasil pamilu dan tidak ada lagi calon
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vang termasuk terpidana ikut serta dalam proses pencalonan
pemilihan pemilu, Karena akan membuat calan yang memang
benar-benar beretixa dan bermoral vang baik sehingga hasil
permilu ini bisa berkualias,

2. Pemirlukada

Pernilihan vmum identik dengan pesta demokrasi.
Dalam  sebuah pesta tentu ada ksgembirzan pada
pelaksanaanya. Demokrasi mempunyai anti penting bagi
masyarakat yang menggunakanya karenz dalam  sistem
demokrasi ada jaminan bagi masyarakat untuk mensntukan
sendiri jalannya organisasi negaranya. Demaokrasi ssbagai
dasar hidup bernegara memberikan pengertian bahwa rakyat
dapat menentukan sendiri apa yang menjadi kehendakrya,
termasuk mempeangaruhi kebijakan negara yang menyangkut
kehidupan rakyat.

Setiap negara mempunyai ciri khas dalam pelaksanaan
kedaulatan rakyat ataw demokrasinya. Dalam mewujudkan
kehidupan yang demoakratis, hampir setiap nergara berusaha
memberikan keadilan di antara warga negaranya. Keadilan
tersebut meliputi berbagai bidang kehidupan di antaranya
keadilan di bidang poltitik, keadilan dimuka hukum, keadilan
mendapatkan kesempatan pendidikan, keadilan memperaleh
pekerjaan atau kesejahteraan, maupun keadilan di bidang
Pemerintahan.

Rakyat yang berdasarkan nilzi-nilai teratas Pancasila
atau permerintah meliputi berbagai bidang kehidupan di
antaranya keadilan di bidang politik, keadifan dimuka hukum,
keadilan mendapatkan kesempatan pendidikan, keadifan
memperaleh pekerjaan atav kesejahteraan, mauvpun keadilan
di bidang Pemerintzhan. Rakyat yang berdasarkan nilai-nilai
teratas Pancasila atau pomerintah dari, aleh dan untuk rakyat
berdasarkan sila-sifa dalam Pancasila. Ketertiban warga negara
dalam pemerintahan terutama ditujukan untuk mengendalikan
Lundukan para pemimpin politik, 2alam hal ini pemilu menjadi
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salah satu cara untuk melakukan parisipasi masyvarakat
dalam Pemerintahan. Menyampaikan kritik, mengajukan
usul atav mamperjuangkan, kepantingan ini dapat dilakukan
juga rmalalu saluran-saluran lain vang demokratis dan sesuasi
dengan  peraturan  perundang-vndangan yang  berlaku,
Sebagal warga negara yang hidup dalam negara kesatuan
Republik Indonesia, kita wajib mencptakan terlaksananya tata
kehidupan bermasvarakat, berbangsa dan bernegara vang
demokratis. Dengan terdaksananya kehidupan demokratis
i, maka kita dapat menimbulkan semangat akan saling
menghormati dan dibormati antare sesama warga, serta
memunculkan pengakuan dan penghargaan terhadap hak-hak
asasi manusia. Svatu cantoh sikap positif dalam tata kehidupan
bermasyarakat berbangsa dan bernegara yaitu  dengan
bersikap menghargai hak dan kewajiban setiap warga negara,
Setiap individu mempunyai hak asasi, antara lain hak hidup,
hak untuk berpolitik, hak untuk menjunjung tinggi hukum dan
Femerinkahan.

Lt samping hak-hak tersebut, setizp warga nergara
mempunyai  kewajiban terhadap lingkungan masyarakat,
bangsa dan negaranya. Dilingkungan masyarakat, ia
mempunyal kewajiban membina kehidupan harmanis, hukom,
dammai, dan demokratis yang merupakan dambaan dan harapan
seliap umat manusia.

Sikap dan pala perilaku yang berpandangan hidup
untuk mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta
perilaku yang sama terhadzp semua warga warga negara
dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya
menyelesaikan persopalan melalui  masyarakat  muofakat
menghormati  berbagai pendapat vyang berbeda dan
mempertimbangkan serta memahaminya dengan mengajak
selurub lapisan masyarakt dan berbagai kempanen yang ada
untuk berpatisipasi aktif dalam Pernerintahan menaati hukum
yvang berlaku, mengharmati hak-hak asasi manusiz, hidup
berdampingan secara damai dan tidak membedakan suka, ras,
agama, dan warna kulit.
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Bila hak-hak terssbut dapat dilaksanakan dilingkungan
kita masing-masing dengan baik tapi bila tidak maka budaya
demoakrasi hukuem berjalan dengan baik. Oleh karena itu kita
sebagai warga nagara harus mendukung budaya demokrasi di
mana dan kapanpun budaya demokrasi ini dapat dilaksanakan
dalarmn kehidupan sehari-hari baik dilingkungan  keluarga,
tempat pekarjaan kita mampu ditengah masyarakat.

Sejak bergulimya pelaksanaan demokrasi melalui
pemiliban vmum di Manado dengan melihat kenyataan yang
ada bahwa pemilukada yang baru kita lewati marupakan pemilu
vang terpuruk sepanjang masa pelaksansan pemilukada di
Manada di mana peran kode etik tidak dibagi menjadi dasar
vtama dalam penjaringan calon pemirmpin katakan saja dalam
hal ini bahwa bekas pemimpin kota Manado yang pernah
menjadi penghuni rumah tahanan masih bisa mengikuti
penjaringan sebagai Waliketa Manado. Ini merupakan satu
kelemahan aturan yang dibuat sebagai panduan dalam
panjaringan caleon Wali Kota Manado, dan juga belum memilik
kepastian -hukum yang tetap karena masih sebagai tahanan
vang bebas bersyarat.

Kesimpulan

1} Bahwa merupakan kekayaan yvang besar bagi bangsa
Indonesia yang memiliki masyarakat majemuk yang
berbada-beda, beda agama, budaya, etnis, serta
ideologi yvang berbeda-beda tapi dengan kearifan
dari para pendiri hangsa waktu itu maka perbedaan
ini dapat dipersatukan sehingga terjadi kesepakatan
dengan semboyan Bhineka Tunggal la vaite berbeda-
beda tapi tetap satu.

2} Terjadinya  pergerakan  serta  pemberontakan
masyarakatsebagaiakibatdari ketidaksiapanmenerima
kemajermukan dalam masyarakat, penyalahgunaan
kekuasaan serta tidak terselesaikannya perbedaan
pendapat di antara pemimpin bangsa. Terjadilah
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ketidzk adilan, konflik vertikal antara pusat dan daerah
ravpun  kondlik heorizontal antara berbagai vnsur
masyarakat, pertentangan ideologi dan agama.

Bahwa dampak krisis ekonomi yang melanda nergara-
negara Asia maka negara Indonesia ialah negara yang
paling menderita dari krisis ekonomi ini di mana sistem
ekonami yang dibangun cleh orde baru tidak berhasil
sepenuhnya untuk mawujudkan kesejahterazn sasial,
maka terjadilah kesulitan ekanomi, kesenjangan sasial
meluasnya krisis kepercayaan yang pada ketidakpuasan
masyarakat memuoncak dengan tuntutan reformas:
total maka terjadilah refermasi total, sehingga fungsi
yang ini sangat berpengaruh dakam  kehidupan
masyarakat suara dapat dibeli, bahkan hukum pun
dapat dibeli dengan vang.

Bahwa reformasi total yang diterapkan untuk dapat
membawa perubahan fapi tidak seutuhnya dapat
betjalan dengan baik, Usaha untuk mengahiri konflik
yang terjadi belum terwujud sesuai rencana semula,
reformasi  memerlukan  komitmen bangsa  untuk
memantapkan kesadzran dan persatuan nasional,
dalam artian tiap masyarakat mau  menerima
perbedaan yvang ada dalam kehidupan berbangsa den
bernegara di Republik Indonesia ini.

Bahwanegara bangsalndonasiainisedang menghadapi
berbagai masalah dalam berbangsa dan bernegara tapi
pada kenyataannya tidak lagi dipakai sebagai sumber
ertka dalam herbangsa dan bermnsgara, melainkan
krisis akhlak dan krisis moral yang baik itu ketidak
aclilan, pelenggaran hukum dan pelanggaran hak
asasi manusia, di mana para korupter tidak memiliki
rasa takut dan male bahkan dengan gembiranya, ada
penindasan bagi orang-arang yvang bertidak cukupan
rmaupun berkecukupan dalam hal ekonomi.
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8] Bahwa, proses tahapan pelaksanaan penyelenggaraan
pemilu perfe dilkut sertakan DEPP memperhatikan
hasil seleksi dan hasil pemilu, baik itu pemilu legistlatif
atau pemilu eksekutif dapat, memberikan hasil yang
puas, dan berkualitas.

7V Adanya money  politic  dalam pelaksanaan
penyelenggara pemily sehingga menimbulkan
ketidaskadilan dan kecemburuan satu sama lain antara
calon-calon maupun pendukung calan.

2] Adanya adu domba politikx dari tiap calon wali kota dan
wakil wali kota satu sama lain, yang pada ujungnya
mermbuat kesalahpahaman dari warga serta membuat
warga resah,

9] Kendisiyangdemikianinisangatrentan mengakibatkan
rmunculnya kanflik yvang ada dimasyarakat, dalam hal ini
perwakilan politik mempunyai kebebasan sepenuhnys
vnktuk menentukan siskem pemilihan umum dan salah
satu syarat untuk terselenggaranya pemeriniah yang
dermokratis adalah pergerakan hukum yang baik, izlah
adanya pemerintahan yang bebas.
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Sistem Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu/kada

Jericha Pombengi:

Salah satu parameter pemilu atau Pemilihan Eepala
Daerah{pemilukada)yangdemakratisadalah sistempenegakan
hukurm dan penyelesaian sengketa pemilu vang adil dan tepat
waktu. Demokratis artinya kita memfokuskan pada rakyat itu
sendiri di mana kedaulatan ada ditangan rakyal. Kemudian
bahwa hasil Pemilukada tahun 2oag lalu, harvsnya disavaluasi
rmulai awal, dan proses rekrutmen karena  keberhasilan
pemilukada bukan hanya sekedar pelaksanaanrya, tapi siapa
arang-orang yang akhirnya dicalonkan. Selain itu perlu dilibhat
antusiasme masvarakat sebab terkait kualitas pernilukada.
Sementara di berbaogai daerah banyak sekali perscalan
ketidakikuisertaan masyarakat dalam pesta demokrasi tersebut

pemilukada, yang berdampak pada lemabhnya administrasi
permilu.

Pelanggaran vang selama ini praktis tidak pernah
ditegakkan adalah ketentuan tentang penyalabhgunaan vang
dalarn pemilu, Penyalahgunaan vang dalam pemilu vang di-
maksud adalah ketentuan yang secara umum disebut sebagai
palitikk vang. Sejumlah ketentuan yvang termasulk penvalah-
gunaan uwvang dalam pemily/pemilvkada dapat disebutkan.

gy DEA A& © Tumbelata b S0,
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Pertama, pemberian dan penerimaan imbalan dalam proses
pencalonan pemilukada (Pasal &7, UU Mo Bj2a15 Tentang Pami-
lukads). Contoh kasus yang terjadi di Kota Manadoe ada tim
sukses dar paslon yang ketangkap bagi-baagi sembako, oleh
anggota kepaolisian tapi pada akhirmya persoalan tersebut ter-
henti bagitu saja. Seharusnya ketentuan ini diperbaiki menjadi
"membarikan atau menjanjikan imbalan® karena dalam praktik
pemberian ini tidak selamanya bersifat kontan melainkan akan
diberikan bila telah ditetapkan sebagal calon, atau hila terpilib
dan masih banyak fagi pefanggaran yang tarjadi. Pelanggaran
administrasi pemily yvang paling santer pada waktu itu adalzh
dibatalkan szlah satu paslon, Pembatalan pasangan calon Wali
Kota Manade limmy Rimba Rogi dan Boby Daud pada Pamilu-
kada serentzk 2o25 oleh KPL Eota Manado adalah salah sat-
Unya.

Parmbatalan pasangan calonWali Kota Manado Jimimy-
Boby berdasarkan rapat plena KPLU Sulut berafaskan argumen,
bahwa Jimmy ditengarai berstatus hukum “bebas bersyarat".
Dengan alasan ini, KPU Sulut merekomendasikan ke KPU Kota
Manade membatalkan paslan Wali Kota Manada Jlimmy-Boby.

Meskipun sebelumnya, KPU Kota Manadao telah
melskukan investigasi dan konsultasi hukum terkait status
hukum fimmy, sebelum memutuskan pasangan calon Jimmey-
Boby sshagai calon Wali Kota Manado pada pemilukada
serantak, Rabu, g Desember zoa5, Dan berdasarkan konsultasi
ite, KPU memperoleh keterangan, bahwa sesuai surat kepala
Lapas Sukamiskin, fimmy bebas 12 Movember zo13. "Dalam
surat itu juga tertulis, jka surat ini tidak dicabut hingga zg
Lesember 2oie maka dinyatakan te=lah menjzlani seluruh
masa hukuman.™ Jimmy telah menghzabiskan seluruh masa
hukumannya sesuai surat Kalapas Suka Miskin. Sehingga, bila
berpacu pada Surat KPU Fusat berncmar o7 pada poin kedua
vang barbunyi calen berstatus hukum berpatokan pada tangagal
bebas akhir, maka parspalan status hukum Jimmy sudah clear
tak ada masalah.
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Hak politik adalah suate hak yang asasi yang dimiliki se-
tiap arang. Selama ada ruang undang-undang yang mambole-
hkan seseocrang menggunakan hak politikonya, jangan sampai
tafsir subjektif individu dan kelompak justru meangalahkan un-
dang-undang yang kedudukannya jauh lebih tinggi. Bila sta-
tus hukum Jimmy sudah “clear and clean™ sesuai surat Kalapas
Sukamiskin, maka putusan KPU Kota Manadoe berdasaran re-
kormendasi KPU Provinsi Sulut membatalkan paslen Wali Kota
Jimmy-Boby adalah manuwver politik, bukan murni masalah ho-
kurn, ini yang merupakan pendapat dari banyak masyarakat.

1. Landasan Teori dan Auvkum Kode Etik

henurut pasal 3 peraturan KFL Nomar 31 tahun zopd
mengatakan bahwa kods etik penyelenggara pemilu adalah
prinsip-prinsip maral dan etika penyelenggara permilu berpe-
doman kepada sumpah janj sebalum menjzlankan tugas se-
bagai penyelenggara pemily dan asas panyelenggara perniiu
vang diberlakukan dan ditetapkan oleh KPU. Menurut baber-
apa pendapat bahwa kode etik adalah sistem narma, nilai, dan
aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa
wang benar dan baik, serta apa yang tidak benar dan tidak baik
bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang
henar dan =alah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan yang
harus dihindari.

2. Pengertian Kode Etik dan Tujuannya

Kode etik adalzh suatu sistem nerma, nilai dan juga
aturan profesional tertulis yang secara tegas menvyalakan
apa vang benar dan baik, apa yang tidak benar dan tidak baik
bagi profesienal. Kade etik menyatakan perbuatan apa saja
vang benar) salah, perbuatan apa yvang harus difakukan dan
perbuatan apa yang harus dihindar. Atau secara singkatnya
definisi kode etik yaitu suatu pola aturan, tata cara, tanda,
pedoman  etis ketika melakukan swatu  kegiatan! suatu
pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan/ tata carz sebagai
pedoman berperilaku,
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Pengertian kode etik yang lainnya yaitu, merupakan
suatw bentuk aturan yang tertulis, yang secara sistematik
dengan sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang
ada & ketika dibutuhkan dapat difungsikan sebagai alat untuk
meanghakimi berbagai macam tindakan yang secara urmum
dinilai menyimpang dari kede etik tersebut.

Tujuan kade etik vaitu supaya profesional membertkan
jasa yang sebaik-baiknya kepada para pemakai atav para
nasabahnya. Dengan adanya kode etik akan melindungi
perbuatan dari yang tidak profesianal.

Ketaatan tenaga profesional terhadap kode etik mer
upakan ketzatan yang naluriahy yang telah bersate dengan
pikiran, jiwa serta perilaku tenaga profesional ladi ketaatan
tarsebut terbentuk dar masing-masing orang bukan karena
suaty paksaan. Dengan demikian tenaga profesional merasa
jika dia melanggar kode etiknya sendiri maka profesinya akan
rusak dan yang rugi dia sendiri. Kode etik bukanlah merupakan
kode vang kaku karena akibat perkembangan zaman maka
kade etik mungkin menjadi vsing ataw sudah tidak sesuai den-
gan tuntutan zaman. Seperti misalnya kode etik tentang eutia-
rasia (mati atas kehendak sendiri), sejak dahule belurn tercan-
tum dalam kode etik kedakteran tapi kini sudah dicantumkan.

kode etik sendiri disusun olsh organisasi profesi
sehingga masing-masing dari profesi mempuonyai kode etik
tersendiri. Seperti misalnya kode etik guny, pustakawan, dokter,
pengacara dan sebagainya. Pelanggaran kode etik tidaklab
diadili aleh pengadilan, sebab melanggar kede etik tidak selalu
berarti melanggar hukum. Sebagai contehnya wuniuk lkatan
Dokter Indonesia terdapat Kode Etik Kedokteran. Jika seorang
dakter dianggap telah melanggar kode etik tersebut, maka ia
akan diperiksa oleh Majelis Kode Efik Kedoktaran Indonesia,
bukan diperiksa oleh pengadilan.
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Pembahasan

Persazlan dengan masih dibebankannya anggaran
penvelenggaraan pemilukada pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah {APBD), dalam prakteknya sedikit banyak
menghambat pelaksanzan pemilukada di beberapa daerah,
ltulah yang terjadi di keta Manado yang kekurangan dana
untuk menyelenagarakan pemilvkada susulan, sehingga mau
tidak mau Pemerintah berusaha keras untuk mendapatkan
dana tersebut yang tentunya benmplikasi pengambilan dana
atau anggaran pada program kegiatan yang sebeluomnya
anggarannya sudah tertata. Seyogyanya harus ada kebijakan
dari pemerintah pusat untuk dapat membantu dalam hal
pembiayaan pelaksanaan pemilukada susulan. Karena hal
ini berkolerasi signifikan dengan KPLU pusat di mana ada
kaomunikasi lanjut antara KPLW Kaota Manado dan KPU pusat,
Karena hal ini merupakan suatu bentuk aturan yang tertulis,
vang secara sistematik dengan sengaja dibuat berdasarkan
prinsip-prinsip moral yang ada dan ketika dibutehkan dapat
difungsikan sebagai alat untuvk menghakimi berbagai macam
tindakan yang secara vmum dinilai menyimpang dari kode etik
tersebut, vang diatur dalam peraturan KPU MNamor 31 Tahun
2008 Pasal 3.

Kemudian inilah yvang merupakan dasar untuk refors
mulasi sistern penegakkan kode etik penyelenggara pemilu,
Karena untuk masalah pemilukada kota Manado susulan ke-
marin ada beberapa pernyataan yang muncul secara politik
bahwa Plt. Walikota Manado telah mengambil beberapa lang-
kah yvakni pergantian kepala-kepala lingkungan yang notaobene
pendukung setia dari incombent karana perlu diketahui bahwa
palitisasi birakrasi yang dimainkan cleh wali kata waktu itu san-
gatlzh kental, sehingga ketika masa jabatannya berakhir maka
digantikan dengan plt. wali kota yang sangat berbeda konsep,
sehingga ada beberapa masyarakat mengatakan plt. wali kata
Manado “memperlambat” proses pemilukada susulan sehing-
ga bisa dilaksanakan pada tahun zoa7 dengan alasan karena Pt
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Wali Kata Manada adalah merupakan titipan dari partai PFDIF
vakni partai berkuasa saat ini.

Froses pencalonan dalam pemilukada menjadi pale-
mi% yang tidak kunjung usai mulai dari pendaftaran calon dari
partai palitix yang diwarnai oleh kisruh dualisme kepengurusan
vang sampai detik ini masih belum ada vjungnya, Kemuodian,
tahapan pendaftaran calan kepala daerah yang diwarmai den-
gan berbagai gugatan dan sengketa pencalonan yang berujung
paca penundaan pemilvkada di lima daerah kurang dari 24 jam
sebelum pemungutan suara dilangsungkan yakni Provinsi Kali-
rnanian Tengah, Kabupaten Simalungun, Kota Pernatangsian-
tar, Kota Mando, dan Kabupaten Fakfak. Dampak dari kekisru-
han yang ada tentang hisa tidakkzah paslen Jimmy-Dauvd me-
mirmbiotkan banyak gejolak yvang terjadi yang mengarah pada
instabilitas keamarnan di Kota Manada, sehingga dapatlah
dikatan balwa buat apa kita mencari pemimpin di Kota Mana-
do dengan harus mengorbankan beberapa fasilitas dan infras-
truktur yang ada sampai pada menimbulkan korban,

Rekomendasi

Cemikian di atas maka perlu kita mereformulasi sistem
penegakan kade etik penyelanggara pemife, karena prin-
sip-prinsip maral dan etika penyelenggara pemilu berpedoman
pada janji sebelum menjalankan tugas, artinya segazla parsoa-
lzr yang ada harus dibuka secara transparan dencan berkomu-
nikasi secara intens dengan KPU pusat dan bebrapa lembaga
yang terkait sehingga tidak terjadi pengambilan keputusan
vang "plin-plan” yang hanya membingungkan masyarakat.
langan kita hanya mengadepankan kepentingan masing-mas-
ing kelompok sehingga mengorbankan masyarakat dan men-
garbankan APBD yang ada karena harus menunda pelaksanaan
pemilukada serentak. Selalu menghindari segalam macam “tit-
ipan” dari Pemerintah dalam hal ini sebagai penguasa sehing-
ga terjadinyz politisasi birokrasi atav segala macam kepentin-
gan-kepentingan palitik yang lain yang hanya merusak tatanan
demakrasi vang sesungoguhnya.
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BAB Il
REFORMULASISISTEM PEMEGAKAN KODE ETIK DALAM
PEMYELEMGGARAAN PEMILU DI MASA DATANG

A. Berangkat dari Pengalaman

Saratan publik terhadap urgensi penegakan kode
etik penyelenggara pemilihan umum (KEPP] mengalami
peningkatan sangat signifikan dalam empat tahun terakhir,
Terutama kehadiran DEPP sebagai lembaga baru yang mampu
memerankan tugas, fungsi dan wewenangnya menjawab
kebutuhan keadilan masyarakat melalui penegakan kode etils,
Usaha menjawab dan memeanuhi raza keadilan dalam beberapa
perkara etik, tidak jarang mendatangkan reaksi dan pendapat
yang berbeda-beda dari berbagai kalangan. Pra dan kontra atas
putusan DKPP tidak dapat dihindari. Ada yang memberikan
apresiasi dan ada pula yang menilai melampauhi kewenangan,
witra petita dan lain sebagainya. Berbagai sudut pandang dalam
melihat dan menilzi DEPP adalah bentuk apresiasi yang patut
dihargai sebagai sarana refleksi dan evaluasi bagi penataan
fungsi dan organ yang ideal di masa datang.

Etika penyelenggara Pemilu dalam konteks penegakan
kode etik pada satu sisi merupakan satu abjek tersendin terkait
perilaky penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan tugas
dan wewenangnya. Fosisi perilaku pemyeslenggara Permilu
sebagai objek perkara etik sangat mungkin bersinggungan
baik langsung maupun tidak langsung dengan berbagai tata
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prilaku di luar etika, khususnya narma hukum yang mengatur
tugas dan wewenang jabatannya. Persinggungan dengan
berbagai peraturan hukum dalam penyalenggaraan Pemilu
menyebabkan konteks penegakan etik hampir selurchnva
berpijak pada peraturan hukum Pemilu tetapi dimensinya
tetap pada perilaky penyelengoara Pemilu dalam melayani
peserta dan masyarzkat pemilih dalam menggunakan hak
ronstitusionalnya. Artinya meskipun etikxa penyelenggara
Pemilu berdin di atas berbagai kerangka narma hukum Pemilu,
kanteks penegakan kode etik tetap berfokus pada prilaku
penyelenggara. DEPF semaksimal mungkin tidak mencampuri
atau tidak masuk ke dalam kompetensi lembaga lain dzalam
penegakan hukum Pemilu, seperti terlibat aktif mencampuri
urusan administrasi Pemily, pengawasan tahaparn Pemilu,
peradilan admmistrasi Pemily mauvpun  perselisihan  hasil
Pemilu.

lika penegakan kode etik bersinergi dengan dimensi-
dimensi penegakan hukum Pemilu yang diselenggarakan
cleh lembaga lainnya, hanyalah svatu implikasi dar tafsir
etika itu sendiri yang tidak jarang memaksa penvyelenggara
Pemilu vntuk memperbaiki tindakan dan perbuatannya vang
dipandang melanggar kode etik. Seperl: adagiom yang umum
dipahami meskipun tidak seluruhnya benar yang menyatzkan
“pelanggaran hukum  pasti pelanggaran kode etik dan
sebaliknya pelanggaran kode etik belum tentu pelangoaran
hukum®. Konstruksi kalimat tersebut memungkinkan tiga hal:
pertama, pelanggaran kode etik dipastikan melanggar hukum;
kedva, pelanggaran kode etik tidak =elamanya merupakan
pelanggaran hukum; dan ketigo, dimungkinkan pula terjadi
pelanggaran kode etik juga merupakan pelanggaran hukum,
Calil pertama semestinya demikian adanya tetap dalam
kanteks penegakan etik tidak seluruhnya benar. Terdapat
perkara tertentu yang secara farmal telah mendapat putusan
pengadilan dan dinyatakan terbukti bersalah. Kemudian
diadukan danfatau dilaporkan sebagai perkara pelanggaran
kade etik tetapi Putusan DKPP rmarehabilitasi Teradu, Hal
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tersebut terjadi pada Putuzan DEPP Momor 144/DKPP-PEE
Iv/zo15 wang mersabilitas: Teradu Sumangell Mendrofa
anggota KFPL Kabupaten Mias Selatan.

Dialektika dan problematikan penegakan kode etik dan
penegakan hukum Pemilu yang cukup menarik barlangsung
pada sengketa terhadap keputusan penyelenggara Pemilu
atas tindaklanjut Putusan DEPFP yang memberhentikan
penyelenggara Pemilu yang dijatuhi sanksi pemberhentian
tetap. Satu sisi Putusan DEPP terkait pelanggaran kode etik
penyelenggara dan pada sisi lainnya kemasan atas tindaklanjut
Putusan DKPE dituangkan dalam bentuk Kepuiusan pejabat
tidak jarang dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata
Usaha Megara. Persinggungan pensgzkan kode etik pads
satu 5isi dan pensgakan hukum admimstrasi pada sisi lainnya
sebagai tindaklanjut atas Putusan DEPP tidak menyebabkan
ketidakpastian dan ambigu antara penegakan etika dan
hukum. Sebab secara substansi hukoum dan etika meamiliki objek
vang berbeda meskipun keduanya berada dalarm ruang yang
sama. Sepanjang sejarah dan pemikiran etika berposisi dan
dipasisikkan spirit internal yang barsifat persanal. Keputusan-
keputusan etik {apa vang patul dan tidak patut dilakukan)
diteniukan dari dalam diri {impose from within] setiap orang
sebagai manifestasi kesadaran din (self consciousness), Patut
dan tidak patut sebagai keranaka aktualisasi etik tidak memiliki
efek langsung di luar diri pelanggar etik, sehingga sanksi
eksternal yang bersifat memaksa tidak dibebankan.

Berbeda dengan hukum yang memiliki parameter
terukur tentang salah dan benar menurut hukum beserta
akibat yang ditimbulkan. Penegakannya bersifat eksternal
dengan kekuatan memaksa cleh pejabat berwenang, Penilaian
salah dan benar atas perbuatan manusia menurut di dalamnya
tercakup perifaku etik. ldealoya salah menurut hukurn dapat
dipastikan salah menurut etika. Salah menurut etika belum
tentu salah menwrut hukum. Benar menurut etika berarti
benar menurut hukum dan sebaliknya benar menurut hukum
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belum tentw benar menurut etika. Dialektika hukum dan etika
dalam logika tersebut secara materil menunjukkan adanya
domalin yang berbedz antara hukum dan etika. Terlebih jika
perspektifnya diperlvas pada aspek penegakan dan sanksi
vang sangat berbeda dengan dimensi-dimensi hukumn Pemilu
pada umumnya, baik pelanggaran pidana Pemilu, pelanggaran
administrasi Pemily, sengketa administrasi Pemilu dan
persalisihan hasil Pemilu.

Ragarn sanksi etik mulai dari sanksi paling keras berupa
pemberhentian hingga paling ringan berupa peringatan,
bahkan tidak sedikit nasehat (tausyiah} menunjukkan bahwa
sanksi etik secara substansi bertujuan mendidik pada satu
sisi dan memulinkan keharmatan penyelenggara  Pemilu.
Berbeda halnya dengan objek peradilan administrasi negara
yang ditvjukan kepada penetapan tertulis vang dikeluarkan
oleh pejabat tata usaha negara yang bersifat final, individual
dan kankrit yang menimbulkan akibat hukum kepadz arang
mauvpun badan hukum perdata. Sanksi etik yang dijatuhkan
cleh DEPP dan kemudian ditindaklanjuti oleh penyelenggara
atasan untuk meberhentikan dan mengankat pengganii,
tidak jarang dijadikan objek sengketa di pengadilan tats
usaha negara. Secara farmal dapat dibenarkan, tatapi secara
materil sanksi pemberhentian akibat pelanggaran kede etik
yvang dijatuhkan DEPP di luar kompetensi peradilan tata usaha
nagara. Sebab basis material pernberhentian penyelanggara
didasarkan pada hasil pembuktian persidangan bahwa teradu
penyelenggara terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan
pelanggaran kode etik.

Pasal 122 ayat {12) Undang-undang Momor 15 Tabwn
2op11 Tentang Penyelenggara Pemilu menyatakan, “Putusan
EKPP bersifat akhir dan mengikat”. Setelah Pasal tersebut
konstitusionalitasnya, MK melalui Potusan Namor 33/PULU-
Zlllfzoaz frasa “bersifat final don mengikot” bartentangan
dengan UUID 1945 sepanjang tidak dimaknai, "Pufusan
sehagaimana dimaksud pado ayat (10} bersifat final dan
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mengikat bag Presiden, KPLU, KPU Prownsi, KPU Kabupaten/
Kota, dan Bawasiu” Ketentuan Pasal 122 konstitusionalitas
sepanjang ditafsir mengikat bagi Presiden, KPU, KPL Provinsi,
KPL Kabupaten/Kota, dan Bawaslu. Secara acortrama di luar
Presiden dan penyelenggara Pemilu, Putusan DKPP tidak
final dan mengikat, pengadilan dan masyarakat pencari
keadilan. Ketentuan tersebut membuka tafsir bagi pengadilan
tata usaha negara maupun perarangan warganegara untuk
menggugat keputusan Pejabat Tata Usaha Megara sebagai
tindaklanjut Putusan DKPP. Keputusan Pejabat Tata Usaha
Megara (penyelenggara Pemilu atasan) sesungguhnya hanya
tindakan administrasi yang bersifat deklaratif atas Putusan
DKEPP, sehingga tindakan administrasi pemberhentian
dan pengangkatan tidak dapat dipertanggung kepaca
penyelenggara tetapi secara materil mengacu Pulusan DKPF
yang secara konstitutif memutuskan demilaan.

Pada kanteks demikian, penyelenggara Pemilu atasan
dalam posisi dilerna antara kewajiban untuk melaksanakan
Putusan DK PPyangbersifatinaldanmengikalbaaidirinyatetapi
pada sisi lzinnya wajib memperanggung jawabkan perbuatan
administrasi di depan sidang pengadilan. Dilerma antara etika
dan hukurm administrasi Pemilu tidak jarang terjadi pada titik
parsinggungan antara perilako etik dan tindakan administras.
Kesalahan-kesalahan administrasi yang didalamnya termuat
pelanggaran kode etik yang dilakukan cleh penyelenogara
hal mana karsksi terhadap pelanggaran kode etik berbanding
lurus dengan koreksi administrasi yang wajib dilakukan oleh
penyelenggara untuk menghindari sanksi etik yang lebih keras
seperti pembarhentian. Koreksi kesalahan etk yang disertai
perintah koreksi administrasi tidak jarang dipandang sebagai
Putusan DEPP melampachi kewenangan. Sebab etika sebagai
kompetensi DKPP dalam keadaan tertentu berimplikasi kepada
tindakan-tindakan yang bersifat administrasi. Persinggungan
antara pensgakan etika yang berimplikast pada koreksi
administrasi adalah tidak jarang ditempuh sebagai satu langka
progresif dalam penerapan sanksi etika untuk melindungi hak-
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hak konstitusional warganegara. Meskipun demikian secara
formal Putusan-putusan DEPFP yang berimplikasi kareksi
administrasi tidak dapzat dipandang sebagai bentuk intervensi
sebab Putusan DKPP tidak secara langsung membatzlkan
tindakan dan perbuatan ad minstrasi pe nyelenggara. Hanya saja
jika koreksi administrasi tidak dilakukan penyelenggara, dapat
Beresike sanksi etik yang lebih berat. Berdasarkan hal tersebut
persinggungan penegakan kode etik dan peradilan administrasi
terjadi pada dua hal: pertama, terkait tindaklanjut Putusan
DEPP berupa Keputusan pemberhentian dan pengangkatan
angaota baru oleh penyelenggara; dan kedwva, tndakianjut
Putusan DKPP untuk melakukan koreksi administrasi atas
kesalahan yang dilakukan aleh penyelenggara, Berdasarkan hal
tersebut terdapatide untuk mengintegrasikan antara peradilan
etik dengan peradilan proses tahapan {pradilan administrasi
dalarn satu lembaga.

Sejak anggota DKPFP pada 12 Jurmi zoaz, praktik
penegakan  elik  penyslenggara Pemile sebagai  upaya
menegakkan kehormatan dan kepercayaan telah memberi
pengalaman  tak termilai dalam membangun  kwalitas
demokrasi berintegritas. Upays membangun  integritas
demokrasi mefalui  pensgzkan integritas  penyelanggara
Pemilu dalam perkembangannya befum mampu menjangkau
semua aspek yang terlibat cebagai satu kesatuan sistem
penyzlenggaraan Pemilu berintegritas. Terutama aktor-aktor
vang Lerlibat dalam penyelenggaraan mulai dari perencanaan
sampai tahapan pelsksanaan. Aktor-aktor vyang terlibat
dalarn tahapan perencanasn dan  pelaksanazn meliputi
dari rekruitmen penyelenggara hingga pemungutan dan
penghitungan suvara. Termasuk hasil perselisihan Pemilu di
Mahkamah Konstitusi. Problem etik yvang banyak terjadi dalam
tahapan penyelenggaraan merupakan satu rangkaian yang
tidak terpisahkan dari perencanaan. Mulai dard rekruitmen
dengan lolosnya calon-calon yang sesunggubnya  talah
bermasalah dari awal seperti calon partizan. Lolasnya calon-
calon penyelenggara bermasalah sangat mungkin dari tim
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seleksi yang dibentuk oleh penyelenggara sendiri. Oleh sebab
itw, gagasan untuk menjadikan panitia seleksi sebagai subjek
vang bisa diadukan,

Penyelenggara dari tingkat pusat sampai pada tingkal
panitia pemunguian suara diTPS sebenarnya merupakan subjek
vang dapat adukan dan disidang dalam perkara pelanggaran
kode etik, Tidak sedikit masa dalam tahapan pemungutan
suara akibat kesalahan-kesalahan baik disengaja maupun
tidak disengaja dilakukan oleh penyelenggara di tingkat hawa,
Tanggungjawab atas kesalahan-kesalahan pads tahapan di
tingkat bawa menjadi tanggungjawab penyelenggara tingkat
selanjutnya. Bebanpertanggungijawabanpenyelenggaratingkat
atas umumnya berdalil bahwa kesalahan terjadi pada tinghat
bawah. Hal tersebut menyebabkan pertanggunganjawab atas
kesalahan tersebut relatif tidak dapat dipertangqunkan secara
etilk. Permasalahannya terletak pada status penyelenggara
tingkat bawa yang memiliki masza kerja jabatan bersifat ad
hac sehinggas problem etik yang muncul kemuodian tidak
dapat dijangkau oleh karena kedudukannya tidak lagi sebagai
penyelenggara Pamilu. Keterbatazan monjangkau pelanggaran
etik setelah tidak lagi sebagai penyelenggara Pemilu
menimbulkan prablem penegakan kode etik baik untuk saat
ini mavpun di masa datang. Dugaan pelanggaran Pemilu yang
dilakukan peryelenggara Pemilu bersifat ad foc dengan alasan
tidak lagi sebagai penyelenggara Pemilu memungkinkan dapat
maencalonkan sebagai pemy=lenggarz di masa datang. Artinya
penvelenggara Pemilu ad hoc bermasalah potensi masuk
kembali yang berpotens: merusak integritas penyelengoara
Perniflu, Dalam mengawal intagritas baik saat ini mauvpun di
masa datang, gagasan memperluas subjek kepada mantan
penyelenggara Pemilu terutama pelanggaran yang dilakukan
dalam rmasa jabatan. Keterjangkavan manian penyelenggara
Parnilu untuk dapat diadukan, ditormutasi dalam masa daluarsa
termantu,
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Sumbangsih  ywang tidak kalah berperan  dalam
berbagai problem pelanggaran etik adalah keterlibatan aktor
berkepentingan dalam preses kompetisi Pernilu, separti
peserta Pemilu baik partai politik, maupun calon dan pasangan
calon. Pendskatan hukum yang membutuhkan pembuolktian
kebenaran materil memerdukan waktu cukup panjang sehingga
FPutusan-putusan hukum terkadang datang terlambat setelah
suatu tahapan Permilu berlalu sehingga putusan tidak dapat
dieksekusi, LiIntungnya sengketa administrasi telah mendapat
waktyu tersendiri dalam tahapan penyelenggaraan meskipun
beberapa daerah lewat waktu seperti Kabupaten Simalungun,
Kabupaten Siantar, Kota Manado, Provinsi Kalimantan Tengah,
kabupaten Fakfak. Perpecahan kepengurusan partai serta
tarik-rmenarik dan peruvbaban dukungan yang terjadi secara
internal tidak jarang mengacaukan tahapan yang sedang
berlangseng. Politik vrang yvang dilakukan oleh peserta baik
partai politik mauvpun para kandidat hampir tidak dapat
disentiuh  pertanggunojawaban. Kampanye hitam, serta
perbuatan saling menghalzngi dalam pencalonan di setiap
penyelenggaraan Permile maupun Pemilukada hampis selalu
terjadi. Dalam Pemilukada serentak tahun zoag beberapa
daesrah hanya memiliki satu pasangan czlen (calan tunggal).
Demikian halnya dalam Pemilukada 2017, terdapat beberapa
daerah yang memiliki pasangan calon Kepala Daerah tunggal.

Gagasan perluasan subjek pelanggaran kode etik
tentunya membutuhkan formula etika materil beserta jenis
sanksi sebagai satu kesatuan sistern etika penyelenggaraan
Fermilu. Tentunya masing-masing komponen yang menjadi
sub bagian dari keseluruhan sistem penyelenggaraan Pemilu
remiliki kode etik tersendiri yang diatur dalam satu peraturan
bersama sesuar dengan prinsip-prinsip etik Masing-rmasing
vahg tumbuh berkernbang pada masing-masing subsistem.
kode etik penyelengoara Pernile dibentuk bersama cleh KPLU,
Bawaslu dan DK PP sebagai satu kesatuan sisterm penyelenggara
Femilu. Kads etik vang berlaku bagi penyelenggara tidak dapat
disamakan dengan kode etikyang berlaku pada peserta Pemilu.
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Sebab penyelenggara Pemilu dengan peserta Pemilu adalah
dua entitas profesi vang berbada. Transformasi prinsip-prinsip
prilaku dalam kode etik yang tumbuh sebagai respons moral
atas aktifitas prafesi untuk menjaga kepercayaan, kehormatan,
keseimbagan dan kohesi secara internal maupun dengan
masyarakat luas. Prinsip-prinsip etika peserta Pemilu baik
calan, partai politik pendukung serta tim sukses sebagai bagian
penting dari integritas penyelengogaraan Pernilo dermokratis.
Kode etik peserta Parnily, mealiputi Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden, Pemilu anggota legislatif baik calen anggota DPR
dan DPRD maupun perorangan calon anggota DPDY serta
pasangan calan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerzh,
Brinsip-prinsip etika peserta Pemilu secara umum meangacu
pada proses kompetisi demokrasi yvang baik seperti foirmess
{jujur dan adil), berorientasi visi dan misi serta program, tidak
dirkriminatif, kepastian hukum, tertip, bebas dariizu sara, saling
menghormati sesama peserta maupun dengan penyelenggara.

Ikhtiar keras para pendukung untuk memenangkan
para pasangan calon dalam suksesi kepemimpian daerah
tidak jarang menggunakan berbagai cara. Politisasi suku,
etnik, ras, agama, politik vang dan berbagai kecurangan
lainnya terkadang sulit dijangkau oleh ketentuan-ketertuan
hukum. Tindakan petahana yang tidak jarang menggunakan
kesempatan dengan struktur kekuasaan yang sedang dipimpin
melakukan mobilisasi dukungan dari birckrasi sampai kepada
orgnisasi pemerintahan terkecil seperti RT. Bagi PNS yang
secara terbuka berpihak pada pasangan calon tertentu secara
etik dapat diadukan kepada Komisi Aparatur 5ipil Megara tetapi
pasangan calon, tim sukses maupun partai politik pendukung
befum dapat dipertanggqungkan secara etik di hadapan suatu
peradilan etik. Membangun demokrasi berintegritas dengan
hanya memusatkan perhatian pada integritas penyelenggara
Pemilu, tampaknya belum seutuhnya dapat moenkonsolidasi
integritas penyelenggarzan Pemilu secara utuh. Serpihan etik
wvang belum tegak pada peserta baik pasangan calon maupun
partai politik pendukung serta tim sukses masih menyisahkan
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prablern etik dalarm kenteks integritas penyelenggaraan Pemilu
secara kaseluruhan,

Sebagaimana lazimnya, sanksi etik tidak sseksirim
dengan sanksi hukum, khususnya sanksi pidana. Ekstrimnya
sanksi pidana menyebabkan proses pembuktizn berbazis pada
kebenaran materil. Hal tersebut menyvebabkan mekanisme
sistern peradilan pidana cukup panjang dan membuotuhkan
waktu yang tidak sedikit. Berbeda dengan pertangunganjawab
pelanggaran kode eatik dengan sanksi setinggi-tingginya
pemecatan sebagammana sslama ini dipraktikkan dalam
penegakan kode etik penyelengogara Pemnilu oleh DEPF. Madel-
mede| sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan
aleh peserta Pemilukada, baik pasangan calon, partai politik
pendukung dapat dilakukan dengan mengikuti sanksi etik
pada urmurmnya. Jika pasangan calon yang terbukti melakukan
pelanggaran kode etik pasangan calon maka sanksiterberatnya
adalah diskualifikasi yakni pengguguran dari pencalonan dan
dipandang tidak memenuhi syarat. Demikian halnya terhadap
partai politik vang juga terbukti melakukan pelanggaran kode
etik yang sangat mungkin dijatuhi sanksi berupa diskualifikasi
hak dukungan pencalonan  wang sangat berpotensi
mernyebabkan pasangan calon yang didukung tidak memenwehi
syarat dukungan. Tidak terkecuali kepada sanksi etik kepada
pendukung pasangan calen perorangan. Jika pendukung calan
percrangan terbukti melakukan pelanggaran kade etik maka,
hak dukungan terhadap pasangan calen perorangan dapat
dibatalkan. Termasuk masyarakat pemilih pada vmumnya jika
Lerbukti melakukan pelanggaran kode etik maka penggunzan
hak pilibnya kemugkinan dapat diskorsing untuk satu ewven
Pamilu. Dalam jangka pendsk mungkin hal it belum dapat
diwwujudkan tetapi setidaknya dapat menjadi bagian dari
ide dan cita-cita bagi terwujudnyz demokrasi Pemilukada
berntegritas. Sebuah disain penyelenggaraan Pemilu yang
terkemas dalam gagasan “kesetaraan di depan etika" (equality

before etivics).
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B. Subjecturn Litis

Subjectum litis atau dikenal juga sebagai pihak-pihak
wang dapat berperkara pada dasarnya dapat dibagi ke dalam
dua bagian: pihak pengadu dan pihak teradu. Pihak teradu, atau
dalam terminologi hukumn biasa juga dikenal sebagai adresat
hiukum atau subjek hukum, dalam DEPP telah diatur dalam UL
Mormer ag Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Pemilu Pasal zog
awat (2} vang pada intinya pihak yang dapat diadukan adalah
Penyelenggra Pemilu baik dari KPU (Komisi Permiliban Umurm}
beserta jajaran berjenjang ke bawahnya mauvpun Bawasio
(Badan Pengawas Pamilihan Umuom) dan jajarannya, bahkan
jajaran sskretariat penyelenggara Pemilu pun termasuk pihak
wang dapat diadukan® Sederhananya, pihak vang dapat
diadukan ke DEPP adalah Penyelenggara Pemilu, Sedangkan
pihak yang dapat mengadukan tzlah diatur dalam Pasal 122
(1] UU Momar 45 Tahun 2011 juncto Pasal 4 ayat (a) Paraturan
KPP Mormor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode
Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Berdasarkan dua pasal
tarsebut, pihak yang dapat mengadukan teradu (penyelenggara
Parmilu} ada lima kategaori: {1) penyelenggara Pamilu; {2) peserta
Pemilu; (30 tim kamparmys; (4) masyarakat; {g) pemilih. Dari
paparan tersebut, Teradu sebagai Penyelenggara Parmilus selalu
berhadapan dengan salah satu dari lima kategon pengadu,
temmasuk berhadapan dengan penyelengoara Pemilu sendiri.

Sejak DKPP dibentuk az Juni 201z, sebhanyak zz266
pengaduan tercatat telah diajukan ke DEPPF Meski demikian

1 EEFE dfsibok untck e mcdbkza can menmviuskan pengaduzs danizias lzporan
srfansd cusdn pelanggaren kode ctik vang dilakvan plzh anggota KLU, anggota KPL Proorsins,
arggeLs EFU Kascpaten/Eot, anggota FRE; angacts PP, anggoia FRLURG anggola KPFS,
amggata EFFELN, anggota By ly, seggotas essslo Froraied clan ampperta Famresdu Kalapeton
Kok, anggota Panemsh Kecaruban, anggptsa Feeag et Feavilu Lagangan dan ang3ota Fong o s
Fermelu Lyps Faigen ©

Linat lebdh lanit do'am Pasal oot {20 Peratusan Bearsames Kemisi Perelihan Limoam,
Eadan Ferngowzs Pomilizan Umum, dan Dewer Kehormasan Penpeloncganm Pemtilers Uenn
MHamer 1% 11, 31 Tahun 2oz Temiessg Kode Lek Pampenggars Paanillan Dmeen,

= Oata piar 3l Juh 2naf Sebreiaciss Beon Acminialais SEPP
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tidak sermua pengaduan tersebut dapat disidanalkan, sebanyak
1515 pengaduan tidak memenuhi syarat (dismissal procedure].
Pada dasarnya tidak memenuhi syaratnya pengaduan
disebabkan cbjectum litis, subjectum litis, dan tidak relevannya
alat bukti. Dalam hal abjectum Fitis umermnya pengaduan vang
diajukan tidak masuk ke dalam ranah etika penyelenggara
Pemilu. Seperti halnya abjectum litis, beberapa pengaduan
ditujukan pada pihak yvang bukan mervpakan penyelenggara
Pemilu dalam hal svbfectvm Gitis, meski jumlahnya tidak
bamyak. Persoalan menarik kemudian muncul dalam hal pihak
vang diadukan adalah penvelenagara Pemilu tetapi sudah tidak
menjabat lagi dan oleh karenanya tidak memiliki kedudukan
lagi sabagal pihak yang dapat diadukan. Sebagizn besarnyva
dijujukan pada penyelenggara Pemilu yang bersifat odhoc
vang memiliki masa kerja yang terbatas sepeti PPE {panitia
pemilihan kecamatan} dan jajaran ke bawah, serta panwaslu
(panitia pengawas Pemilu) beserta jajaran ke bawabhnya.

Dalarm praktik selama ini, penyelenggara Pemilu vang
tidak lagi memiliki kedudukan hukum untuk diadukan akan
dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk dapat disidangkan.
Hal ini didasarkan pada, perfama, tidak adanva legal standing
Teradu wntuk dapat disidangkan., Kedug jika sekalipun
disidangkan, maka putusan DEPFP akan menjadi non-executoile
verdict, putusanyang tidak dapat dieksskusi, Teradu tidak dapat
diberi sanksi, baik pemberhentian tetap ataupun sermentara,
Bahkan juga peringatan, karena sudah tidak menjabat lagi.

Meski demikian, perscalan penyelanggara Pemilu
vang sudah tidak menjabat lag) memiliki persoalan tersendiri.
Fada dasarnya ada dua sisi yang dapat dikaji dari persozlan
ini fegal standing, pertama pada saat diadukan benar bahwa
yang bersangkutan telah tidak memiliki legal standing, tetapi
dipandang dari sisi 'tempus ethicus” penvelenggara Pemilu
tersebul diadukan dalam kaitan perbuatan etik yang diduga
dilakukannya pada saal ia masih menjabat. Kedug, tidak
tersentuhnya penyelenggara Pemilu yang telah tidak menjabat
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menvisakan persoalan tersendiri di kemudian hari. lika ia
terpilih lagi sebagai penyelenggara Pemilu, maka akan menjadi
beban dalam penyelenggaraan Pemilu mengingat belum
tuntas dan jelasnya tentang dugaan pelanggaran etik yang
pernah dilakukannya. Salain itu tidak adanva penegakan etik
akan menimbulkan potansi pala kecurangan para pihak yang
berkepentingan dengan memanfaatkan penyelenggara Pemilo
yvang bersifat adfroc mengingat terbatasny masa jabatan yang
tidak dapat tersentuh penegakan etik:.

Qleh karena itu, ke depan nampaknya perlu
dipartimbangkan untuk dapat melakukan penegakan kode
etik pada penyelenogara Pemilu yang telah selesai masa
jabatannya dengan berdasarkan pada tempus ethicus, Artinya
sepanjang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara
Pemilu tersebut dilakukan saat ia menjabat, maka penegakan
kode etik dapat dilakukan, Berkaitan dengan sanksinya perlu
diatur secara khusus, meningat beharpa jenis sanksi tidak
dapat diterapkan, seperti teguran dan pemberhentian baik
tetap atau pun sementara. Ke depan perlu ada pengembangan
sanksi vang dapat menampung permasalahan ini, misalnya
penjatuhan sanksi untuk tidak dapat diangkat lagi menjadi
penyelenggara Pemilu dengan beragam wvariasinya, misalnya
untuk waktu tertentu dalam pemiliihan vmom. Jika tidak
terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara,
Lentu saja Teradu tersebut harus direhabilitasi.

B.1 Perluasan Subjectun Litis

Selain masalah subjectuom itis yang bersitat adhoc,
penmnasalahan lain vang masih berkaitan dengan subjectum Iitis
adalah darisisi pengadu. Sebagaimana disebutkan sehelumnya,
suebjectun Iitis dapat dibagi dua secara umum: teradu dan
pengadu. Dalam perjalanannya, seringkali permasalahan justru
murcul dari peserta Pemilu sebagai pengadu yang berusaha
"men-DKPP-kan' penyelenggara Pemilu. Peserta Pemilu sering
menjadi pihak pengadu. Hal ini selaras dengan kajian tipologi
pengadu sepanjang tahun 2015, Peserta Pemilu menjadi pihak
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terbanyalk kedua yvang mengadukan penyelenggara Pemilu
(24,80%) setelah masyarakat (g7,71%)." Kecenderungan
peserta Pemily sebagai pihak yang mengadukan, konsisten
selafu tinggi di wretan kedua setelah masvyarakat pada
Pemilukada serentak 20157

Seringnya pesera Pemilu mengadukan penyelengoara
Pemilu bukan hal yvang negatif sebenarnyva, bahkan dalam
perspekiif lain, hal ini mencerminkan antusiasme peserta
Pemilu untuk mengawal Pemilu agar berjzlan dengan baik.
Meski demikian dalam praktiknya, seringkali diternukan kesan
menuntut penyaelenggara Pemilu untuk beretika samentara hal
yang sama tidak berlaky untuknya. Dalam beberapa perkara
di persidangan, ketidakseimbangan ini soringkali terungkap,
miszlnya ada pengadu yang melaporkan panwas dengan
dugaan tidak menindaklanjuti laporan vang belakangan dalam
persidangan diketzhui tanda terima laporan yang dijadilan
alat bulkti adalah palsu, pihak teradu {panwas) ternyata tidak
pernah menerima laporan tersebut. Hal lain misalnya berkaitan
dengan persyaratan pencalonan terkait dukungan partai
politik. Seringkali terjadi dukungan ganda yang kesalahannya
terletak pada paslon ataupun parai pendukungnya. Persoalan
internal tersebut seringkali kemudian mengganggu tahapan
penyelenggaraan Pemilu seperti miszlnya, dalam konteks
Pemilukada 2ozq, hal irmi terjadi di daerah Provinsi Kalimantan
Tengah, Kota Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun, dan
Kabupaten Fakfal,

Dafarm perspektil hokerm, ketidakseimbangan parz
pihak ini pada dasarnya tidak sesuai dengan asas  equality
before the law. Equalily before the lovs adalah asaz kadua vang
mendasari pengertian rwfe of faw yang dikembanogkan Alber

& Feacadu dod Iojaran Easos i mcnenipacl ufulan ketiga sehacrsak 2, RRES,
splanpnnya Trm Kampe-ype 7,015, Faria Poirik o o825, dan [eann KU & 0586 sacand banrotan
Lilian tebsh lassnt deafam Cul ek 2on S Bell=ka des Prepekse uruk Kemandingn, Innegias, dan
Fredbibeas Inas . Hlm g ’

H Ibist Hir 3.
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Venn Dicey. Asas ini mengandung arki setiap arang sama di
hadapan hukum, apapun kelas dan status sosialnya” Jika dalam
hukum ada asas persamaan di depan hukuom (@guality bEf-EI."E
the taw), maka dalam kanteks etika, meminjam istilah hukum,
ketidakseimbangansebagaimanadipaparkandiatastidaksesuai
dengan prinsip ‘eguality defore ethics,! Sebab bagaimanapun
tidak adil menuntut orang lain beretika sementara kita sendiri
tidak beretika. Maka etika penyelenggara Pamilu seharusnya
juga diimbangi dengan etika pe=zarta Permilu.

C. Objecturn Litis.

Chjectum s atau  sederhananya  objek  perkara
dalam penegakan etik di KPP sefama ini hanyalah Eode Etik
Panyelenggara Pemilu (KEPP). DKPF menjadi satu-satunya
lembaga pensgak etik di Indonesia dalam pengeriian Etika
FungsionalTerbuka Tetapidalam perjalanannyzs, sebagaimana
dipaparkansebelurnnya, penegakan etik penyelenggara Pemilu
ini dirasa tidak adil pada saat dihadapkan dengan peseria
Pemilu yang dalam praktiknya seringkali justru tidak beretika.
Ini tertu saja tidak sejalan 'equality before the stchis’ Sesuatu
vang konyol jika crang tidak beretika menutut arang lain untuk
beretika. Pemahaman ini bukan tidak memiliki dasar, dalam
konteks hukum pun, hal ini berlakw, orang tidak baleh menwduh
sembarangan. Dalam hukum pidana Isiam (inayal) misalnya,
ada jarmah {tindak pidana) godzaf {menvdoh perempuan
vang baik berbuat zina) jka tidak biza menghadirkan empat
prang saksi. Bahkan jika di peneduh terbukti berdusta dan tak
bisz menghadirkan empat orang saksi maka iz bisa diberikan
canksi dera Bo kali dan kesaksiannya tidak dapat diterima

5] him s wmea 1w cachor neufrae - dow - essepsiposl - lasde sl am-the - rod e nlam -
poblic-low - essays oo dabses 2z ks ober 2o S ob 'SR

T Li=ak l=kih lprqut dadmmn dosdy Seshiclilgie. Feralilian Sk dan Elika Korssiubi:
Pesupskif Bamg demiang Bode el L sw dass Bo'e ef Ethias, dan Constitecenal Lasy dom ConetHuticnz
Erlucs labarfa. S Jrafika aeay . Hlonga
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untuk selama-lamanya.® Tindak pidana tersebut mengandung
beberapa hikmah yvang dapat diambil, salah satunya bahwa ada
kesimbangan antara tersangka dengan orang yang melaparkan
imenyangkakan). Sessarang tidak boleh menuntut orang
lain agar menjadi baik sermentara dirinya sendiri tidak baik,
Cralam konteks etik, inilah yvang disebut dengan equalily before
ethics. Empat tahun perjalanan DEPP telah mengunogkapkan
beberapa kebohongan vang dilakukan peserta Pemilu demi
urtuk menyidangkan penyelenggara Pemilu., Hal ini tentu
bukan sesuatu yang menggembirakan dan mendatangkan
kemajuwan. Maka sehagai tindak lanjut dari ide pengemhbangan
subjectorn UGS, tentu kade etik penyelenggara Pernilo tidak
dapat diberakukan pada pihak lain di luar penyelenggara
Pemilu. Sebagai konsekwensinya, perlu dibuat kode etik
peserta Pemilu.

Sebagai entitas yang berbada, penyelanggara Pemilu
tentu memiliki perbedaan dengan peserta Pemilu. Perbedaan
tersebut seharmusnya tidak ada dan runtuh fcollaese) dalam
sebuah peradilan 2iik yang terbuka, Keduanya terikat dalam
sebuah selebrasi demokrasi: Penyelenggaraan Pemilu. Ke
depan Peanegakan Kade Etik tidak hanya untuk Penyelenggars
Permilu tapi juga pesarta Pemilu, sehingga penegakan kode
etik dalam konteksnya mengalarm pergeseran paradigma
(shifting poradigm), dari penyelenggara  Pemile  menuju
penyelenggaraan Pemilu.

Dalam perkembangan terkini, ide ini beririsan dengan
sebuah Rancangan Undang Undang (RULUY Penyelengoarsan
Pemilu yang sedang diromuskan dan telah disampaikan
Presiden kepada DFR per 2o Oktober 2016 untuk disetujui. Pada
dasarnya RUU ini merupakan penyatuan dar Undang-Undang
Momaor 42 Tahun 2ee8 tentang Pemilihan Umum Presiden dan

H 1.5 Anddors, " Danarangorang yang meenuduh persmpuan perenooan yang Baik
Iherainal de meres bdak me-catangtan empezt crang ==akes, maks derzlan mereka Selapan
predub kaliy, dan jsrgea-lah kami denime bespksan mersks orduk selame-lamamys. Mereka itdah
afarrg-arang vang fasie " Lihat lehis lnje® cdalam Shimecd W di Moskek Sdokom Pl eea el
Mkara. Sinar GeahEn, Hies. Hin, Ba.
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Wakil Presiden, Undang-Undang Momar 15 Tahun 2011 tentang
Panyelengoara Pemilihan Umum dan Undang-Undang Momor
8 Tahun zoiaa tentang Permiliban Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Parwakilan Daerah, dan Dewan
Ferwakilan Rakyat Daerzh. Oleh karenanya dalam rangka
perluasan subjectum litis sebgaimana dibahas sebelumnya,
adanya kode etik peserta Pemilu adalah sebuah keniscayaan
sehagai obiectum s dalam Penegakan Rode Etik dalam
kanteks Penyvelenggarazan Pemilu.

D. Format Kelembagaan

Upaya menyatukan undang-undang tentang pemiliban
umnm anggota DPR, DFD dan DPRD, pemilihanumum Presiden
dan Wakil Presiden dengan undang-undang penyelenggara
Pemily manyebabkan rancangan undang-undang tentang
kePemiluan herubah nama menjadi undang-undang tentang
Penvelenggarazan Pemilihan Umum. Istilah penyelenggaraan
meliputi semua pihak yang terlibat mavpun presesdan tahapan
yang berlangsung di dalamnya. Titik berat penegakan kade etik
wang tertuju kepada penyealenggara Pemilu masih menyisahkan
problem dalam mewujudkan Pemily demokrasi beritegritas.
Terutama pihak-pihak yang turut terlibat dalam proses Pemilu
berintagritas tetapitidak terjangkauw aleh kode etik. Oleh sebab
itw, penegakan kode etik dalam penyelenggaraan Pemilu tidak
cukup kepada penyelenggara tstapi meliputi semua pihak
terutama peserta baik partai palitik, calon anggota legislatif,
perorangan calen anggota DPD, pasangan calon Presiden dan
Wakil Presiden, serta pasanoan calon kepala dasrah dan wakil
kepala daerah, pendukung calen perorang.

Untuk ity, disain kelembagaan perlu direformulasi
kermbali yang dapat menjangkau sarmua pihak yang terlibat
dalarm  Pemilu  khususnyva peserta dan  pendukungnya.
Gagasan perluzsan subjek secara otomatis berimplikasi pada
perubahan istilzh baik secara formil maupun secara materil.
Perubahan =ecara materil melingkupi perubahan kode etika
materilnya dari “kade etik penyvelenggara” menjadi "kode etik
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penyelenggaraan®. Demikian pula lembaga penegakannya dari
“Dewan Ksharmatan Penyelenggara Pemilu menjadi “"Dewan
Kehormatan Penyelenggarsan Pemilu”. Bahkan berkembang
gagasan "Mahkamah Kehormatan Pemilu™ Suvatu pemikiran
vang secara eksplisit hendak menunjukkan dan mempertegas
eksisten kade etik sebagai satu kompetensi tersendiri vang
berbeda dengan lingkungan paradilan hukem. Sesungguhnya
ide-ide bahwa kode etik merupakan satu kompsetensi tersendiri
sudah terlernbaga dengan baik dalarm UU Momor 25 Tahun
2012 Tentang Penyelenggara Pemilu, dengan memposisikan
Putusan DEPF bersifat akhir dan menagikat. Sifat akhir dan
mengikat dipertajam oleh Putusan MK vang melingkupi hanya
pada Presiden dan penyelenggara Pemilu.

Sejak DKPP terbentuk praktik dalam psmeriksaan
dugaan pelanggaran kode etik diselenggarakan dengan
model terbuka sebagaimana pradilan pada umumnya. Prinsip-
prinsip peradilan diadopsi sebagai suatu mekanisme dalam
memuius perkara dugaan pelanggaran kode etik. Praktik inilah
kemudian bermetamorfesis menjadi model peradilan etik,
hingga berkembang gagasan bahwa kesetaraan di depan =tika
dalam penyelanggaraan Pemilu merupakan suatu kebutuhan
mendasar dalam membangun Pemilu demokrasi berintegritas.
Secara formal, farmat kelembagaan di balik gagasan Dawan
K.ehormatan Penyelenggarzan Pemile atau istilah lain seperti
Mahkamah Keharmnatan Pemnile hendak mendudukkan suatu
permasalahan bahwa terdapat suvatu lingkungan peradilan
vang secara khusus menegakkan etik dalam penyelenggaraan
Permilu.
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Buku 3
@l REFORMULAS|
SISTEM PENEGAKAN
KODE ETIK
'ELENGGARA

Sorotan publik terhadap urgensi penegakan kode etik
penyelenggara pemilihan umum (KEPP) mengalami
peningkatan sangat signifikan dalam empat tahun terakhir.
Terutama kehadiran DKPP sebagai lembaga baru yang mampu
memerankan tugas, fungsi dan wewenangnya menjawab
kepbutuhan keadilan masyarakat melalui penegakan kode etik.
Usaha menjawab dan memenuhi rasa keadilan dalam
beberapa perkara etika, tidak jarang mendatangkan reaksi dan
pendapat yang berbeda-beda dari berbagai kalangan. Pro
dan kontra atas putusan DKPP fidak dapat dihindari. Ada yang
memberikan apresiasi dan ada pula yang menilai melampauhi
kewenangan, ulfra petita dan lain sebagainya. Berbagai sudut
pandang dalam melihat dan menilai DKPP adalah bentuk
apresiasi yang patut dihargai sebagai sarana refleksi dan
evaluasi bagi penataan fungsi dan organ yang ideal di masa
datang. Jika penegakan kode etik bersinergi dengan dimensi-
dimensi penegakan hukum Pemilu yang diselenggarakan oleh
lembaga lainnya, hanyalah suatu implikasi dari tafsir etika itu
sendir yang tidak jarang memaksa penyelenggara Pemilu untuk
memperbaiki tindakan dan perbuatannya yang dipandang
melanggar kode etik.
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